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PROBLEMATIKA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
DAN SOLUSINYA DI KABUPATEN BANTUL

Nama : Abdullah Mahfuzh Tsani Hadi Santosa
NIM. 14913182

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dibolehkannya
pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut peraturan perundangan tentang
perkawinan yang berlaku di Indonesia: UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
KHi, dan UU no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan untuk
mengetahui peran KUA dan BP4 Kecamatan dalam pembinaan pasangan nikah di
bawah umur dalam upaya membentuk keluarga sakinah.

Merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan menggunakan
pendekatan normatif yuridis. Pengumpulan data dengan teknik wawancara,
observasi dan dokumentasi. Daga fang Aipgroleh di analisis dengan metode
induktif, untuk menarik kesimpulan yang bersifatgmum.
hamil saat menikah (1,21 %)
dari l 238 peristiwa nikah di Uie I pada 2014-2016, dengan

A 8 (1,76 %); 2015 ada 405 N,
N, Nikah Bawah Umur = 3,
wur 1410 tahun, pekerjaan swasta dan

eh nikah karena saling mencintai,
tidak kuat menahan diri atau god,aﬁﬂ

fsu:| pldk@ai{lan bebas, akses internet dan
pemanfaatan IT yang negatif, kur; rfé’ a amorang tua dan lingkungan.

Peran KUA membina pasangan hamil pranikah dan berusia di bawah umur
untuk membanguuNi Vﬁﬂ §‘1 ﬂrﬁnyu[uhan dan
pendidikan agama lui*Suscat pentas€hatanpfani cara individual
dan klasikal, penasehatan saat & han s ngan dan penasehatan pasca
pernikahan. Sedang BP4 Kecla LAmenasehatan dan konsultasi
kepada calon manten y 1 : ﬁggikxinan, , utamanya bagi

pasangan yang masih b
Kata kunci : nikah di bawah umur, perkawinan, pembinaan, keluarga sakinah

Nikah Bawah Umur = 4, (0,99 o5
(0,79 %). Berpendidikan SLTP-
mayoritas belum bekerja. Sebab
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PROBLEM AND SOLUTION OF UNDERAGED MARRIAGE
IN BANTUL REGENCY

Name: Abdullah Mahtuzh Tsani Hadi Santosa
Student Registration Number: 14913182

ABSTRACT

This research aims at knowing the law granting the permission on
underaged marriage in accordance to the applicable law on marriage in Indonesia:
Law No. | Year 1974 on Marriage, KHI, and Law No. 23 Year 2002 on Child
Protection. In addition, it is projected to gain a better insight on the role of KUA
and Subdistrict BP4 in guiding an underaged married couple to lead them to a
peaceful marriage full of blessing and love.

This is a field research of qualitative method using normative juridical
approach. The data collection was conducted through interviews, observation, and
documentation. The data were analyzed—i ively so as to draw general
conclusion. P
It is revealed from the fig cargh, thaf there were 15 girls who were

pregnant when they got married Wil & 38 marriages in Bantul sub-
districts throughout the course offn20 14-2016 v in details are comprised of:
2014 witnessed 455 marriages ';!m deraggd marriages (1,76%), 2015
witnessed 405 marriages, and 4| ndera ves (0.99%), 2016 witnessed

ue ). Most of those underaged
marriaged couples were of Junioﬁﬂ%ﬁ@rﬁgh school graduates, of 14-
19 years old, with no occupatiof.} “of. ¢/ couple had a premarital sex
because of loving each other, could not withstand their lust, had free sex, due to

internet access, andyla MW\E 1 Td e,
The KUAu ighdti R:STdi gA Seraged married

couples to lead them to a peac rriage full of blessing and love by educating
them and providing them with s te ugh Suscatin and premarital
counseling individually and classically, marital counseling during marriage and

marital counseling aﬂj mﬁﬁr 4 of the subdistrict
provides them with advices dandCoufiSeling e and* groom of underaged
marriage.

Keywords: underaged marriage, marriage, guidance, peaceful family
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Salah satu prinsip perkawinan ialah bertujuan untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah,
dan rahmah. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan
tersebut diperlukan suatu pembatasan usia perkawinan, karena
kesuksesan sebuah keluarga sangat ditentukan oleh kedewasaan
dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental.
Perkawinan mendapat perhatian yang sangat penting
dalam syariat Islam, karena merupakan peristiwa hukum dan
berkait erat dengan magalg emasyarakatan. Hukum yang
mengatur perkawinan” di di “dalam Al-Qur’an, sunnah,
maupun ijtihad." Tujuz
ayat-ayat Al-Qur’an m&upuihadi s Mabi adalah untuk memenubhi
tuntutan naluriah hidug be
dan perempuan dalFﬂ angka”™ ewujudkan kebahagiaan

keluarga sesuai ajaran ¥ Mjﬁ@‘ -Nya.?

Pelaksanaan perkawman di Indonesia selain diatur dalam
ketentuan [NWER Tv , dalam hal ini
Undang- U tentang Perkawinan
(Undang-Undang ' mA peraturan lain  yang

dikeluarkan oms&m suran hukum positif
dalam mengatif a p i

Adapun menurut Undang-Undang Perkawinan, tujuan
perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.’
Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang

'Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, cet. Ke-8 (Yogyakarta:
Perpustak}aan Fakultas Hukum UIL, 1996), him. 1.

“ Ibid., hlm. 11.

’E. Mustofa AF, Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di
Indonesia (Yogyakarta: Kota Kembang, 1987), him. 12.

* Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

1
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berposisi sebagai rumusan tertulis hukum Islam yang disesuaikan
dengan kondisi hukum dan sifat kemajemukan masyarakat
Indonesia, tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.’

Fenomena yang terjadi di kebanyakan negara berkembang
seperti Indonesia, pernikahan atau perkawinan tidak hanya
dilakukan oleh orang-orang yang sudah cukup umur (dewasa)
saja. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 ientang Perkawinan telah ditentukan batas umur untuk
melangsungkan perkawinan, bagi pihak laki-laki sudah berumur
19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.. Namun demikian, sebagai
salah satu syarat melangsungkan perkawinan baik pria maupun
wanita yang belum meng apal%ﬂﬁif"ﬁu un harus mendapat izin

umur sebagaimana yang,ggﬂw pa

mengungkapkan bahwa dat: 'g:e impangan terhadap pasal

7 ayat (1) U W mln, ASpat meminta

dispensasi W Mg RSl A 7 Adanya

ketetapan dispensasi § CalaOMlS dapat memberikan
'ara !‘:_'

peluang bagi masy untu apat melangsungkan
perkawinan di bM @ONE SIA

Banyak kasus-kasus perkawinan anak perempuan di bawah
umur yang terjadi di Indonesia terutama di pedesaan, salah satu
contohnya saja seperti perkawinan anak di bawah umur yang
terjadi pada Ulfa yang waktu itu masih berumur 12 tahun
dengan Pujiono yang berusia 46 tahun. Di sisi lain, terjadinya
perkawinan anak di bawah umur seringkali terjadi atas dasar

‘qlnpress No 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

® UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1). Lihat juga
Inpres. No | tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang
Perkawinan, Pasal 15 ayat (1).

" Ibid. Pasal 7 ayat (2)



beberapa faktor, salah satunya seperti faktor ekonomi yang
mendesak (kemiskinan). Banyak orang tua dari keluarga miskin
beranggapan bahwa dengan menikahkan atau mengawinkan
anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan
mengurangi  angka beban ekonomi keluarganya dan
dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa
berpikir panjang akan dampak positif ataupun negatif terjadinya
perkawinan anaknya yang masih di bawah umur. Alasan yang
lain adalah karena perkawinan anak di bawah umur tersebut
terjadi karena adanya pengaruh pergaulan bebas yang serba
permisif, tidak adanya perhatian
dasar agama yang kurang.

Selain itu, fenomend-
bukan merupakan hal yang bargdisn
Jawa Hal ini dapat dlbuklﬁan dg

li bawah umur juga
sia, khususnya daerah

sudah banyak yang kawm @ bawah umur. Bahkan
perkawinan di usia ’ matang akan menimbulkan pemikiran

buruk atau p ne EBH Namun
seiring dengan umb\{ l‘$]‘lﬁﬁ\£§§kat justru
sebaliknya. Arus globa'@l_nAeMe]alu berkembang,
mengubah cara pandang masyarakat pada umumnya Bahkan
bagi perempuan y @\é é p sebagai hal
yang tabu. Lebih jauh lagi, hal itu dianggap dapat
menghancurkan masa depan wanita, menghambat kreativitasnya
serta mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan dan
wawasan yang lebih luas.

Pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten
Bantul dan khususnya di wilayah Kecamatan Bantul sendiri
cukup banyak. Setiap tahun selalu saja ada peristiwa pernikahan
anak di bawah umur dan sudah hamil sebelum nikah. Hal ini

terjadi pada anak yang berumur masih sangat muda, yaitu antara
14-19 tahun, yang menurut beberapa ahli kesehatan masih
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belum siap alat reproduksinya, atau belum siap dan matang
secara psikologisnya untuk berumah tangga.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di

atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkawinan di bawah umur dipandang dari sistem
hukum perkawinan di Indonesia ?

2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan adanya
perkawinan di bawah umur ?

3. Apa upaya yang dilakukan KUA dan BP4 Kecamatan dalam

membina pasangan ;ricawm&m awah umur tersebut ?

C. Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian i

a. Untuk mengeta

menurut sistenﬁﬂlﬂ

erkawinan di bawah umur
cawinan yang berlaku di

Indonesia.

b. UntWMErRkSlg‘Eﬁb@m dari adanya
perkawinan dit) h umyr.

c. Untuk menget s ilakukan KUA dan BP4

Kecamamw i Sa[aﬁan perkawinan di
bawah umur t€fSebut. E

2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang akan didapatkan dalam penelitian ini
adalah :

1. Dari perspektif akademik, diharapkan dapat menambah
tulisan dan referensi yang membahas tentang perkawinan di
bawah umur menurut sistem hukum perkawinan yang
berlaku di Indonesia..

2. Dari perspektif kebijakan, diharapkan dapat dijadikan bahan
rujukan dan pertimbangan bagi Pejabat Kementerian
Agama dan Instansi terkait dalam merumuskan kebijakan
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bagi upaya pembinaan pasangan perkawinan di bawah umur
serta pemberdayaan dan pengembangan KUA di masa
mendatang.

3. Manfaat bagi Pemerintah, praktisi hukum, pemangku
kebijakan dan pihak-pihak yang berkompeten untuk dapat
memperbaiki sistem perundang-undangan yang ada dan
memperketat aturan supaya pelaksanaan perkawinan di
bawah umur tidak mudah untuk dilaksanakan.

Sistematika Penulisan
Sistematika periulisan dalam Tesis ini terdiri dari lima

bab :

Bab Pertama; Pendal lua

(_

masalah, rumusan masalah! se
e o
kajian ini, tjuan dan manfha

ng/%arisi latar belakang
likstahui ruang lingkup
an ~disertakan dalam bab
sin% bagi perkembangan
ta—hasyarakat. Sebagai
a pembahasan untuk

ini supaya jelas maksud d
ilmu pengetahuan dan perne

e

bagian akhir dalam bab ini ddalah/sisti
mengetahui alur penulisan  dan untuk mengetahui susunan

opikopik ik NIV ER SITA S

Bab kedua; Bab i mMng kajian teoritis
yang memuat uraian sisterr' g-hasiMhasil penelitian yang
didapat oleh peneliti Nggii)&an hubungan
atau perbedaan dengan pefelitfan seKatang (present research,).
Adapun  kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan
gambaran untuk memecahkan masalah penelitian. Dan terakhir
adalah kerangka berpikir dan hipotesis.

Bab ketiga; Bab ini membahas tentang metode penelitian
yang berfungsi untuk mengetahui pendekatan dan metode
pengumpulan data serta langkah-langkah yang ditempuh untuk
mendapatkan informasi yang sesuai dengan pokok bahasan
utama, yaitu pernikahan di bawah umur

Bab keempat menfokuskan kajian tentang deskripsi

masalah dan analisa masalah yang berisi tentang pengertian
perkawinan di bawah umur menurut sistem hukum perkawinan
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di Indonesia, yang antara lain meliputi UU Perkawinan nomor 1
Tahun 1974, KHI dan UU nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, berikutnya dampak adanya perkawinan di
bawah umur yang meliputi : dampak terhadap hukum, dampak
biologis, dampak psikologis dan dampak sosial, dan
pembahasan yang terakhir adalah upaya yang dilakukan KUA
Kecamatan Bantul dan BP4 Kecamatan Bantul dalam membina
pasangan pernikahan di bawah umur untuk membentuk keluarga
sakinah.

Bab kelima merupakan kesimpulan, akan dikemukakan
hasil dari penelitian yang merupakan kesimpulan dari pokok-
pokok pikiran yang dlklﬁi.;@ial'am penelitian ini. Selanjutnya
saran-saran yang akr‘gme joidi ha?a pan dan pemmbangan bagi
pihak-pihak yang terkai
kaitannya dengan kasug p¢ arfdi bawah umur.

UNIVERSITAS
ISLLAM

INDONESIA



BAB 11
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA TEORI
DAN HIPOTESIS

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebenarnya sudah banyak penelitian yang terkait dengan
tema di atas, namun Kiranya tidak menutup kemungkinan bahwa
tulisan ini tetap akan dapat membawa manfaat dalam menambah
khasanah dan wawasan kita dalam menjalankan tugas dan
kewajiban serta memenuhi tanggungjawab sebagai Penghulu.

Masri  Singarimbun dalam bukunya Penduduk dan
Perubahan menuliskan_hasil_penelitian vang dilakukan oleh
Proyek Sahabat Remgja t§|5h%j\zﬁ. Pénelitian ini dilakukan di
empat kota yaitu Mém, \ k a, Surabaya dan Kupang

pada 1995. Dari hasi ﬁe 1 orkan mengenai pendapat
responden tentang kebglehanjpc seks pra nikah. Hasilnya
yang menyatakan boléh defigan piogentase, Medan : 3,2 %,
Yogyakarta 9,6 %, § ng( (B6y(% dan Kupang 9,5 %.

Sedangkan yang telaﬁ’dmez; ’u an hubungan seks sebelum
menikah adalah ! VE"@SLITQ .5 ¢4, Surabaya 3.4
%, dan ng ! 131 . # thasi ian ini Dbisa

disimpulkan Yogyat\%l&e derutan pertama remaja
u

yang membolehkan ungan seks pra nikah dan juga urutan
pertama remale@NlEa&llAan seks pra nikah.
Sebab terjadinya hubungan seks pra nikah tidak disebutkan
secara prosentasi dalam bentuk angka, namun disinggung bahwa
penyebanya adalah ketidakberdayaan para muda-muda
mengontrol diri hingga mereka melakukan perbuatan yang
terlarang tersebut, bahkan banyak di antara mereka yang berasal
dari latar belakang keluarga yang taat beribadah, baik pria
maupun wanita. Alasan lain karena mereka ingin membuktikan

' Masri Singarimbun, Penduduk dan Perubahan, (Yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 1995), hlm. 115.



rasa cinta terhadap pasangannya sehingga secara sukarela
melakukannya.

Selanjutnya Tim dari majalah Panji Masyarakat
melakukan penelitian yang ditulis dalam laporan utama 1984.
Laporan penelitian itu diberi judul “Hamil Sebelum Nikah
Makin Gawat.” Menurut data statistik hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa ada 12,73 % pasangan perkawinan yang
mempelai perempuannya telah hamil. Bila di Indonesia menurut
sensus 2000, penduduknya berjumlah 210 juta orang, maka
secara hitungan matematis, kasus kawin hamil itu dilakukan
oleh sekitar 26,7 juta jiwa. Selain itu laporan penelitian ini

mengungkapkan bak@mmsmgan telah melakukan
hubungan seks sebel gl ni bah’éan hampir separonya (49 %)
berakibat kehamilan 9 t ani didukung oleh Laporan
Deteksi Jawa Post yan arﬁl;an pada tahun 2000. Dari
penelitian itu dis ng:lpul b]%l"wa seperlima  pasangan
perkawinan telah nielakuRan hubtungan seks sebelum nikah.?
Selain itu menurut —da J&Iii ada Direktorat Kesehatan

Masyarakat Departemen kesehatan RI menyatakan 20 % remaja

telah harlu)MiM ER&CI:‘EA}@ % dari remaja
hamil pra nikah (ﬁiﬂﬁn an, siswa SLTP dan SLTA.
Penyebabnya adjl§ terogenitas  pendidikan
Indonesia da‘ﬁw Eﬂfﬁlbuf‘

Tifatul Sembiring (manfan Menteri Komunikasi dan

Informasi) mengatakan dari hasil survei Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI) terhadap 4.500 siswa SMA di 12 kota besar di
Indonesia tahun 2010, diketahui bahwa 90 % mengaku pernah
berciuman, 62 % pernah berhubungan seks layaknya suami isteri

* Laporan Utama “Hamil sebelum Nikah Makin Gawat”™  Panji
Masyarakat, Nomor 458 (11 februari 1985), him. 14

* Penelitian deteksi. “Seperlima Lakukan Seks Pra Nikah™, Jawa Post, (18
Maret 2000), hlm. 23

* Disampaikan Asrul Azwar pada seminar Pubertas dan Seks: Antara
Mitos dan Fakia. Lihat © Pendidikan Seks Masuk Kurikulum”, Kedaulatan Rakyat,
(16 Oktober 2000), him. 15
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dan 21 % siswa SMA pernah melakukan aborsi’. Inilah
tantangan ke depan yang semakin berat dengan bertambah
mudahnya remaja untuk memperoleh informasi dan pornografi.

Asrul Azwar dalam penelitiannya tentang remaja yang
telah hamil pra nikah dalam Pubertas dan Seks: Antara Mitos
dan Fakta, mengungkapkan bahwa Menurut data Direktorat
Kesehatan Masyarakat pada Departemen kesehatan RI : 80 %
dari remaja hamil pra nikah itu dari kalangan siswa SLTP dan
SLTA. Penyebabnya adalah masalah heterogenitas pendidikan
Indonesia dan pendidikan seks yang masih tabu. °

Di antara kajian ﬁ/}hmmbahas perkawinan
dengan pezina adalah Cut [Azwar da am tulisannya “Hukum
Menikahi Wanita Karena w' Azwar menuturkan
beberapa perbedaan pendapuJ g hukum menikahi

wanita yang telah hamil kar o Tulisan lain adalah
“Hukum Islam di Indonesia is [oleh Ahmad Rofiq.

Dalam buku itu Rofig juga%%%gtg@})erbedaan pendapat
G :

para ulama dalam menghukumi perkawinan dengan pezina
karena perselisiha Hl ﬁﬁ; TA: ~24, ayat
5% Perkawinanbsleae i m h %El ofrjo §oekanto
dan Soleman Toneko ISain_ AkMAdat Indonesia.
Berdasarkan ketentuan hukum adat, perempuan yang hamil
sebelum  nikah itJND@N&.§IA bila tidak

* Laporan Utama : Iseng Awalnya Zina Ujungnya, Suara Hidayallah,
Edisi 06/XXIII, (Oktober 2010), him. 20

® Asrul Azwar, Pubertas dan Seks: Antara Mitos dan Fakta, Makalah
seminar, dimuat dalam Kedaulatan Rakyat, 16 Oktober 2000, him. 7.

’ Cut Azwar “Hukum Menikahi Di bawah umur” dalam Chuzaimah T.
Yanggo dan Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Buku
Kedua, (Jakarta : Pustaka Firdaus dan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan
(LSIK). 1999),hlm. 56-72

* Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, edisi | (Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada. 1997), him. 167.
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dikawinkan akan menimbulkan dampak negatif yang diderita
oleh ibu dan anaknya.°

Demikian pula kajian yang khusus membahas kawin
hamil juga sudah ada, di antaranya dalam Meretas Kebekuan
Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia
tulisan Amir Syarifuddin. Dalam buku itu dibahas kawin hamil
dan status anaknya.'’

Fathurrahman Djamil dalam Problematika Hukum
Islam Kontemporer juga menulis tentang “Pengakuan Anak
Luar Nikah dan Akibat Hukumnya. Dalam tulisan itu mengupas
tentang sebab dan akibat hukum dari pengakuan anak luar
nikah."" Taufik juga wdukan Anak Luar Kawin
dalam jurnal Mimbar Zlslam terbitan Direktorat
Pembinaan Badan P ‘g_gd' Islam Departemen Agama
s kedudukan anak akibat

hubungan luar nikah.
Amirul Mu Sari Siregar, dan Dian

Hariyanti (Mhs FK@%MI% melakukan penelitian

dengan judul Situs porno ancaman bagi generasi muda

PenelitiachDlNlIM E‘R@Mﬁﬁ? sHasil penelitian
tersebut menyatakan_bahwa pergaulan bebas, hamil di luar
nikah, atau kasus %LAMI( terjadi akhir-akhir ini
menunjukkarl Hqﬁﬂa$grgm muda bangsa ini.
Berdasarkan "ha ehefitian, i ng diperoleh adalah
tingginya peminat situs porno yang berdampak pada perilaku
seks menyimpang para remaja kota Medan Artinya terdapat

! Soerjono Sockanto dan Soleman Toneko, Hukum Adat Indonesia
(Jakarta : Rajawali, 1983), him. 277

"Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan ljtihad, Isu-fsu Penting Hukum
Islam Kontemporer di Indonesia (Jakarta: Ciputat Press, 2002), him. 192

'"" Fathurrahman Djamil, “Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat
Hukumnya” dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, Problematika
Hukum Islam Kontemporer, Buku Pertama, (Jakarta : Pustaka Firdaus dan Lembaga
Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), 1999), him. 97-115.

"> Taufik, “Kedudukan Anak Luar Kawin” Mimbar hukum Islam, Edisi
No. 19 Tahun VI/ 1995.
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pengaruh yang signifikan antara situs porno terhadap etika
generasi muda, khususnya perilaku seks remaja. Dan memiliki
pengaruh terhadap banyaknya jumlah kasus-kasus pernikahan di
bawah umur atau nikah muda akibat sudah hamil terlebih dahulu
sebelum menikah. '*

Sebelumnya Alhaq, seorang mahasiswa STIS Jakarta
telah menulis Nikah muda solusi atasi seks bebas. Penelitian ini
dilakukan di Jabodetabek dan Kota Besar lain pada tahun 2010.
Didalamnya diuraikan bahwa Sungguh sangat memilukan,
sebanyak 51 persen remaja di Jabodetabek telah melakukan seks
bebas. Itu artinya dari 100 remaj dah tidak perawan lagi.
Data yang berhasil dikimpu add- 200 ol Badan '(oordmas1

serius bagi kita semua. D @e 1pa vah Indonesia juga
edan 52 persen, dan
Surabaya 54 pensen. Bagai na dg ham1lan yang tidak
gyakarta menunjukkan

At persen mengalami
kehamilan sebel W i ﬁSi jull/mam Al
Qhaes menulis @N Si om[t a weah Sirri”
pada tahun 2012, yang isi hwamikah girri yang dilakukan
tidak hanya tidak sesuai dengan Kketentuan seperti tercantum
dalam undang—undarlN&l;&t merugikan
secara sosiologis kepada perempuan dan juga anak-anaknya
sebagai buah cinta suami istri, disebabkan karena dalam
pergaulan di masyarakat akan terkucil, untuk itu perlu
membentuk stigma di masyarakat bahwa kebolehan berpoligami
dalam Islam bukan semata-mata tanpa ada kualifikasi namun

" Amirul Muslim, Fatimah Sari Siregar, dan Dian Hariyanti, Situs porno
ancaman bagi generasi muda ,Makalah Penelitian dilakukan di Medan pada tahun
2012.

" Alhaq. Nikah muda solusi atasi seks bebas Makalah Penelitian

dilakukan di Jabodetabek pada tahun 2010.
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kebolehan tersebut tahapan yang bersifat graduansi untuk
menuju prinsip monogami.

Yuhendra menulis Menvoroti kasus Syeh Puji dan Ulfa
pada tahun 2011, dengan mendasarkan tinjauan hukum positif
seperti UU nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan
menyimpulkan bahwa Perkawinan pada dasarnya merupakan
fitrah yang diberikan oleh Allah Swt. dan juga pada setiap
agama dianjurkan untuk meneruskan keturunan dalam
kelangsungan hidup manusia. namun walaupun bagaimana
perkawinan yang dilakukan pada usia muda memiliki banyak hal
yang dikhawatirkan pada usia muda tersebut, yang bisa
e awman tersebut, akan bisa

Sosiologi Hukum tenita i1

pernikahan di bawak-ijn ‘ﬁ?{l/ﬂ@}mdangan hukum Indones:a
dan Faktor-faktor terjadmya pernikahan di bawah umur dan
Krumna[UMWE R@:’ﬁlﬁﬂ g‘ta Kontroversi
dalam  pernikahan bawah umur pada tahun 2010,
menyimpulkan ba perkawinan merupakan
fitrah manusi mgdi jhi juga, oleh setiap agama
manapun jm m e&ﬁ—sféeas\ reproduksi  dan
kelangsungan hidup manusia. Akan tetapi, pernikahan yang
dilaksanakan sebelum waktunya, yang disebut dengan
pernikahan di bawah umur memiliki banyak kemudharatan (hal-
hal keburukan), seperti meningkatkan perceraian karena kurang
dewasa secara biologis dan psikologis pasangan nikah, buruk
untuk kesehatan bagi perempuan yang secara biologis belum

' Sirojul Umam Al Qhaes menulis Kajian Sosiologis dan problematika
Nikah Sirri” pada tahun 2012.

' Yuhendra, Menyoroti kasus Syeh Puji dan Ulfa pada tahun 2011 dalam
http:/sosiologihuku. blogspot.co.id/2011/02/tinjauan-sosiologi-hukum-terhadap-uu-
no.html. Dikutip pada Selasa. 6 Juni 2017.




13

dewasa, dan terputusnya peluang berekpresi, berkreasi,
memperoleh pendidikan layak serta ketrampilan. Resistensi
terhadap pernikahan di bawah umur bersinergi dengan upaya
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, yaitu hak asasi
anak, namun mencegah pernikahan di bawah umur dengan
mengkriminalisasi pernikahan di bawah umur belum tepat
karena beberapa alasan, yaitu ; 1) belum ada kekhawatiran
kolektif (massal) akibat buruk pernikahan di bawah umur; 2)
akan menafikan norma agama; 3) melawan beberapa budaya
masyarakat Indonesia (seperti budaya masyarakat Karo, Sumut),
dan bertentang dengan tradisi; apat bersifat resisten
dengan perlindungan hak agasi farusra. Oleh karena itu, upaya
meredam meningkatnya p:é\ik
penegakan hukum, bukan |met
perkawinan tetapi lebih :g:kti ngaﬁ mengaktualisasikan
“perzinaan dan hubunganSdi nikah” serta kegiatan

pornografi bebas kedalam%%m@erundang-undangan,
erha

mengefektifkan penegakan hukim ap setiap tindakan dan

kegiatan kekerﬂm an; $:jserﬁl$sploitasi
yang dialami pasang r-mu rotiéntasi~pada UU
Perlindungan anak) danJSrE‘WM)enegakan hukum
terhadap setiap tindakan dan kegiatan kekerasan atau ancaman
kekerasan dan ekplND@NE&gAang dialami

pasangan di bawah umur (berorientasi pada UU No. 23 Tahun

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
17

i awah umur melalui
a@s si pernikahan atau

Tesis yang ditulis oleh Agi Risa Solikhah yang berjudul
Kesadaran Hukum Masyarakat mengenai Tradisi Pernikahan di

"7 Pardiyanto, Hakekat pernikahan di bawah umur dalam pandangan
hukum Indonesia dan Faktor-faktor terjadinya pernikahan di bawah umur dan
Kriminalisasi pernikahan di bawah umur serta Kontroversi dalam pernikahan di
bawah umur pada tahun 2010, Makalah Mahasiswa Magister Hukum, Universitas
Islam Jakarta Angkatan XI, dalam rangka penyusunan tugas individual Sosiologi
hukum  Dalam http://s2hukem. _blogspot.co.id/2010/03/kajian-sosiologi-hukum-
terhadap.html. Dikutip pada Selasa, 6 Juni 2017




14

bawah umur terhadap Hak Anak menurut UU Nomor 23 Tahun
2002, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan dan
mengungkapkan bahwa bahwa masyarakat Desa Sampiran
masih belum mengetahui secara pasti mekanisme dan
pengaturan baik isi maupun tujuan dari diberlakukannya
Undang-undang No. | Tahun 1974 tentang perkawinan dan
Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat Desa Sampiran
terhadap pernikahan di bawah umur masih kurang. Hal tersebut
disebabkan karena urang efektifnya sosialisasi mengenai
pernikahan di bawah umur terhadap hak anak yang dilakukan
oleh pemerintah. Fa s mempengaruhi kesa-daran
gitu faktor lingkungan, adat
il Keberadaan Pendidikan

hukum masyarakat [
istiadat, pendidikan
kewarganegaraan di
masyarakat belum bgg uai dengan peran dan fungsinya
; Di. .
untuk merubah  paradigma —berfikir masyarakat tentang
pernikahan di bawafizunue e ﬁé‘gp hak anak. Upaya untuk
meminimalisir pernikahan di bawah umur di Desa Sampiran

terus dil@MME R)&‘zﬁrnmﬁejabat desa dan

pemerintah sebagf‘ jgen masyarakat yang membangun
pemahaman dan § pentingnya pernikahan

dipersiap—kar! Hg;% !nAl:ljudkan kehidupan
keluarga bah Eia,lgmg et r ia minimal pernikahan.
18

Zulfa Fikriana Rahma, seorang Mahasiswa UAD yang
dibimbing oleh Dosen Pembimbing : Sukandar, S.Ag. M.Pd.
menulis Resiko pada Remaja akibat Pernikahan Dini dalam
Jurnal Anak Guru, UAD pada edisi Maret 2012 bahwa
Pernikahan dini melanggar hak anak, terutama anak perempuan.
Anak perempuan, sebagai pihak yang paling rentan menjadi

'8 zulfa Fikriana Rahma, Resiko pada Remaja akibat Pernikahan Dini
dalam Jurnal Anak Guru, UAD pada edisi Maret 2012, dikutip pada Selasa, 6 Juni
2017
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korban dalam kasus pernikahan dini, juga mengalami sejumlah
dampak buruk. Ada berbagai penyebab pernikahan dini.
Contohnya adalah karena hamil di luar nikah (kecelakaan), ingin
menghindari dosa (seks bebas), dan ada juga karena paksaan
orang tua. Pernikahan dini diperbolehkan dalam agama. Hal itu
karena apabila si remaja tidak bisa menahan nafsu, jadi lebih
baik dia menikah. Ada berbagai dampak yang disebabkan oleh
pernikahan dini, yaitu kanker leher rahim, neoritis depresi, dan
konflik yang berujung pisah rumah bahkan perceraian. Kanker
leher rahim yang menyerang remaja putri setelah pernikahan
dini karena pada usia remaja, selsse :
Pada dasarnya, rumah tangaod [')S ngun atp komitmen bersama
dan merupakan pertemuan |. ik épheda. Namun, hal ini

sulit dilakukan pada per ma \/ la yamaja. Hal tersebut
52 bg}kibat pisah rumah,

memacu terjadinya konflik zang E
atau bahkan perceraian. Itu|$emu Karenp £mosi remaja masih

labil. Terkadang masalah-pias ﬂ’%ﬂr@j tangga juga bisa

menyebabkan neoritis depresn

EARGIN VAT 62T 4
menulis  Studi .'H‘e as Bﬂ an Usid dini pada

masyarakat Kecamatan MWM!@H Tana Toraja
dalam Jurnal MKMI volume 5 Nomor 4, yang intinya
menyatakan bahwa $1Angak|batkan
resiko yang lebih besar pada remaja perempuan, khususnya pada
aspek kesehatan reproduksinya. Disamping itu berimplikasi
pada adanya keterbelakangan pengetahuan sebagai akibat
terhambatnya proses pendidikan yang disebabkan karena
melakukan pernikahan usia dini. Hal ini diperkuat dengan

" Agi Risa Solikhah, Tesis : Kesadaran Hukum Masyarakat mengenai
Tradisi Pernikahan di bawah umur terhadap Hak Anak merurut UU Nomor 23
Tahun 2002.



adanya aspek sosial ekonomi
memang banyak terjadi.*’
Rahma Khairani

dan

16

budaya masyarakat setempat yang

Dona Eka Putri menulis

Kematangan emosi pada pria dan wanita yang menikah muda,
dalam Jurnal Psikologi volume 1 No 2, Juni 2008 menyatakan
bahwa Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat
perbedaan yang signifikan pada pria dan wanita yang mmenikah
muda, dimana ditemukan bahwa pria memiliki kematangan

emosi lebih tinggi dibandingk
Lestari  Nurhajati
menulis Komunikasi Keluarg

keputusan yang te
terbangun antara
perteman

dan Damayanti

sﬁﬁl%ﬁﬁ&l?&& Imron menulis

an wanita. *'

Wardyaningrum
a Dalam Pengambilan Keputusan
Jurnal Al-Azhar Indonesia
pmor 4, September 2012
nelitian ditemukan bahwa
yak ditentukan oleh peran
di usia remaja merupakan

tar belakang relasi yang
-6rang tua dan lingkungan

Determinan Perm'lr$ Dimﬁ/%amatan Kalianda, dalam
Jurna! Kesehatan oLume | mor 2, Oktober 2013

menyatakan |N@E@1% signifikan antara

pendidikan, pengetahuan,

perilaku, kualitas  lingkungan

20 Rahma Khairani dan Dona Eka Putri, Kematangan emosi pada pria dan

wanita yang menikah muda, dalam Jurn
hlm. 136 - 139.

al Psikologi Volume 1 No 2, Juni 2008,

! Juspin Landung, Ridwan Thaha, A. Zulkifli Abdullah, Studi kasus
kebiasan pernikahan usia dini pada masyarakar Kecamatan Sanggalang Kabupaten
Tana Toraja dalam Jurnal MKMI Volume 5 Nomor 4, him. 89 —94.

* Lestari Nurhajati dan Damayanti Wardyaningrum menulis Komunikasi

Keluarga Dalam Pengambilan Keputus

Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata
2012, him 236 - 248.

an Perkawinan di Usia Remaja, dalam
Sosial, Volume 1 Nomor 4, September
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keluarga, kualitas lingkungan sosial masyarakat, penggunaan
media dengan pernikahan dini. >

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas
nampaklah bahwa penelitian yang dilakukan penulis ini diyakini
bukan merupakan plagiasi dari karya-karya peneliti lainnya.
Maka dengan demikian penelitian ini sangat penting dilakukan.
Lokasi penelitian ini di wilayah Kecamatan Bantul Kabupaten
Bantul, dengan rentang waktu adalah peristiwa nikah tahun
2014-2016.

B. Kerangka Teori

Perkawinan mertipa atuOlembaga suci yang
gg yang bahagia dan

antara seorang pria dengj&n} "_fﬂ%@}?nita sebagai suami
isteri dengan tujuan membentuk ke uarga (rumah tangga)

yang bahagia@ﬁlv R$ :t‘on gg Maha
Esa. ** Pertitmbdng aﬁ sa I: téﬁ bahwa
sebagai negara yang Ilglls;arwm‘da Pancasila sila
pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan
mempunyai hub s an agama,
sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur
lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani yang
mempunyai peranan penting.

Menurut Mansur, perkawinan adalah ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal sebagai bentuk ibadah

* Sumardi Rahardjo dan Riyanti Imron menulis Determinan Pernikahan
Dini di Kecamatan Kalianda, dalam Jurnal Kesehatan Volume TV Nomor 2,
Oktober 2013, him. 357 — 363.

* Undang-Undang No. | Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
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kepada Tuhan Yang Maha Esa dan diperlukan persiapan
fisik dan mental untuk melaksanakannya, sementara dini,
yaitu awal atau muda®.

Nilai esensial pernikahan adalah memenuhi
kebutuhan  biologis, dan melanggengkan keturunan.
Pernikahan dalam islam merupakan fitrah manusia agar
seseorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya
yang paling besar di dalam dirinya terhadap orang yang
paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan.
Disamping itu pernikahan memiliki manfaat yang paling
besar terhadap kepentingan — kepentingan social lainnya.
jtu Ad4MK meinelihara kelangsungan jenis
fan, menjaga  keselamatan
masyarakat dari Qse < penyakit yang dapat
anusia  serta  menjaga
ketentraman jiwa. gemea dg;i hal ini tidak terdapat pada

Kepentingan socig

1anpa

pokok permkahan

an tika  sepasang

memplla)e Hi\‘ﬁﬁsrixAlépkan penghulu

atau kepala aga §c§k_ aR Wksn dan sejumlah hadirin
a

untuk kemudian n secara resmi sebagai suami istri
melalui 4@,&&1@"Al{nsty pernikahan
merupakan ikatan yang terbentuk antara pria dan wanita yang
didalamnya  terdapat unsur  keintiman, pertemuan
persahabatan, kasih sayang, pemenuhan hasrat seksual dan
menjadi lebih matang. Pernikahan merupakan awal dari

* Mansur, Psikologi Ibu don Anak Untuk kebidanan, Jakarta, Salemba
Medika, 2009, hlm. 29.

* Mubarok, Promosi KesehatanSebuah Pengantar Prosese Belajar
Mengajar dalam Pendidikan, Y ogyaarta, Graha [imu, 2007, hlm. 17.

*" \hsan, Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, dalam Tuntunan
Penasehatan BP4 Jatim, Surabaya, 2008, him. 35 — 36.
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terbentuknya keluarga dengan penyatuan dua individu yang
berlainan jenis serta lahirnya anak-anak. >

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum
yang dapat dilaksanakan oleh mukallaf yang memenuhi
syarat. Ta'rif (pengertian) perkawinan menurut hukum Islam
adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misagan
ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah.
Nikah, menurut bahasa beram berkumpul menjadi satu.
Menurut syara’, nikah

hakiki, menurut Syaik U'Za' il in Abdul Aziz Al
Malibary, berarti ag majazi  berarti

bersenggama. Asal huk,m ﬂr@ menurut Sayuti
Thalib, adalah ibahah. Hikum apat berubah sesuai

ot o Ml VEFRSTTRS: ™"

Definisi atau pe an ;ﬁa ipgn menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia® adalah membentuk keluarga
dengan lawan .IEND@NE”S&A menikah.
Menikah menurut Kamur Besar Bahasa Indonesia*’adalah
ikatan (akad) perkawinan yg dilakukan sesuai dengan
ketentuan hukum dan ajaran agama, sedang pengertian
perkawinan menurut Undang-undang adalah sebagaimana

* Kristy, Penyesuaian FPernikahan Remaja Putri Yang Melakukan

Pernikahan Dini dalam Jurnal Psikologi USU, 2007, him. 13.
* KBBI Online, versi 1.1.
* Ibid..



20

yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan pada pasal 1 dan 2 : '

1. Pasal 1 : Perkawinan adalah ikatan lahir batin atara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa
(untuk selanjutnya undang-undang nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan akan ditulis dengan UUP).

2. Pasal 2 : (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan
menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan
kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut peratu an [ﬁmd,ang- ndangan yang berlaku.

Pengema ‘<_1perk nané\ang hampir sama adalah

i mar | Tahun 1991 tentang

ntfik selanjutnya akan ditulis

dengan KHI) yaitl& dan4: %

1. Pasal 2 : Pe“J," >‘rut hukum Islam adalah
pernikahan, ya@ﬁf ; ¢Jsangat kuat atau mitsagan

galizan  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan

me@MVE@@I&FAS

2. Pasal jswl uan untuk mewujudkan
kehldupan K LQM sakinah, mawaddah dan
rahma

3. Pasal hllﬂgmwman §§Isah apabila dilakukan

menurut hukum sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Adanya perbedaan pengertian istilah perkawinan dan
pernikahan tersebut pada hakekatnya adalah bermakna dan
memiliki pengertian yang sama atau hampir sama, maka

"' Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 dan
pasal 2 ayat (1).
“ Instruksi Presidan No. 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam
(KHI) , Pasal 2, pasal 3. pasal 4.
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yang digunakan adalah penyebutan yang sesuai dengan UUP,
yaitu perkawinan, dan selanjutnya menggunakan kata atau
istilah perkawinan

Proses administratif yang mengawali terlaksananya
suatu perkawinan sesuai aturan yang berlaku adalah dimulai
dari terlaksananya administrasi pendaftaran perkawinan yang
diawali oleh calon pengantin laki-laki, calon pengantin
wanita beserta walinya yang datang ke Kantor Urusan
Agama (selanjutnya ditulis KUA) Kecamatan setempat untuk
menyampaikan  rencana  pendaftaran dan  kehendak

dan syarat-syarat yang te
petugas di KUA Kecanaz eriksa kelengkapan
dokumen dan persyarataif! p a (Formulir model
NI — N7), bila telah |Hemé syarat maka formulir
kehendak nikahnya (Fa@mulig iiodef [N7) diterima dan
ghulu. Jika syarat-

ditanda tangani oleh pefugas atap

syarat tersebut belum leﬁ’ﬁé@?ﬂé akan calon pengantin
akan diminta k, mele éﬁog d yaratan
yang kuranﬁw a lgj;Ay riksaan
kelengkapan dokumen Icglc_al(HeMtin terpenuhi dan

dinyatakan memenuhi syarat, maka data tersebut dituangkan

dalam formulir Ciffrat{Penferiind FNiffh | EOymulir model

NB) dan ditandatangani oleh calon pengantin laki-laki, calon

pengantin wanita, wali dan Penghulu yang memeriksa dan
calon pengantin diberi surat tanda terima pendaftaran dan
penetapan kehendak nikahnya. Setelah tiba saatnya, maka
pernikahan bisa dilaksanakan. Namun ada satu hal yang
harus diperhatikan, bahwa bilamana umur dari calon
pengantin laki-laki masih kurang dari 19 tahun atau umur
calon pengantin wanita masih kurang dari 16 tahun, maka
oleh Penghulu akan ditolak kehendak nikahnya dan diberikan
Surat Kekurangan Syarat (Formulir model N8) dan Surat
Penolakan Kehendak Nikahnya (Formulir model N9) dengan
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disertai alasan bahwa calon pengantin yang bersangkutan
masih kurang umur untuk melangsungkan pernikahan, dan
apabila calon pengantin yang bersangkutan merasa keberatan
maka dipersilahkan mengadu atau mengajukan keberatan ke
Pengadilan Agama setempat. Surat tersebut adalah sebagai
sarana untuk pengajuan permohonan pelaksanaan Dispensasi
pelaksanaan nikah karena kurang umur dari calon pengantin
yang bersangkutan tersebut ke Pengadilan Agama. Bilamana
permohonan tersebut diterima oleh Pengadilan Agama, maka
calon pengantin harus mengikuti proses persidangan dan
menjelaskan alasan-alasannya dalam sidang tersebut. Setelah
di dengar alasannya;, aaka Hakim dapat mempertimbangkan
untuk memberika jin ispensas pelaksanaan nikah karena
kurang umur ter‘g_bu & n%leluarkan Surat Penetapan
Dispensasi Pelaksdina2 % rena kurang umur. Setelah
Surat Penetapan tésebu ” erima) maka oleh calon pengantin
surat penetapan terse alke KUA Kecamatan untuk

diserahkan dan kﬁﬁ%ﬂ@gajumn permohonan untuk

menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan akad nikahnya.

Tahapﬁl“l) N'MER(%II @Ad@sanakan sesuai
dengan permohonan calon pengantin dan wali nikahnya. =
Perkawil JMAMeristiwa hukum. Sebagai
suatu peri m mli hukum yang melakukan
peristiwa( rs Q t. Salah satu syarat

manusia sebagai subyek hukum untuk dapat dikatakan cakap

SHALE

1
o

melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa.
Mengingat hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
maka ketentuan dalam undang-undang inilah yang harus
ditaati semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia.
Salah satu prinsip yang dianut undang-undang ini, calon
suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat

¥ Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran Nikah pada KUA
Kecamatan Bantul.
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melangsungkan  perkawinan agar dapat mewujudkan
perkawinan secara baik tanpa harus berakhir pada perceraian
dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu
harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri
yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan
mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas
umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin
mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena
itulah undang-undang menentukan batas umur untuk kawin
bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita berusia 16 tahun.
Adanya penetapan umu bagi wanita untuk
diizinkan kawin berarti (iqoaAglzfn%Aéz I ketentuan dewasa
bagi seorang wanita. De

maka yang bersangkutan|di
dan tidak cakap untuk befti i dafdm hukum termasuk
melakukan perkawinan. Nai Mﬂ@]an ketentuan yang
ada dalam Undang-Undﬁ’nbg' erkawinan mengenai syarat
umur 16 tahyn iy pvanj R Tﬁ i dengan
Undang—Undm.W'lﬁ §1n afig 5(§ndungan
Anak. Dalam undang-ursgrﬂnMumusan seseorang
yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang
belum berusia ISINB asa menurut
undang-undang ini adalah 18 tahun. Undang-Undang
Perlindungan  Anak pun mengatur bahwa orangtua
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah
terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Prinsip yang
dianut dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-
Undang Perlindungan Anak, walaupun kedua undang-undaig
tersebut menentukan umur yang berbeda dalam penentuan
kedewasaan, tidak menginginkan terjadinya perkawinan di
bawah ~ umur. Hanya saja  undang-undang tidak
mencantumkan sanksi yang tegas dalam hal apabila terjadi
pelanggaran karena perkawinan adalah masalah perdata
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sehingga apabila perkawinan di bawah umur terjadi maka
perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan
dapat  dibatalkan. Ketentuan ini sebenarnya tidak
menyelesaikan permasalahan dan tidak adil bagi wanita.
Bagaimanapun jika perkawinan sudah berlangsung pasti
membawa akibat, baik dari aspek fisik maupun psikis. Selain
itu, jika dikaji dari aspek hukum pidana walaupun dalam
KUHP dimuat ketentuan dalam pasal 288 ayat (1) yang
memberi ancaman hukuman 4 tahun, tetapi haruslah ada
pengaduan dan pembuktian peristiwa tersebut memenuhi
unsur-unsur pidana yang ada serta proses persidangan yang
dapat menimbulkgh dbmpak-psikplogis bagi wanita sehingga
untuk membawa gsowrs%) t menjadi peristiwa pidana
tidaklah mndah. |

Tampakla ri faspek hukum, perkawinan di
bawah umur m Tupa
undang, terutama

2. Usia Perkawinan

WVE%IJTA&l bawah umur
merupakan bentr&eﬁ%l nder yang dialami wanita
akibat sangat budaya patriarki pada
masyarak HW % Peebagai barang dan

selalu berada di bawah dominasi | aki (subordinasi).
Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan
oleh remaja di bawah usia 20 tahun dan belum siap untuk
melaksanakan pernikahan ** Pernikahan yang dilakukan
dibawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang

untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan
rumah tangga™ Terkait dengan pengertian pernikahan dini,

batas umur untuk kawin.

" Kusmiran, Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita, Jakarta :
Salemba Medika 2011, hlm. 11.

¥ Nukman, Yang Dimaksud Pernikahan Dini, dalam  http
J//www..ilhamuddin,co.cc, Dikutip pada 28 September 2017
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Lutfiati menjelaskan bahwa pernikahan dini merupakan
institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang
masih remaja dalam satu ikatan kekeluargaan. *° Jadi sangat
jelas bahwa bahwa pernikahan dini merupakan sebuah
perkawianan di bawah umur yang target persiapannya belum
dikatakan maksimal baik persiapan fisik, mental maupun
materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa
dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab
segalanya belum dipersiapkan secara matang.

Perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang
pelik dan sensitif. Bahkan_pada kenyataannya perkawinan di
bawah umur masih serwg t%rja(fv\ dy asyarakat, bahkan
peluang untuk

adanya aturan dimungdiG \ terjadi  penyimpangan
terhadap ayat (1) Undang:%‘ﬂiﬂn wor 1 Tahun 1974
dengan memmta dlspensa51 cpada’ Pengadilan Agama
setempat .’ ,u tet R otomatis
dapat memb NJ\{E gl ﬁlTA dapat
melangsungkan perkawlrSLaﬂ M
Pemermtdh harus semak iat mensosialisasikan
UU terkait pe é serta sanksi-
sanksinya bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan
risiko-risiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan
anak di bawah umur kepada masyarakat. Dengan upaya
tersebut, diharapkan masyarakat tahu dan sadar bahwa

pernikahan anak di bawah umur adalah sesuatu yang salah
dan harus dihindari.

* Lutfiati, Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 takun), dalam
http://nyna0626.blogspot.com. Dikutip pada 2 Oktober 2017

"UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2). Lihat juga
Inpres. No I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku [ tantang
Perkawinan, Pasal 15 ayat (1).
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Upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur
dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat
turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan
anak di bawah umur yang ada di sekitar mereka.

Menikah sebelum cukup usia, ternyata masih
banyak terjadi di kota maupun di daerah-daerah di
Indonesia. Kondisi demikian juga terjadi di wilayah
Kbupaten Bantul, dan tidak terkecuali juga terdapat di
wilayah Kecamatan Bantul. Budaya perjodohan, bahkan
sejak anak perempuan belum lulus SD atau SMP, masih
dilakukan banyak orang tua, terutama yang tinggal di

pedesaan. g
Z
Dari pe esltia yang %lkukan Koalisi Peremipuan
Indonesia (KPIy Gabafg ARembang, pernikahan anak di

ooes_leo, jumlah anak menikah

i) ib di bawah usia 17 tahun)

masih mening anp N sentaseiya naik turun.
Pada tahun 2006 jumlahnya 12, tahun 2007 ada 6,

tah@M VaE &(‘Iﬁm 8)9 sebanyak 31
anak, dan ta S iOlO iamﬁai' dengan Juli jumlah anak
menikah usia th sebanyak 28. Data tersebut
disammﬁﬁﬁmlﬂ)l Rembang, lin
Arinta Fahadiana; dala 1 blik Refleksi Hari

Anak Nasional dengan tema “Perkawinan Anak, Salah
Siapa” di Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta, kemarin.

Sementara data lain menunjukkan, ada beberapa
penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Dr.
Sukron Kamil, salah seorang peneliti dari  UIN,
menyatakan bahwa 62% wanita menikah karena hamil,
21% pernikahan karena ingin memperbaiki ekonomi dan
keluar dari kemiskinan, sisanya karena dipaksa orang tua
dan karena status sosial.
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Memang banyak kasus pernikahan anak perempuan
di bawah umur yang terjadi di Indonesia, terutama di
pedesaan. Kita masih ingat beberapa tahun lalu, dan
sampai menjadi konsumsi media nasional, ada pernikahan
Ulfa yang waktu itu masih berumur 12 tahun dengan
Pujiono yang berusia 46 tahun.

Dalam konteks hak anak, sangatlah jelas seperti
yang tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 butir ¢ UU No. 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang
menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan
bertangfgung- Jz.lwab Bk —
perkawinan di usia an dg—ana L

encegah  terjadinya

ncantuman kalimat
tersebut merupakan yang harus menjadi
an anak-anak yang
mijasih tergolong usia
anak dilihat dari aspekchigkfandK{mgreka akan terampas
hak-haknya, seperti lﬁt'bermam, hak pendidikan, hak

untuk tumb rke | ap, ugranya, dan
pada akhriu a cmﬁﬁm‘é‘eﬁl orang
dewasa mini. ISI_AM

Di sisi lain, terjadinya pernikahan anak di bawah
umur seringIN OyN)Esslﬁpr ekonomi
(kemiskinan). Banyak orang tua dari keluarga miskin
beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya,
meskipun anaknya masih di bawah umur, akan
mengurangi beban ekonomi keluarga dan dimungkinkan
dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berpikir

akan dampak positif ataupun negatifnya.

Kondisi ini pada akhirnya memunculkan aspek
penyalahgunaan “kekuasaan™ atas ekonomi dengan
memandang  bahwa  anak  merupakan  sebuah
propertylasset keluarga, bukan sebuah amanat dari Tuhan
yang mempunyai hak-hak atas dirinya sendiri, serta yang
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paling keji adalah menggunakan alasan terminologi

agama.

Adanya gambaran fenomena tersebut di atas,
beberapa hal yang harus dilakukan dalam memberikan
perlindungan anak secara komprehensif adalah:

I. Memberikan pemahaman kepada keluarga dan
masyarakat tentang hak-hak anak yang melekat pada
diri seorang anak itu sendiri;

2. Memberikan  pemahaman  tentang  kesehatan
reproduksi sejak anak-anak;

3. Mendorong - dan  masyarakat  untuk
menciptaka wﬂlﬁﬁkﬁ@ﬁn% ng ramah anak;

af ne ang lebih melindungi hak

a terbaik bagi anak dalam
id icfﬂlak tumbuh kembang, hak

ng dan kekerasan,
seg Ni%ﬁﬁdﬁ . Serta yang

paling pentlrlgs ,ﬁatkan posisi anak pada
dunia anak itu sendiri unt apat berkembang sesuai

denganffd Bk bR £ A,

Secara hukum perkawinan anak dilegitimasi
oleh Undang-undang R.I Nomor | Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Undang-undang tersebut memperbolehkan
anak perempuan berusia 16 tahun untuk menikah,
seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat 1, “Perkawinan
hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19
(sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah
mencapai 16 (enam belas) tahun.” Sementara Pasal

* http:/nyna0626.blogspot.com/2008/10/pernikahan-dini-pada-kalangan-

remaja-15.html, dikutip pada 2 Oktober 2017.jam 01.30 WIB.
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26 UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, dinyatakan  bahwa orang tua diwajibkan
melindungi anak dari perkawinan dini. Namun pasal ini,
sebagai- mana UU Perkawinan, tanpa disertakan dengan
adanya ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan
tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-
anak dari ancaman perkawinan dini. Lemahnya
pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia,
memberikan celah bagi siapapun, termasuk orang tua,
aparat pemerintah, kelompok dan komunitas tertentu
untuk memalsukan do en kependudukan, khususnya
menyangkut  usia, T permk han  dapat di-
langsungkan. Tidak ah aflghera kan jika  sering

Hasil penelitiar J' dor;sla bekerja- sama
dengan Pusat Studi ‘ ukan dan  Kebijakan
(PSKK) UGM  tahin “Praktik
Pernikaha NO m ilayah:
lndramayp ro \4 §dIT bAlgompu
Sikka, Lembata, S"Euﬂem Selatan (TTS)
menunjukkan bahwa rata-rata usia kawin di seluruh
wilayah pene’ IAmpak dari
perkawinan anak berdasarkan temuan studi, antara
lain, terkait dengan kesehatan reproduksi. Hampir di
semua wilayah penelitian, anak perempuan yang

kawin pada usia muda berpotensi mengalami kehamilan
berisiko tinggi. Dampak lain vang dirasakan oleh anak

perempuan yang kawin di usia muda adalah adanya
ancaman kesehatan mental. Anak perempuan seringkali

* Djamilah, Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia,
dalam Jurnal STUDI PEMUDA , Vol. 3, No. 1, Mei 2014, (Jakarta, Pusat Kajian
Gender dan Seksualitas FISIP UI, 2014), him. 1-9.
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mengalami stres ketika meninggalkan keluarganya dan
ber- tanggung jawab atas keluarganya sendiri. Selain
itu, perkawinan anak juga membawa dampak buruk
bagi anak perempuan seperti rentan KDRT. Menurut
temuan Plan. sebanyak 44% anak perempuan yang
melakukan perkawinan dini, mengalami kekerasan
dalam  rumah  tangga (KDRT) dengan tingkat
frekuensi  tinggi.  Sisanya, 56% anak perempuan
mengalami KDRT dalam frekuensi rendah. Selain
tingginya angka KDRT, perkawinan anak berdampak
juga pada kesehatan reproduksi anak perempuan.
10-14 tahun memiiiki
a kali lebih besar, di

Anak  perempf
kemungkinan

masa kehami a4 ahyirkan, dibandingkan dengan
perempuan b mhun' Dari data di atas
terlihat  bahw ) aham anak di bawah umur

memposisikant 2> Halam  kelompok rentan

terkait dengan’k¢s ﬁg&ﬁﬁﬂ}@bdukm dan seksualitasnya.

Jadi justru sangat merugikan anak yang melakukan

pe@NxI W EIR@rngl umur Secara
hukum Islan l]a JauE dari kemaslahatan. *

Hasil lg kan bahwa ada beberapa
faktor mbogmﬁalp rkawinan anak, di
antaranva, alah idikan, kurangnya
pemahaman kesehatan reproduksi pada remaja sehingga
menyebabkan perilaku seks berisiko di kalangan anak-
anak, faktor ekonomi (ke- miskinan), faktor budaya
(tradisi/adat). dan perjodohan. “

Kematangan emosi merupakan aspek vyang

sangat penting untuk menjaga Kkelangsungan
perkawinan. keberhasilan rumah tangga sangat

* Ibid., him. 2..
" Ibid., him. 9.
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banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik
suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya
perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan
bermasyarakat diakui sebagai pasangan  suami
istri, dan sah secara hukum. Batas usia dalam
melangsungkan perkawinan adalah penting, hal ini
disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki
kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu
muda  dapat mengakibatkan meningkatnya kasus
perceraian Kkarena kuranonya kesadaran untuk
bertanggungjawab dal an berumah tangga
bagi suami istri. B
ditandai dengan kcgi
Begitu memutuskar egi ah, mereka siap
menanggung segalal beb: angw bul akibat adanya
pernikahan, baik

pendidikan anak,
perlindungan, pendld’ﬂ‘c’

42 pusp‘h)smq,lnyg R\%l;li‘lﬁl%u sering

disebabkan oleh fa S onﬂMndlkan faktor diri
sendiri dan faktor orang tua. Sedang menurut BKKBN
faktor yang m‘l’M@‘@NE lA[nenikah dini
pada perempuan adalah faktor sosial, ckonomi, budava
dan tempat tinggal (desa/kota). Menurut United Nations
Development economic and Social Affairs (UNDESA),
Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah
pernikahan dini terbanyak di dunia. Untuk level
ASEAN, tingkat pernikahan dini di Indonesia berada di
urutan kedua terbanyak setelah Kamboja, pada tahun 2010

yapgy berkaitan deng,an
erta pergaulan yang baik.

** Laily Purnawati, Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Pela Asuh
Keluarga, dalam Jurnal Dinamika Kesehatan, Vol 7 No 6, Juni 2016, Banjarmasin,
STIKES Sari Mulia Banjarmasin, 2016, him. 1-3.
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terdapat 158 negara dengan usia legal minimum menikah
adalah 18 tahun ke atas sedang di Indonesia perkawinan
masih dibatasi dengan usia 16 tahun. Kondisi ini
diperparah dengan kurangnya pengetahuan orang tua,
anak, dan masyarakat akan pentingnya pendidikan, makna,
serta tujuan perkawinan sehingga menyebabkan terjadinya
perkawinan usia muda. Kebanyakan dari mereka kurang
menyadari bahaya yang timbul akibat pernikahan dini. “
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Atikah Pustikasari di
daerah Bekasi menunjukkan bahwa wanita yang
melakukan  pernikahan usia muda akan beresiko
mengalami ke rasaLdfﬂAm mah tangga. Melalui hasil
penelitian ini, |dd pen‘ﬁ. gnya dilakukan penundaan
usia menikah

melalui  pendi idaktahuan wanita yang
melakukan pmlka usnﬂl dini diakibatkan karena
grangnya  kesadaran untuk
idika ¢schatan pra nikah dan
rendahnya tingkat pendldlkan di Indonesia secara umum.

ol b kv’ Bl A, menumbuikan
kesadaran ra A rufama remaja mengenai
pendewasaanrgtps engan intervensi berupa

penyul'N D@CWESI) A tokoh masyarakat

maupun petugas Kes

* Rr Dwi Sogi Sri Redjeki , Nita Hestiyana, Riska Herusanti , Fakior-
faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru,
dalam Jurnal Dinamika Kesehatan, Vol 7 No 12, Desember 2016, Banjarmasin,
STIKES Sari Mulia Banjarmasin, 2016, hlm. 30-39. Sebagai datapelengkap,
bandingkan dengan data dari BKKBN, Profil Data Kependudukan dan KB
Nasional Provinsi Kalsel. 2014 dan Puspitasari, Reproduksi Sehat, Jakarta: EGC,
2009.

*“ Atikah Pustikasari. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Pada Isteri, dalan Jurnal Ilmiah Kesehatan,Vol 5,
September 2013, Jakarta, Prodi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas MH.
Thamrin, 2013, hlm. 3-12.
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Solusi yang diusulkannya adalah untuk mengurangi
angka kejadian kekerasan dalam rumah tangga pada
kelompok remaja yang melakukan pernikahan dini, maka
perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun
aparat penegak hukum terhadap UU No. 23 tahun 2004
tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
dengan memasukkan materi kekerasan dalam rumah
tangga dan UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT dalam
kursus pra nikah atau Suscatin. Yang lebih drastis
menunjuk pada perlu dilakukannya tinjauan dan
perubahan pada Undang-undang perkawinan, terutama
pasal yang mengatu upeﬁh\@lﬁ’a\n/a ak dan batas usia

mpuan dalam usia anak

peBg

agama maupun penna@aﬁﬁlﬂﬂ@g tua dan lmﬂkungan

setempat. *

e NI RS T A e
bisa dnerlpi otoriter,
demokratis, dan perfgu(ft JMpola asuh tersebut
memiliki masin -masmg ciri tersendiri. Pola asuh otoriter
bersifat mutl @: E‘%M demokratis
bersifat tegas dan tetap menghormati kebebasan anak,
sedangkan pola asuh permisif bersifat memberikan
kebebasan kepada anak sesuai dengan keinginannya. Pada
pasangan usia dini, ketidaksiapan secara psikologis untuk

praktek- praktek pcrk\yman ‘ i re

menjalani suatu rumahtangga dan mendalami peran
sebagai sebagai orang tua memungkinkan mereka
mengalami  kesulitan dalam mengasuh anak dan
kemungkinan terjadi kesalahan dalam mengasuh anak
mereka. Tidak jarang anak dari pasangan usia dini diasuh

* Ibid., him. 9.
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oleh anggota keluarga lain karena mereka masih menikmati
masa muda dan ada vyang melanjutkan pendidikan. *
Pernikahan dini melanggar hak anak, terutama anak
perempuan sebagai pihak yang paling rentan menjadi
korban dalam kasus pernikahan dini. Banyak faktor yang
mempengaruhi terjadinya pernikahan dini diantaranya
adalah faktor pendidikan dimana 75% remaja hanya lulus
pendidikan dasar, hamil sebelum menikah, faktor
kurangnya pemahaman agama dan faktor adat istiadat
kebudayaan setempat dimana seorang gadis pada usia 15
tahun dianggap perawan tua bila belum ada yang melamar.
Usia remaja berbagai persoalan dari
berbagai sisi i,umasdz remaja yang selalu ingin

depan merek > fendah, pengetahuan yang

minim, dan sdﬁﬁ&ﬂ%ﬂwtkan pekerjaan yang layak

akan mempengaruhi pendapatan ekonomi keluarga.
el ARSI A, & muda karen
keterlanjuran_ berbubungan se sual yang menyebabkan
suatu keham g an keluarga karena rasa
malu, m nstress berat pada ibu
hamil gﬂﬁgﬁ asa remaja terjadi
proses awal kematangan organ reproduksi manusia,
dampaknya apabila di usia remaja ini terjadi kehamilan
maka akan banyak resiko kesehatan yang akan dihadapi.
Dari segi psikologis, wajar bila banyak yang merasa
khawatir bahwa pernikahan dini akan menghambat studi
dan rentan konflik yang berujung perceraian, karena

* Erni Dwi Widyana, Pola Asuh Anak dan Pernikahan Dini, dalam Jurnal
Pendidikan Kesehatan, Vol 4 Nol April 2015, Malang, Poltekes Kemenkes Malang,
2015, him. 31-33.
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kekurangsiapan mental kedua pasangan yang belum
dewasa. Kecemasan dalam menghadapi yang timbul dalam
keluarga membuat pasangan remaja mudah mengalami
goncangan jiwa yang dapat mengakibatkan stress dan
depresi, bila keadaan ini tidak mendapatkan perhatian dan
penanganan dengan baik akan terjadi goncangan jiwa yang
lebih berat lagi bahkan bisa menjadi gila. ¥’

3. Idealita dalam Pelaksanaan Perkawinan

Pernikahan dini setidaknya melanggar lima hak anak.
Hak-hak anak yang dilan i untuk mendapatkan
pendidikan, dengan kas ;%ell‘ﬁﬁ%ani ini itu, anak tidak
melanjutkan sekolah, kentidi nggar hak untuk berfikir
dan berekspresi, berpenﬁp rg atkan waktu luang,
dan hak perlindungan. | A arfnya dilindungi dari
pernikahan diri yang berdam ada perkembangan, baik
secara fisik maupun psiki@ﬁ%ﬂ

I

Menurut Badan K60 nasi Keluarga Berencana
Nasional (BKK ia opt R j uk hamil
dan melahir’lljmsh\[gﬁ ah SﬁIggA% seorang
wanita hamil kurang dlsw}maMbih dari 30 tahun

maka cenderung akan menéalami kehamilan yang beresiko

tinggi. IND NESIA

4. Faktor-faktor Perkawinan Usia Muda
Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya
perkawinan dini, diantaranya adalah :

7 May Minarni, Ari Andayani, Siti Haryani, Gambaran Dampak Biologis
dan Psikologis Remaja yang Menikah Dini di DesaMunding Kecamatan Bergas
Kabupaten Semarcng, dalam Jurnal Keperawatan Anak, Vol2 No 2 2014 Nopember
2014, Semarang, Akper Ngudi Waluyo Ungaran, him. 95-98.

® Lany, Mengatasi ~ Masalah ~ Pernikahan — Dini,  dalam
http://www.solutionexchange.or.id , 2008, Dikutip pada Sabtu, 2 September 2017.
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a. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan
usia dini*’ :
1) Pendidikan
Masyarakat yang tergolong menengah kebawah
biasanya tidak mampu melanjutkan pendidikan ke
jenjang yang lebih tinggi. Terkadang hanya bisa
melanjutkan sampai sekolah menengah saja atau
bahkan tidak menempuh pendidikan sama sekali,
sehingga menikah seakan-akan menjadi selusi yang
mereka hadapi terutama bagi kaum hawa. Demikian
juga dengan orang tua yang belum paham pentingnya
pendidikan fperakéa nakhya untuk segera menikah.

i sé

lah remaja lulus SMP atau

orang tua menganggap

>
2) Pengetahuan-. (e«
Pengetahuan”?hmmgﬂghu” dan ini terjadi setelah
r la ] dler n terhadap suatu objek
mmnglrairg J;ﬁA i panca indera
manusia, i i&r nglihatan, pendengaran,
Ig'a?an ra Mb

penciuman, ras . Sebagian besar pengetahuan
mari.NDN EeSJI Aata dan telinga.
Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting
utnuk terbentuknya tindakan seseorang. Berdasarkan
pengalaman dan penelitian, perilaku yang didasari oleh
pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku
yang tidak didasari oleh pengetahuan.

Sebelum seseorag mengadopsi perilaku baru, didalam
diri seseorang itu terjadi proses yg berurutan, yaitu:

* Yusina, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Pada
Primigrafida Di Puskesmas Kasihan | Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakaria
Tahun 2014, Naskah KTI Akademi Kebidanan Umi Khasanah, 2014
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a) Awareness (kesadaran), dimana seorang tersebut
menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu
terhadap stimulasi (objek)

b) Interest (merasa tertarik) terhadap stimulasi atau
objek tersebut.

¢) Evaluation (menimbang-nimbang) terhadap baik
atau tidaknya stimulus bagi dirinya.

d) Trial, dimana individu sudah mulai mencoba
sesuatu yang baru.

e) Adoption, dimana subjek telah berperilaku baru

sesuai  dengan ,.pcn.gelahan kesadaran, dan
. ISLAM
sikapnya terhadgpstimulus. ~
3) Sosial ekonomi é
Perkawinan usia m'ltg
yang hidup di gaiis untuk meringankan
beban orang tuany & whanitanya dinikahkan

dengan orang yang&mlﬂ}%g‘m

4) Budaya
Faktor U juga T&I:%L g cukup
besar, ﬂle dms urufika n sudah
mengakar layakrs ke;wAaM Dalam budaya
setempat mempercayai apablla anak perempuannya
tidak segerlhi@ man keluarga
karena dianggap tidak Iaku dalam lingkungannya, atau
jika ada orang yang secara finansial dianggap sangat

ha keadaan keluarga

mampu dan meminang anak mereka, dengan tidak
memandang usia atau status pernikahan. Kebanyakan
orang tua menerima pinangan tersebut karena
beranggapan masa depan sang anak akan lebih cerah
dan tentu saja ia diharapkan bisa mengurangi beban
orang tua. Tidak lepas dari hal tersebut, tentu saja
banyak dampak yang tidak terfikir sebeiumnya.
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Lingkungan
Lingkungan akibat pergaulan yang bebas dan gaya
pacaran yang kebarat-baratan sering menimbulkan
kehamilan di luar nikah atau sering disebut dengan
Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD). Keadaan
seperti inilah yang mendorong orang tua untuk segera
menikahkan anaknya agar sah dimata hukum.
Lingkungan yang ada dapat digolongkan menjadi tiga
yaitu:
(a) Lingkungan Keluarga, yang disebut juga
lingkungan pertama

(b) Lingku yang disebut  juga
lingku

(c) Lingku kat, yang disebut juga
lingku

Eksploitasi am:

Budaya eksp ) anak, yang membuat anak

tidak berday&b 3 kehendak orang dewasa,
ba1k oraﬂg tuan éa yang menginginkan perkawinan itu,

RrSI%@vﬁ Ada  yang
mengeks anak, atas nama ekonomi atau materi,
ada yangstnuA atau harga diri bisa
meanﬂ@N § ang yang dianggap
terpandang tanpa memperdulikan apakah calon suami

anaknya sudah beristri atau belum, apakah anak
perempuannya sudah siap secara fisik, mental dan
sosial ataukah belum. Ada yang mengeksploitasi anak
karena mental hedonis, mencari kesenangan pada
banyak hal termasuk poligami dengan anak-anak di
bawah umur. Ada pula yang karena kelainan mental,
pedophilis. Alasan lain bahkan mengeksploitasi anak
atas nama agama, walaupun banyak tokoh agama telah
tegas menyatakan bahwa perkawinan pada usia anak
bukanlah ajaran agama.
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7) Agama
Pada kalangan remaja pernikahan dini dianggap
sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, yaitu
seks bebas. Fenomena tersebut cukup sering kita
dengar.Pendapat tersebut mungkin ada benarnya.
Namun bukankah pernikahan itu tidak hanya sekadar
ijjab qabul, dan menghalalkan yang haram. Melainkan
kesiapan moril dan materil untuk mengarungi dan
berbagi apapun kepada pasangan tercinta.
8) Rasa Cinta
Pilihan jodoh a inta memang lebih
membahagiakan s¢ asangannya sesuai
dengan pilihan Kéhendaki lengkap beserta
atribut yang me eﬁ’gaarg baik yang positif

perkawinan. Pernig:gﬂ % an sendiri berdasar
a ar’lﬁzfé!u }P

cinta dianggap ide engan perkembangan

peradamﬁt%R j ilthan hidup
atas pri masing-nrastig. Esq'ar'ﬁg
b. Kelebihan dan kekurla@llﬁﬁa ini

1) Kelebihan pernikahan dini:

a) Terhindi@@NE&slAbas karena
kebutuhan seksual terpeniuhi.

b) Menginjak usia tua tidak lagi memiliki anak yang
masih kecil.

2) Kekurangan pernikahan dini:

a) Meningkatnya angka kelahiran sehingga
pertumbuhan penduduk semakn meningkat.

b) Meningkatkan kematian ibu dan bayi, resiko
komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas. Selain
itu bagi perempuan meningkatkan resiko kanker
serviks karena hubungan seksual pada saat anatomi
sel-sel serviks belum matur. Bagi bayi resiko
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terjadinya kesakitan dan kematian semakin
meningkat.

c) Kematangan psikologi belum tercapai sehingga
keluarga  mengalami  kesulitan ~ mewujudkan
keluarga yang berkualitas tinggi.

d) Ditinjau dari segi sosial dengan perkawinan
mengurangi  kebebasan  pengembangan  diri,
mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke
jenjang tinggi.

e) Adanya komplikasi keluarga yang membuka
peluang untuk mencari pengalaman di luar sehingga

mening ‘%katslze?s?ko pgngguna minuman alkohol,
narkoba, Z

f) Tingkat (tinggi  dimana kegagalan
keluarga ] mzﬂ ewati  berbagai macam

permasa ahan mégingkdtkan resiko perceraian’’
H%j dari kesehatan reproduksi

: kan masa untuk mencari
identitas diri dan membutuhkan ergaulan dengan teman-
teanMeE f«"& akan menjadi
bahan pembi tem remaja dan masyarakat,
kesempatan I%AMM teman sesame remaja
hilang,IN ﬁ? apat membicarakan
masalah-masalah yang pinya. Remaja memasuki

lingkungan orang dewasa dan keluarga yang baru, dan

asing bagi mereka. Bila remaja kurang dapat
menyesuaikan diri, maka akan timbul berbagai keterangan
dalam hubungan keluarga dan masyarakat™

** Widyastuti, Kesehatan Reproduksi, , Fitramaya: Yogyakarta, 2011, hlm.
26.

' Ahmad, Faktor Penyebab serta Dampak Pernikahar Dini Di Desa
Sandang Kulon Kecamatan Sandarg Kabupaten Kebumen, Tesis, UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2011
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Perubahan perilaku remaja yang semakin dapat
menerima hubungan seksual pranikah sebagai cerminan
fungsi  rekreasi, ketika hubungan seksual telah
menghasilkan janin dapat mempengaruhi psikologis dan
fisik *2
1) Dampak psikologis

Pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja
dimana belum matangnya mental, akan mempengaruhi
penerimaan kehamilannya, dimana alat reproduksi
remaja yang belum siap menerima kehamilan, merasa
tersisih dari pergaul langgap belum mampu
membawa diri, tnkacllgrl'fga‘ 'f)’é:raas an tertekan karena

Akibatnya ing murung dan tidak
bersemangat. Bah ja gkan merasa minder
untuk bergaul den anakianaksdeusianya mengingat

statusnya sebagai l%ﬂjﬁﬂjwj

2) Dampak fisik

sl i dipd memang
sangatlm,%éﬁgljf&] bungan
seksual ataupun‘!galzk_;ﬁnl . Pernikahan dini
yang berlanjut dalam kehamilan sangat berdampak
negatif paM@NE)&I’AS kehamilan
yang dapat terjadi adalah anemia yang mengakibatkan
bayi lahir rendah, IUFD, premature, abortus,
perdarahan, untuk proses bersalin terkadang belum

matangnya alat reproduksi membuat keadaan panggul
masih sempit dan sebagainya, untuk itu perlu

*? Ira Damayanti, Gambaran Pengetahuan Remaja Putri tentang Dampak
Pernikahan Dini pada Siswi Kelas XI di SMK Batik /I, Naskah KTI STIKES
Kusuma Husada Surakarta, 2012

* Ibid.



42

pemantauan dan pemeriksaan ekstra yang lebih
lengkap™.

Menurut  Manuaba, dampak fisik  dari
pernikahan diusia muda dapat digolongkan menjadi 2,
yaitu : >
a) Bagi ibu

(1) Kematian janin di dalam kandungan (KJDR),
dalam dunia kedokteran dikenal dengan Intra
Uterin Fetal Death (IUFD). Yang dimaksud
dengan IUFD adalah janin dalam rahim yang
beratnya 1000 gram atau lebih, usia kehamilan
telah UE}:HCSMM minggu atau lebih.

(2) Premgr
U 1
Persalina - adaiah suatu  proses
kelah tin ' lum usia kehamilan 37
ming; 1 tiga minggu dari waktu
perkiraan n. Resiko terjadinya
kehanmy dntara lain:

a) Usia ibu dlbawah 20 tahun

UNIE RGeS0 menis
(C):I Lifa rviks
(3) Per g
Immlﬁhirmn antara lain
disecbabkan karena ofGt rahim yang terlalu lemah

dalam proses involusi.
(4) Kematian ibu
Kematian ibu saat melahirkan disebabkan oleh
perdarahan dan infeksi.
b) Bagi bayi
(1) Kemungkinan janin lahir belum cukup usia
kehamilan atau kurang dari 37 minggu, pada

54 .
 Ibid.
* Manuba, Memahami Kesehatan Reproduksi, Jakarta, EGC, 2010
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umur kehamilan tersebut pertumbuhan janin
belum sempurna.

(2) BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) yaitu bayi
yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500
gram. Kebanyakan hal ini dipengaruhi oleh umur
ibu saat hamil kurang dari 20 tahun dan ibu
kurang gizi >

d. Penanganan pernikahan usia dini
i) Pendewasaan usia kehamilan dengan menggunakan
alat kontrasepsi sehingga kehamilan pada waktu usia
reproduksi sehat.
2) Bimbingan psikol

dimaksudkan untuk
membantu pasan menghadapi persoalan-
persoalan agar a% pandang denngan
mempertimbangkan> wadaqn, dan tidak

3) Dukungan keluarggc,u F igrga sangat banyak
membantu keluarga’b berupa dukungan

materi k kelanggengan
keluarmlrym mbatan-
hambatan yang a z§ 'AE

4) Peningkatan  kese Il_ engan  meningkatkan

pengetahualN@l@NElSilAgl istri yang

mengalami kekurangan gizi
e. Pencegahan
I) Penyuluhan kesehatan untuk menikah pada usia
reproduksi sehat.
2) Merubah cara pandang budaya atau cara pandang diri
yang tidak mendukung.
3) Meningkatkan kegiatan sosialisasi.

o Ibtd



44

5. Contoh Kasus Perkawinan di Bawah Umur
Pernikahan anak di bawah umur merupakan suatu
fenomena sosial yang kerap terjadi, khususnya di
Indonesia. Fenomena pernikahan anak di bawah umur bila
diibaratkan seperti fenomena gunung es, sedikit di
permukaan atau yang terekspos dan sangat marak di dasar
atau di tengah masyarakat luas. Dalih utama yang
digunakan untuk  memuluskan  jalan  melakukan
pernikahan dengan anak di bawah umur adalah mengikuti
sunnah Nabi Saw. Namun, dalih seperti ini bisa jadi
bermasalah karena masih terdapat banyak pertentangan di
tentang kesahihan informasi

kalangan uma

mengenai pern IQahan 7 umur yang dilakukan Nabi
Saw. dengan ‘it
Selain perundang-undangan yang

sangat jelas menentang
keberadaan pe o di bawah umur. Jadi, tidak

ada alasan ww%ak-pihak tertentu  untuk

melegalkan tindakan mereka yang berkaitan dengan

pe:@zlﬂﬂnl MER&S‘I TnA S'nerimah harus
berkomitme jus dala enegakkan hukum yang
berlaku terk‘;lsLikAMdi bawah umur, sehingga
pihak m permkahan dengan
anak J ba H%l ali terlebih dahulu
sebelum melakukannya.

C. Hipotesis

Diturunkannya syari’at Islam kepada manusia tentu
memiliki tujuan yang sangat mulia (magashid asy-syari’ah).
Magqashid asy syari’ah bermaksud untuk mencapai, menjamin
dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya
umat Islam. Ada lima tujuan yang harus dijaga dan dilindungi
yaitu perlindungan terhadap agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-
nafs), akal (hifz al-agl), harta (hifzl al-mal), dan keturunan atau
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nasab (hifz an nasl).”® Salah satu tujuan disyari’atkan hukum
perkawinan adalah untuk menjaga dan melindungi keturunan
atau nasab.

Kafrawi Ridwan dalam Ensiklopedi Islam menjelaskan
tentang pengertian nasab adalah pertalian kekeluargaan
berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah.
Sejalan dengan pasal 9 Kompilasi Hukum Islam yang
menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan
dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Secara teoritis, hukum Islam (figh) berupaya

ilak benar. Maka kajian
omena sosial dan

membangun aturan dalam b
hukum Islam tidak bisa
sumber pokok ajaran Islamgy Qﬁr an dan Hadis. Dua
sumber pokok ajaran Islam m' lkﬂ prinsip dan aturan

untuk membantu manusia |d: r hidupnya secara
layak yang dengan itu merek empe aiki prilakunya.”
Ada sebagian oran lsa mengendalikan

hawa nafsunya sehingga mere a me akukan perbuatan yang
diharamkan (pejzi Ti T sila ini
mengakibatkan umxgﬁﬁ e el&‘p§awinan.
Mereka juga menyadari bz‘-s IﬂaﬂlMyang perlu segera

ditutupi. Guna menutu malu itu pihak- lgy > berkompeten
menghendaki wanit é S1apa saja

yang mau melakukannya supaya anaknya kelak memiliki ayah.
Hamil sebelum melaksanakan pernikahan, telah menjadi
problem yang membutuhkan pemecahan, karena membawa
dampak kepada kegelisahan masyarakat, terutama orang tua,
guru, tokoh-tokoh masyarakat, apalagi sarjana muslim dan para
ulama. Sebab di tangan merekalah terletak tanggung jawab yang
sangat besar, terlebih lagi menyangkut hukum Islam atau

% Abd al Wahhab Khallaf, llmu Ushul Figh, cet. 12 (ttp. : Dar al Qalam,
1978), him. 199.

* Dewan Ulama Al-Azhar (Mesir), Ajaran Islam Tentang Perawatan
Anak, Terj. Alwiyah Abdurahman (Bandung: Al-Bayan, 1987), him. 11.
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syari’at. Perempuan yang hamil karena zina ditinjau dari satu
sisi tidak termasuk dalam larangan untuk menikah sebagaimana
yang ditetapkan Allah maupun Rasulullah. Dengan demikian
dari sisi ini, ia boleh dikawini. Namun dari segi ia hamil, berarti
ia sudah disetubuhi oleh seorang laki-laki.

Indonesia yang penduduknya mayoritas adalah muslim,
bahkan terbesar di dunia telah membolehkan pelaksanaan kawin
hamil. Ketentuan hukum tentang kawin hamil merupakan suatu
pembaharuan hukum Islam di Indonesia.®®. Ketentuan hukum ini
tertuang dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu :
I. Seorang wanita yapg hamil di Juar nikah, dapat dinikahkan

dengan pria yang jo nlgﬁﬁliﬁlmn%
2. Perkawinan wani §h I yangd
dilangsungkan t: ﬁtp

isebut pada ayat (1) dapat
lebih dahulu kelahiran

anaknya >
3. Dengan dilangsu ya perkawinan pada saat hamil, tidak
;i;;)ierrlukan perka%ﬁ%@e]ah anak yang dikandung

Dc'ljl :slj | lidutu i nyatakan bahwa
perkawin wit }’]ERH§ i AS&]] adalah bila
dilakukan dengan an milinya, sehingga antara
keduanya ada hubungan darah. Dengan demikian, ketentuan
tentang anakan@NiE&ll Anenuhi syarat untuk
dapat menghubungkan jalur nasab seorang anak kepada ayahnya
yaitu hubungan darah dan akad nikah yang sah. Dan bila
berdasarkan Pasal 53 KHI ini, maka secara hukum KUA tidak
dapat menolak setiap pasangan yang ingin menikah. Dari satu
sisi wanita yang akan menikah telah hamil atau telah terjadi
persetubuhan sebelum nikah atau telah melakukan perbuatan
zina. Dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974,
pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan

“ M. Atho’ Mudhar, Membaca Gelombang ljtihad: antara Tradisi dan
Liberasi, Cet I, (Yogyakarta: Titian [lahi Press, 1998), him. 178.
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bahagia, dalam pengertian lain untuk mewujudkan keluarga
sakinah lahir dan batin.

Inilah yang diklaim oleh sebagian orang sebagai nilai
positif dari pembolehan kawin hamil. Maka upaya kawin hamil
seperti ini mengabaikan dan bertentangan dengan nilai positif
lain dari perkawinan, yaitu pembolehan (penghalalan) hubungan
intim antara laki-laki dan wanita. Seharusnya tujuan perkawinan
untuk memberikan perlindungan kepada ibu dan anaknya ini
harus seiring dan sejalan dengan tujuan lainnya yang berupa
penghalalan hubungan seks. Artinya mlal positif yang satu tidak
boleh mengabaikan nilai positi

Setiap orang yang
selalu mendambakan u %uk
sakinah, yaitu keluarga y rﬁ
keluarga itu terjalin hubun
semua anggota keluarga d

b berkeluarga akan
mepciptakan  keluarga
%1 sejahtera. Dalam
dafj |harmonis di antara
embutan dan kasih
D ma. Keluarga yang
idasari rasa cinta mencintai

sayang, dengan melaksanak
terdapat unsur kebahagian yang

dan kasih sayang s ga yang
ideal, sebagalmmvmgrﬁhﬁg

Jars ) sed é",}ll&ﬁ&m B Lanil ag
PG| U }P EEISJ}A’ < L3

-

32

Wz -

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikan-Nya di  antaramu  rasa  kasih dan  sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-ianda bagi kaum yang berfikir”.

6l Ao At P A0 LA
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Kata sakinah umumnya diartikan dangan tenang yang
memiliki derivasi makna dengan kata tentram, nyaman,
kedamaian dan keharmonisan. Ketentraman mempunyai ciri
hilangnya keresahan, baik dalam dimensi fisik-biologis maupun
pada dimensi-dimensi sosiologis-psikologis®.

Keluarga sakinah adalah tujuan perkawinan sebagaimana
disebutkan dalam pasal | Undang-Undang Nomor | Tahun 1974
tentang Perkawinan : _

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kan Ketuhanan Yang Maha

Esa”.

Pengertian berdasarkan Keputusan
Direktur Jenderal Bifibinga kat Islam dan Urusan Haji
Nomor : D/71/1999 tentafig. Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan
Gerakan Keluarga S 3ab asal 3 menyatakan bahwa:
“Kel;.laria sakinah adalah keluarga yang dibina atas

phih N I b roéinelimii hajat spritual
dan materi ﬁ ra layak dan;seimbang, diliputi suasana
kasih sayan l‘m‘a&gga\{smarga dan lingkungannya
dengiN@O ﬁmpu mengamalkan,
menghayati dan rﬁnﬁda alln nilai-nilai keimanan,

ketagwaan dan akhlak mulia™.

Suami isteri harus hidup bersama secara damai dalam
suasana cinta dan keharmonisan. Mereka harus saling
menghormati pihak lain dan melakukan kewajiban masing-
masing. Mereka harus melakukan ini semua, segala persoalan
yang menjadi ganjalan antara svami isteri sedapat mungkin

2 Azyumardi Azra , Menuju Masyarakat Madani : Gagasan Fakta dan
Tantangan, (Bandung : Rosda Karya, 2004), kim. 14.
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diselesaikan secara baik. Bila terdapat kekurangan pada salah
satu pihak hendaknya pihak yang lain harus melengkapi dan
menutupi kelemahan atau aib pribadi. Firman Allah Swt :

PR ] s E 19 PP
USSR S s

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah

pakaian bagi mereka”.

Pasangan suami isteri yang telah melanggar nilai-nilai
agama diancam dengan perbuatan dosa yang akan mendapatkan
azab, maka jalan yang harus ditempuh adalah bertaubat yaitu
maksiat, menyesali

berniat untuk tidak
ang®. Karena Allah

dengan meninggalkan se
semua dosa yang telah dil
mengulanginya pada wakt
Swt telah berfirman:

-

- £ 4 . . .
Agiou"_;&.&uwg,, ] sals il 2

LGN G e ﬂfﬂﬁéb L ires
UNIVERSITAS

“Hai orang-orang, eri bertaubatlah kepada
Allah dengan tau LBHA at yang semurni-

murninya). n menutupi
kesalahan-kesalahanmu™ dan ‘memasukkanmu ke dalam
Jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.”

Tobat sebagai suatu kewajiban bagi setiap muslim, sebab
manusia tidak luput dari perbuatan dosa, baik dosa itu dosa kecil
atau dosa sedang atau dosa besar. Manusia tidak luput dari
kesalahan baik kesalahan terhadap Allah Swt maupun kesalahan
terhadap sesama manusia. Perbuatan zina adalah salah satu

o Q.S. Al-Baqarah (2) : 187
* Abu Bakar Al-Jazairi, Minhajul Muslim. (Terj). (Surakarta : Penerbit

Insan Kamil, 2009), hlm. 147.

% (.S At-Tahrim (66) : 8
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perbuatan dosa besar. Jika seseorang bersungguh-sungguh
bertaubat dengan menyesali perbuatannya dan bersunguh-
sunguh untuk tidak mengulanginya,maka Allah akan
mengampuninya.

Dari uraian di atas maka penelitian yang berkaitan
dengan pernikahan di bawah umur sangat menarik untuk
dilakukan. Dalam penelitian ini akan dibahas secara mendalam
tentang aturan dan ketentuan yang membolehkan terlaksananya
pernikahan di bawah umur, dampak yang ditimbulkan dari
adanya pernikahan di bawah umur, profil pasangan pernikahan
di bawah umur dan peran KUA dalam upaya membina pasangan
pernikahan di bawah ymursur membentuk keluarga sakinah.
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BAB 111
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Metodologi penulisan yang digunakan dalam Tesis ini

meliputi:

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field
research).
Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yakni
menuturkan, menafsirkan dan menganalisis data yang ada.
ata atas masalah yang
lanjutkan déngan proses analisis. Data
"eg kan dan dianalisa,’ dan
yadilakukan penilaian.

Proses ini didasark
berkaitan, setelah itu
vang telah terkumpu %is
dijabarkan kemudian ffa
Pendekatan Penelitian%

Pendekatan yat2 an B am penelitian ini adalah

pendekatan normatl katan yang digunakan
g

dalam oenelltlan ini adalah pendekatan normatif, yaitu suatu

pendekatan E § tiCthasalah yang
berdasar an t ﬁg

akan di cntuan-ketentuan  dalam

menentukan bagal:ﬁmL}A\Mn yang seharusnya.
Pendekatan aﬁw n, masalah dengan
mendasarkanm ran perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia mengenai masalah
perkawinan.

' Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Illmiah, (Bandung : Tarsito,

1989), him. 140. Lihat pula Abuddin Nata, Merodologi Studi Islam, cet. Ke-6
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), him. 50.

51
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Pendekatan normatif adalah sebagai sebuah sudut
pandang bagaimana suatu permasalahan tersebut didekati,
dibahas dan dianalisa. Untuk itu pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu hukum Islam
yakni pendekatan yang didasarkan atau menggunakan teori-
teori hukum Islam dalam menganalisis permasalahan.
Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian hukum
Islam. Lebih lanjut, ini merupakan penelitian hukum Islam
normatif.’

Penelitian hukum Islam normatif adalah penelitian
ilmiah untuk menemuka berdasarkan logika
keilmuan hukum Islam“dari_ sisi iurmatlfnya Logika
hukum normatif
lan cara-cara kerja
pkdum yang objeknya
hukum itu sendiri.’ fan  hukum normatif

seorang peneliti mellhatnﬁwwﬂ@ﬁan dalam. Seorang

peneliti  hukum Islam akan beranjak dari norma-norma

hukum lslamL? VER r:l Ab%ubungan
langsung dengdn praktik huKtm yang mengangKatdua aﬂpek

utama yaitu pembentukislg_rrm\ Mrapan hukum.*
B. Tempat Penelitian I N D O N E S I A

Penulis meneliti data secara langsung di KUA
Kecamatan Bantul sebagai daerah yang menjadi obyek
penelitian. Data yang diperoleh dijadikan sebagai data utama
atau primer, meliputi :

keilmuan yang tetap
dibangun berdasarkan di
ilmu hukum normatif,

* Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,
(Jakarta: Bayu Media Publishing, 2006), hIm..56.

*Faisar Ananda Arfa, Metodologi Penelitian Hukum Islam, (Jakarta:
Raja Grafindo-Persada, 1997), him. 83.

4Johnny Ibrahim, Teori dan ..., him. 56.
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1. Place, yaitu sumber data berupa tempat, ialah sumber
data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam
atau bergerak. Yang dimaksud place dalam penelitian ini
adalah KUA Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul

2. Paper, sumber data berupa simbol yaitu sumber data
yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka,
gambar atau simbol-simbol lainnya. Yang dimaksud
gambar atau simbol dalam penelitian ini adalah data
dalam bentuk angka yaitu berupa hamil, dokumen, data
dinding dan lain sebagainya.

C. Sumber Data dan Informan i

Yang dimaksud su ltn:r sebuah penelitian
adalah subyek yang diteli 5@ melalui subyek tersebut
data diperoleh.” Karena je -u 8L nzn i adalah penelitian

merr'ang ada di lapan. (4 diperlukan dan

data sekunder dan data tersner 'memudahkannya penulis

T béiﬁﬁ??%ﬁlﬂlwwsw"ﬂ "

Data primer adalah I@IﬂuﬂM:pemleh langsung

dari sumber
pertama.® Surl'm BGN5$ IiAakan dalam
penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap karyawan
KUA Kecamatan Bantul dan lokasinya adalah di KUA
Kecamatan Bantul yang terlibat dalam pelaksanaan
perkawinan di bawah umur.

b. Sumber Data Sekunder
1) Bahan Hukum Primer

® Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,
(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 126.

° Amirudin, Zaenal Asikin, Pengantair Metode Penelitian Hukum, Cet. I,
(Jakarta: PT Radja Grafindo . Persada, 2006), him. 30.
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Sebagai sumber bahan hukum primer dalam penelitian
ini  berupa  Al-Qur’an, As-Sunnah, peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan
masalah perkawinan, jurnal yang terkait langsung
dengan penelitian.
2) Bahan Hukum Sekunder
Yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi,
buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan,
jurnal, tesis, dan sebagainya.” Data sekunder
memberikan penjelasan mengenai data primer. Data
sekunder diperoleh baik dalam bentuk dokumen,
tuhsan ata @eﬁﬁﬁaﬁ&ﬁak ta yang dlkumpulkan atau

bawah umur:
ciri dari data)

mm Seiqj@ Agﬂ keadaan siap

b) Baik ES isi data sekunder, telah
dibentu 171151 oleh peneliti-peneliti terdahulu,
s'@NEeScliAtidak mempunyai
pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan,
analisa maupun konstruksi data.

¢) Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu data yang merupakan data pendukung informasi

lainnya, seperti kamus, ensiklopedi, koran harian dan

sebagainya

2
Ibid.
* Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hikum, (Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti, 2004), him. 121 - 125.
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Metode yang digunakan untuk pengumpulan data
dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Interview atau wawancara mendalam.
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk
tujuan penelitian dengan tanya jawab melalui tatap muka
antara pewawancara dengan responden menggunakan
alat yang dinamakan interview guide (panduan
wawancara).” Dalam hal ini penulis akan menggunakan
wawancara yang bebas dan terpimpin  untuk
mendapatkan data yang dibutuhkan. Jawaban lisan dari

orang yang diwawanca.tm_m.l.lahAf' i ang dimaksud sebagai
data disini. Sebagalmrfl:ssplbﬁé‘é\n plam  penelitian ini
Z
adalah orang-orang 3 §1g gkuotin dengan persoalan
yang diteliti. Penuljg b akukan wawancara
kepada karyawan KIEA u dapatkan data yang
diperlukan. 5
2. Metode observasi ;¥a
pencatatan dengan sishi c¢nomena-fenomena yang

dise“dikuwaﬁm ﬁ prosedur
sistemati n ‘stafda a ta yang
diperlukan."’ Untt‘@%nl)fﬂ:Ma yang dimaksud

maka digunakan metode observasi secara langsung.
Pengumpu]all NDE& I Asung adalah
cara pengambilan data dengan menggunakan mata
(panca indera) tanpa ada pertolongan alat standar lain
untuk keperluan tersebut.'” Sehingga dalam observasi
ini, penulis bias mencatat secara sistematis terhadap
fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini

pengamatan dan

’ Mohammad Nadzir, Metode Penelitian, Cer. 1V, (Bogor: Gahlia
Indonesia, 2005), hlm. 193-194.

"* Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach, jilid | dan 11, (Yogyakarta: Yayasan
Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981), hlm. 136.

"' Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja
Grafindo, 1997), him. 116.

"> Mohammad Nadzir, Metode Pene....... hlm. 175.
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bermanfaat untuk mendefinisikan data-data lapangan,
teori-teori ataupun hal-hal yang penulis peroleh di
lapangan. Tujuan dari observasi adalah menggambarkan
segala sesuatu yang berhubungan dengan obyek
penelitian, mengambil kesimpulan yang disusun menjadi
sebuah laporan yang relevan dan dapat bermanfaat
sebagai sebuah bahan pembelajaran atau studi."
3. Metode Dokumentasi.

Dokumentasi adalah sekumpulan data yang berbentuk
berkas, laporan,

dan lain sebagainya.'* Metode ini digunakan untuk
memperoleh data«fap doKmnen-dokumen yang berupa
daftar peme‘ﬁsaa nikaff | yang memuat data-data
pasangan ni v.

qn bulanan, triwulanan dan
ang berkaitan dengan nikah
hamil, ke adi dianglisa untuk  memperoleh
keterangan yang pas ah di bawah umur, data-data
pasangan perfikahatr j@}ah umur dan mencocokkan
keterangan yang disampaikan dengan data yang ada.

UNIVERSITAS

D. Teknik pengump

ta
Penulis me g(tkaAbM teknik agar data yang
didapat valid paglaheiy
. DokumeanNESIA
Proses dokumentasinya dengan mengumpulkan data
jumlah pernikahan di bawah umur, kemudian mengumpulkan
profil calon pengantin di bawah umur.
Penelitian juga dilakukan dengan meneliti berkas-
berkas pelaksanaan nikah yang berupa Daftar Pemeriksaaan

Nikah dan berkas-berkas pendaftaran nikah yang disimpan di
KUA. Data ini diolah dikelompokkan sesuai dengan tujuan

' Sandjaja dan Albertus Heriyanto, Panduan Penelitian, ( Jakarta: Prestasi
Pustakarya, 2006), hlm. 110.
" Sutrisno Hadi, Metodologi ......., him. 136.
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penelitian. Data dipilah-pilah mulai dari segi umur,
pekerjaan, pendidikan dan pekerjaan calon manten yang
masih di bawah umur.
b. Interview

Penulis melakukan wawancara langsung dengan
Kepala KUA/PPN,
Penghulu, Penyuluh dan Pengurus BP4 Kecamatan Bantul
vang dapat ditemui dan bersedia untuk diwawancarai yang
berkaitan dengan penelitian ini.

E. Analisis Data
Metode analisis da a/,ylﬁ‘JvAMw}a an adalah analisis

kualitatif dengan menjaﬁka engj terprctasnkan dan

mempermeh kesxmpulan . [[:t;ﬂ
Dengan demikian p’é‘M saha mendapatkan

kesimpulan ten S I ipelajari
berdasarkan bermwm it iMmasalah
yang telah dirumuskan. $ asiﬁl ikumpulkan lebih
banyak berkaitan dengan realitas internal yang terletak dalam
diri dirumuskan sedfPNifieer e ferby Sisik Apalisis  data
mengggunakan metode kualitatif ini vaitu mencari nilai-nilai
dari suatu variabel yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk
angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori-kategori. Hasil
penelitian lebih merupakan diskripsi interpretasi yang bersifat
tentatif dalam konteks waktu tertentu.'”

Penulis selanjutnya menggunakan instrumen analisis
induktif, yaitu menarik kesimpulan dari khusus ke umum.
Dalam menganalisa data, penulis berpikir dari hal-hal yang

" Anik  Gufron, Workshop Strategi dan Akselerasi Penulisan Tesis,
(Yogyakarta: UMY, 2003), him. 3.
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bersifat khusus kemudian berusaha menarik kesimpulan yang
bersifat umum'®. Pelaksanaan analisis sebagian dilakukan di
lapangan, setelah memperoleh data segera diolah, diedit, diberi
kode, diklasifikasikan, direduksi hingga tersajikan dalam bentuk
informasi yang ringkas.

Berangkat dari data-data yang diperoleh menuju sebuah
kesimpulan umum mengenai peran KUA Kecamatan Bantul dan
BP4 Kecamatan Bantul dalam membina calon pengantin di
bawah umur.

ISLAM

S

UNIVERSITA
VISINOANN

SIEDE

UNIVERSITAS
ISLLAM
INDONESIA

e Pujiati Suyata, Diktat Kuliah Metodologi Penelitian, (UMY, 2003),
him. 33/



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur
1. Perkawinan di Bawah Umur Menurut Agama Islam

Al-Quran mendefinisikan dan mengistilahkan ikatan
pernikahan dengan mitsagan ghalizhan, yang artinya
perjanjian kukuh atau agung yang diikat dengan sumpah. Al-
Quran menggunakan istilah mitsaqgan ghalizhan minimal
dalam tiga konteks. Salah satunya konteks ikatan pernikahan
seperti disebutkan dalam QS. An-Nisa’ (4): 21.

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip, yaitu
perlindungan terhaddp jagamas jiwa, keturunan, harta dan
akal. Dari kelima n ‘)é’i universal Blam ini, satu di antaranya
adalah agama menjq & i : ur(Ug an (hifdzu al-nasl). Oleh
sebab itu, Syekh Gilbrahii d%l xm  bukunya  A/-Bajuri
menuturkan bahwa %ar J' nasdb tetap terjaga, hubungan
seks yang menda patkar \;, itas agama harus melalui

pernikahan. Seanﬂ;a‘@J tidak  mensyariatkan

pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan

semakitdN| NV ER SITAS

Antara aga n negara, terjadi perselisihan dalam
memaknai perniljlgi.d.i.AM'nur. Pernikahan yang
dilakukan Imlm_ i IA Undang-Undang
Perkawinan,"“se ﬁ n tidak sah. Istilah
pernikahan di bawah umur menurut negara dibatasi dengan
umur. Sementara dalam kacamata agama, pernikahan di
bawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang
yang belum baligh.?

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum
yang dapat dilaksanakan oleh mukallaf’ yang memenuhi

' QS. An-Nisa’ (4): 21, lihat juga KHI Pasal 2.
* http://nyna0626.blogspot.com/2008/10/pernikahan-dini-pada-kalangan-
remaja-15.html, dikutip pada 2 Oktober 2017 pukul 02.20 WIB..
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syarat. Ta rif (pengertian) perkawinan menurut hukum Islam
adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau
mitsaqgan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah
dan rahmah. Nikah, menurut bahasa, berarti berkumpul
menjadi satu. Menurut syara’, nikah berarti suatu agad yang
berisi pembolehan melakukan hubungan
badaniyah/persetubuhan dengan menggunakan lafazh inkahin
(menikahkan) atau razwijin (mengawinkan). Kata nikah itu
sendiri secara hakiki, menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul
Aziz Al-Malibary, berarti aqad, dan secara majazi berarti

maloruh dan haram.
2. Perkawinan di B
Perkawinan di Indonesis

Pernikahan dini Ku}"ﬂ%ﬁﬂm di bawah umur, yaitu

institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang

masih - rentaj [/ dire Fidim kgt Selanjutnya,
menurut Prof. Dr. Saglj l‘iiraﬁn Saxono, pernikahan dini
atau pernikahan di J ah sebuah nama yang
lahir dari komj il ng sangat kuat
sebagai sebuahmmESTA

Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia
perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Bab II
Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan
jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan

* http://nyna0626.blogspot.com/2008/10/pernikahan-dini-pada-kalangan-

remaja-15.html: dikutip pada 2 Oktober 2017., pukul 00:20 WIB.
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pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas)
tahun.*

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas
minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan
berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua
belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis
dan mental.’

a. Perkawinan di Bawah Umur Menurut UU Perkawinan
No. 1 Tahun 1974
Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa
perkawinan ialah ikatan Iah:r batin antara seorang prla
dengan seorang wapita ’
membentuk keluangs
kekal berdasarka

Ketuhanan  Yang> Mabh J maka perkanan

mempunyai hubun@?ﬂka@Jsekah dengan agama.

Sehingga perkawman bukan saja mempunyai unsur

lahir/ja Nla@( Rgllkrmgatm/roham

yang mefMpunyai percnan penting.

Perkawmarl &|LSA Mtiwa hukum. Sebagai
suatu peristiw ﬂk m Esljbj hukum yang
melakukan iH ném enuhi syarat.

Salah satu syarat manusia sebagai subjek hukum untuk

dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum
adalah harus sudah dewasa. Mengingat hukum yang
mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang
Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka

* UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1), lihat juga
KHI Pasal 15 ayat (1).
http://nyna0626.blogspot.com/2008/10/pernikahan-dini-pada-kalangan-
remaja-15.html: dikutip pada 2 Oktober 2017.., pukul 01:20 WIB.
° UU No. | Tahun 1974 tentang Ferkawinan, Pasal 1.
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ketentuan dalam undang-undang inilah yang harus ditaati
semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Salah
satu prinsip yang dianut undang-undang ini, calon suami
istri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat
melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan
perkawinan secara baik tanpa harus berakhir pada
perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan
sehat.

Untuk itu, perkawinan antara calon suami istri yang
masih di bawah umur harus dicegah. Di samping itu,
perkawinan mempunyai hubungan dengan kependudukan.
Batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin

ketentuan dewasa bag1 3 Dengan mengacu

pada persyaratan ini, ji onF empelai wanita di
bawah um tah m bersangkutan
dikategorik ME 1& untuk
bertindak di dala ku suk  melakukan
perkawinan. Selengk;!)$'5ﬁ'p ulfp'sebagai berikut’:
INDONESIA
SYARAT-SYARAT PERKAWINAN
Pasal 6
(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua
calon mempelai.
(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang

belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun
harus mendapat izin kedua orang tua.

7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6-7.
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(3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah
meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu
menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud
ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang
masih hidup atau dari orang tua yang mampu
menyatakan kehendaknya.

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau
dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan
kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang
yang memelihara atau keluarga yang mempunyai
hubungan darah dala keturunan lurus ke atas
selama mereka mgsih 'E"dﬁap"é‘an/ A

menyatakan pend@ﬂ l?ﬁ;; akg( Pengadilan dalam
daerah hukum teﬁ’g gal’ orang yang akan

mela WE orang
tmsel:u Fm Rﬂfm dahulu
mendengar oran gm[l‘_ﬁ’Mut dalam ayat (2),
(3) dan (4) dalam pasal ini

(6) Ketentuan [{Ertbu) Gt sanfpai] gldgan ayat (5)
pasal ini berlaku sepanjang hukun masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu dari yang
bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak
wanita sudah mencapai umur |6 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini
dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau
Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak
pria maupun pihak wanita.
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(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang
atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3)
dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal
permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini
dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal
6 ayat (6).

. Perkawinan di Bawah Umur Menurut KHI Bagian

Perkawinan
Pada prinsipnya, KHI memiliki ketentuan yang
sejalan dengan UU No. | Tahun 1974 dalam menentukan
batasan pernik umur, yang selengkapnya
dapat dikutip s g

(1) Untuk ke arga dan rumah tangga,

perkawina@%ﬂ{%@}dilakukan calon mempelai

yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam

@M Wﬁﬁ@qrmrs()ﬂ yakni calon
suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan
calon istjigl.nnAv ya berumur 16 tahun.

(2) Bagic chai gelym mencapai umur 21
ta?ﬂ?[@%$f agaimana yang diatur

dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.l Tahun

1974.
Pasal 16
(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon
mempelai.

(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat
berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan,

* Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang K}/, Buku I Bagian Perkawinan,

Pasal 15-17.
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lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam
arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
Pasal 17

(1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai
Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan
calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.

(2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah
seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak
dapat dilangsungkan.

(3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau

} dinyatakan dengan

Perkawinan mengenaﬁ@ﬁw fe=6 tahun bagi wanita
tidak sesuai dengan Uﬁﬁ’ahg- ndang No. 23 Tahun 2002
tentang HN a ﬁ $!aT dang-undang
tersebut, p u IM vBa 7 dik téggoﬁs sebagai
anak adalah seseotiigmﬂleerusia 18 tahun,
sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang ini
adalah 18 tahLIrN@@ IjA@n Anak pun
mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia
anak-anak. Selengkapnya dapat dikutip sebagai berikut”:
Pasal |
Definisi anak adalah seseorang yang belum

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan.

’ UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, 4, 9 (1),
11,13 (1),26(i),dan 77 .



66

Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban seperti yang
tertuang dalam:

Pasal 4
Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 9 ayat |
Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan
pengajaran dé;;ﬁ'—rﬁﬂgkgipengembangan pribadinya

dan tingkat Kk fer azsesuai dengan minat dan
g o g

bakatnya. s
m

% 1
1

g stirahat dan memanfaatkan
waktu luang, b 'nak yang sebaya, bermain,

berekreasi M ngan_minat, bakat, dan
kI %‘j%iSTi‘A dir.

Setiap anak be ha

atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas
pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari
perlakuan:

a. diskriminasi;

b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

c. penelantaran;

d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan:

e. ketidakadilan; dan

f. perlakuan salah lainnya.
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Selain itu, orang tua dan keluarganya mempunyai
kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak
seperti yang tertulis di:
Pasal 26 ayat |

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi
anak;
b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan

kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-
anak.

aijak dengan sangat
jelas mengatur segala s¢$lafuyang aitan dengan anak,
jadi  sangatlah mempn masih  banyak

pelanggaran yang terjadi .
konteks ini adalah perntkahan-anak-dy bawah umur. Hal
seperti ini sangatlah tidak” @JL rLa. karena kontrol
Pemerintah _s | e otei erfinggi, di RI
masih terasummsx:r an di
bawah umur sebena kerap\tepjadi di masyarakat,
khususnya di daerah pedesaan tertinggal, yang kemiskinan
dan kebodohan IN@@NE)& enakutkan.
Contohnya. salah satu kabupaten di Jawa Barat yang
terkenal dengan pernikahan anak di bawah umur, para
anak gadis yang masih lugu sengaja “dijual” oleh orang
tuanya untuk melakukan pernikahan dengan tujuan
memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal seperti ini
sangatlah memilukan. Pemerintah acapkali tutup mata
dengan kasus pernikahan anak di bawah umur dan baru
bertindak jika kasusnya terekspos ke khalayak luas oleh
media, seperti yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.
Yaitu pernikahan Syekh Puji dengan Lutfiana Ulfa, gadis
yang belum genap berusia 12 tahun, terekspos oieh media
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dan menjadi kontroversi di masyarakat. Pemerintah
diharapkan lebih serius menindak setiap pelanggaran yang
berkaitan dengan anak, dalam konteks ini adalah
pernikahan anak di bawah umur. Setiap pelanggaran
terhadap pernikahan anak di bawah umur dapat dikenakan
sanksi pidana sesuai Pasal 77, yaitu :

c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun  dan/atau  denda paling banyak Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Prinsip  yang dianut dalam Undang-Undang
Perkawinan, KHI maupun Undang-Undang Perlindungan
Anak, walaupun(&et@aﬁﬁe‘raw\an tersebut menentukan
umur yang bdrBeda lan% penentuan kedewasaan
(terdapat selisih @ sémuanya sama-sama tidak
menginginkan tetjadi
z
o)

Z .
awinan di bawah umur.

2L

Ada beberapa fakt ng memengaruhi terjadinya
perkawml M gi TA%
1) Menurut mmdiningrat, sebab-sebab
utama dari p f 1 ah umur adalah:
a) kel’NP.@lNEaS‘llzmatkan tambahan
anggota Keluarga;

b) tidak mengetahui akibat buruk/negatif dari
perkawinan yang terlalu muda, baik bagi mempelai
itu sendiri maupun keturunannya;

¢) sikap kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang
dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa
mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan
anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat
kebiasaan saja.

2) Terjadinya perkawinan di bawah umur menurut

Hollean dalam Suryono disebabkan oleh:

JJ Perkawinan di Bawah
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a) masalah ekonomi keluarga;

b) orang tua dari gadis meminta mahar kepada keluarga
laki-laki apabila mau mengawini anak gadisnya;

¢) bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak
tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang
satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung
jawab  (makanan, pakaian, pendidikan, dan
sebagainya).'”

Selain menurut para ahli di atas, ada beberapa
faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah
umur yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita,
yaitu:
1) Ekonomi: Perkawf{ifan di imur terjadi karena
¢ garis kemiskinan.
tuanya, maka anak
perempuannya  dikawin gan orang yang

dianggap mampu. FOF JML@L

2) Pendidikan: Rendahnya titigkat™ pendidikan maupun
penget an f yarakat,
menyemﬁvm% A winkan
anaknya yang ma'$'|:%1;1M

3). Faktor orang tua: Orang tua Khawatir kena aib karena
anak  perchfpfinyqherdfearafis fioffban  laki-laki
dengan sangat lengket, sehingga segera mengawinkan
anaknya.

4) Media massa: Gencarnya ekspos seks di media massa
menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap
seks.

5) Faktor adat: Perkawinan di bawah umur terjadi karena
orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua,

sehingga segera dikawinkan. Kuatnya tradisi turun-
temurun membuatnya tak mampu menolak, sementara

' Soerjono Soekanto dan Soleman Toneko, Hukum Adat Indonesia

(Jakarta: Rajawali, 1985), him. 65.
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anak yang masih di bawah umur tersebut belum
mengerti arti sebuah pernikahan. Kuatnya tradisi
memaksa anak-anak perempuan melakukan pernikahan
di bawah umur. Maraknya tradisi pernikahan di bawah
umur ini terkait dengan masih adanya kepercayaan kuat
tentang mitos anak perempuan.

B. Dampak Perkawinan di Bawah Umur

Beberapa tahun lalu kita pernah mendengar berita di
berbagai media tentang kiai kaya yang menikahi anak
perempuan belia berumur 12 tahun. Berita ini menarik perhatian
khalayak karena mer vang tidak lazim. Apapun
alasannya, perkawin njau dari berbagai aspek
sangat merugikan kepenti dan sangat membahayakan
kesehatan anak aki di bawah umur. Berbagai
dampak perkawman > japat dikemukakan sebagai
berikut:
1. Dampak Terhadapﬁlymj

nya pelanggaran terhadap tiga undang-undang di
el Il

VERSIT
a. UU No. | tah l$9i4 tezﬁan kawAm\amS
Pasal 7 (I) P Mzmkan_uka pihak pria
tahun dan pihak
wamta sn!:iEencapa ur 16 tahun.

Pasal 6 (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang
yang belum mencapai umur 21 tahun harus
mendapat izin kedua orang tua.

b. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 26 (1) Orang tua berkewaiiban dan bertanggung

jawab untuk:

a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan
kemampuan, bakat dan minatnya; dan
¢. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
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Amanat undang-undang tersebut di atas bertujuan
melindungi anak, agar anak tetap memperoleh haknya untuk
hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari
perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Sungguh disayangkan apabila ada orang atau orang tua
melanggar undang-undang tersebut. Pemahaman tentang
undang-undang tersebut harus dilakukan untuk melindungi
anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua.
Sesuai dengan 12 area kritis dari Beijing Platform of Action,
tentang perlindungan terhadap anak perempuan.

2. Dampak Biologis
Secara biologis, al si anak masih dalam
proses menuju kemata gan i belum siap untuk
melakukan hubungan sdk3 N jenisnya, apalagi

B n. Jika dipaksakan,
justru akan terjadi trau ing luas dan infeksi
akan  membahayakan ; duksinya  sampai
membahayakan jiwa a/\ﬁﬁmﬂ@g ertanyakan apakah
hubungan seks wEg'g aj.k n dalam
hak reproduk$i taJ udi L é}/ kerasan
seksual dan pemaksa enggdga terhadap scorang
anak. 1 M

Dokter speiNNEr&lﬁdr. Deradjat
Mucharram Sastraikarta Sp.OG, yang berpraktik di Klinik
Spesialis Tribrata Polri, mengatakan pernikahan pada anak
perempuan berusia 9-12 tahun sangat tak lazim dan tidak
pada tempatnya. “Apa alasan ia menikah? Sebaiknya jangan
dulu berhubungan seks hingga anak itu matang fisik maupun
psikologis.” Kematangan fisik seorang anak tidak sama
dengan kematangan psikologisnya. Sehingga, meskipun anak
tersebut memiliki badan bongsor dan sudah menstruasi,
secara mental ia belum siap untuk berhubungan seks. Ia

menambahkan, kehamilan bisa saja terjadi pada anak usia 12
tahun. Namun, psikologisnya belum siap untuk mengandung




.

dan melahirkan. Jika dilihat dari tinggi badan, wanita yang
memiliki tinggi di bawah 150 cm kemungkinan akan
berpengaruh pada bayi yang dikandungnya. Posisi bayi tidak
akan lurus di dalam perut ibunya. Sel telur yang dimiliki anak
juga diperkirakan belum matang dan belum berkualitas,
sehingga bisa terjadi kelainan kromosom pada bayi.

3. Dampak Psikologis

Secara psikis, anak juga belum siap dan mengerti
tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma
psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit
disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya
yang berakhir yang dia sendiri tidak
mengerti  atas ya. Selain itu, ikatan
perkawinan  ak langkan hak anak untuk
memperoleh pen j
menikmati waktuZlua a, (ine a hak-hak lainnya yang
melekat dalam dirianak...-

Psikolog di-Bidang m&fkdé{l)gl anak, Rudangta Ariani
Sembiri i “Sebepar banyak efek
negatik}Nmﬁm&Ag Pada saat itu,
pengantinnya be!:1 iap ymtu nghadapi tanggung jawab
yang harus die §nL§E;&fMg dewasa. Padahal kalau
menikah 1N@@lNEI@I!AUdah cukup dewasa
dan siap untuk menghadapi permasalahan-permasalahan, baik
ekonomi, pasangan, maupun anak. Sementara itu, mereka
yang menikah di bawah umur, umumnya belum cukup
mampu menyeiesaikan permasalan secara matang.”

Ditambahkan Rudangta, “Sebenarnya kalau
kematangan psikologis tidak ditentukan batasan usia, karena
ada juga yang sudah berumur, tapi masih seperti anak kecil.
Atau ada juga yang masih muda, tapi pikirannya sudah
dewasa.” Kondisi kematangan psikologis ibu menjadi hal
utama karena sangat berpengaruh terhadap pola asuh anak di
kemudian hari. “Yang namanya mendidik anak itu perlu
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pendewasaan diri untuk dapat memahami anak. Karena kalau
masik kekanak-kanakan, maka mana bisa sang ibu
mengayomi anaknya. Yang ada hanya akan merasa terbebani,
karena satu sisi masih ingin menikmati masa muda dan di sisi
lain dia harus mengurusi keluarganya.”
4. Dampak Sosial
Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial
budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang
menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya
dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat
bertentangan dengan ajarap-agama apa pun, termasuk agama
Islam yang sangat menorlmafA pere
‘alamin). Kondisi ini lﬁny n Onelestarikan budaya
patriarki yang bias gende
terhadap perempuan.

C. Upaya KUA dalam Pem%man Pernikahan di
Bawah Umur

F o B ERSIEAS
KABUPAI@I_AﬁUM

a. lIdentitas KUA

Nama KUA INDONE(&II\A Bantul

\

Alamat Komp. Jamasba JI. Agus
Salim 9 Bantul

Kode Pos s 53711

No. Telepon 1 (0274) 4537980

E-mail : kuabantul@g.mail.com
Tahun Berdiri ;1961

Status Tanah : Sultan Ground

"' Laporan Model A (Data Urusan Agama Islam) KUA Kecamatan Bantul
untuk Tahun 2014 - 2016, Laporan Model F1 (Daftar Laporan Perincian NTCR)
KUA Kecamatan Bantul untuk Tahun 2014 - 2016 dan Bantul Dalam Angka Tahun
2015, BPS Kabupaten Bantul (Yogyakarta: BPS, 2015), hlm. 146-147, 154.
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Status Bangunan : Milik Kementerian Agama
Dibangun pertama pada : Tahun 1961
Prestasi yang pernah diraib : Juara 11 KUA

Percontohan tahun 2001

Kondisi Wilayah

1) Kondisi Geografis
Kecamatan Bantul memiliki batas-batas wilayah
sebagai berikut:

a) Sebelah Utara : Kecamatan Sewon

b) Sebelah Timur : Kecamatan Jetis

¢) Sebelah Selatan : Kecamatan

Bambang]| WrbSLAM

d) Sebela Kecamatan Pajangan
2) Komposisj/Wilayah

Kecamataft] irnd desa yaitu :

a) Desa Patbap

LXNi‘EZEIiQSWAs

3) Data Pe Agama

No. | gama Jumlah Jiwa

INDGHNm STAT 60757

2 Agama Kristen 876

3 Agama Katholik 2.325

4 Agama Hindu 9

5 Agama Buddha 3

6 Lainnya 1

Jumlah 64.167

4) Data Tempat Ibadah
No. Agama Jumlah Jiwa
1 Masjid 11
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2 Musholla 106
3 Gereja Kristen 1
4 Gereja Katholik 2
5 Kapel 1

Jumlah 221

5) Data Peristiwa Nikah dan Nikah Bawah Umur

No. | Tahun Nikah  |Nikah Bawah Umur
1 2014 455 8
2 2015 rl—qﬁ%m 4
3| 2016 [P 378 4 3
=
- > vl O
Visi dan Misi KUA Kgc z
1) Visi = "
Menjadi Kantor|®Jr yang profesional

dalam administ@ﬂ%ﬁ&@} dalam keuangan,

memuaskan dan pelayanan

2) Misi g) R$ ‘!‘
a) Professiona am mengelola administrasi

b) Transparan

Metods ol NI ?SNE@TK'

Melayani dengan scpenuh hati

Kegiatan Unggulan

1)Bidang pelayanan masyarakat dengan memberikan
layanan cepat, akurat dan memikat

2)Bidang organisasi keagamaan dengan
mengoptimalkan organisasi yang telah ada, yaitu
Badan Amil Zakat (BAZ)

3) Bidang wakaf
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2. Profil Pasangan Calon Pengantin Bawah Umur di KUA
Kecamatan Bantul Tahun 2014 - 2016

Penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan
Bantul untuk mendapatkan data pasangan calon pengantin
di bawah umur. Pada tahun 2014, dari 455 peristiwa nikah,
terdapat 8 peristiwa pernikahan dari pasangan pengantin di
bawah umur (1,76 %). Dari 8 peristiwa tersebut, 5
pengantin putranya masih di bawah umur dan 3 orang
berumur 19 -21 tahun, sedang pengantin putri yang masih
di bawah umur ada 2 orang dan sudah cukup umur namun
masih sangat muda ada 6 orang, tetapi masih di bawah usia
pengantin yang keduanya
masnh di bawah E‘nur : % ada tahun 2015, terdapat 4
elib pengantin di bawah umur

dari 405 peristiwa %). Perinciannya, dari 4

peristiwa terseb Eada ngéﬁ in putra yang masuk dalam
kategori di ba anya 1 yang sudah cukup
umur dan berus,tazb edang dari pengantin putri

tidak ada yani masih di bawah umur , namun masuk dalam

kate@N‘a ERIS‘I]TI’TA‘SCI‘USI& 17 - 20
tahun dari in patriy S dang pada tahun 2016,
terdapat 3 pejtsit—y tkan calon pengantin di
bawah gq mkah (0,79  %,.
Perinciannya, peristiwa tersebut ada 2 pengantin

putra yang masuk dalam kategori di bawah umur dan hanya
I yang sudah cukup umur dan berusia 26 tahun, sedang dari
pengantin putri hanya ada | yang masih di bawah umur ,
dan yang masuk dalam kategori sudah cukup umur dan
masih berusia 16 — 18 tahun dari pengantin putri ada 2
orang. Berikut ini tabelnya:
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Tabel 1
Data Peristiwa Nikah di Bawah Umur 2014 - 2016
Di Bawah Umur Jumlah
No Tahun Jeniig Pria Wanit: Keduanya Peristiw Hevsentasy
i Nikﬂh Tl anita Yy . (%)
1 2014 455 6 3 1 8 1.76
2 2015 405 4 - - 4 0,99
3 2016 378 2 | - 3 0,79
Jumlah 1.238 12 4 1 15 1,21
Sumber: Data Lapora i’lKU an Bantul
(_
0
Apabila dijumlahkan|{se ah.un dari 2014 - 2016
terdapat 15 peristiwa nika pengantm di bawah
umur dari keseluruhan 1238 ah (0,015 %). Bila

diperinci lebih lanjut, 15 pe@iﬂ%@}sebut melibatkan 16

orang calon pengantin di bawah umur. Perinciannya terdapat 1

peristiwa yang W g g ﬁ wanita)
sama-sama di bawah umur edang n pada peristiwa

lainnya, hanya salah satu l&l& g masih di bawah

umur.
Berdasarkan tlmmaﬁlﬁibaca dari 15

pasang pengantin di bawah umur terlihat bahwa calon pengantin
berjenis kelamin pria mendominasi daftar di bawah umur
dengan total 12 orang. Terdiri dari 11 pria yang berpasangan
dengan wanita yang sudah cukup umur dan 1 pria yang
berpasangan dengan wanita yang juga di bawah umur.
Sedangkan calon pengantin wanita hanya terdapat 3 orang
wanita yang berpasangan dengan pria yang sudah cukup umur
dan hanya ada 1 wanita yang berpasangan dengan pria yang juga

masih di bawah umur.
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Adapun Profil calon pengantin di bawah umur yang ada di
wilayah Kecamatan Bantul dapat kita paparkan sebagai berikut

a. Usia Saat Menikah
Mengenai profil usia saat menikah, Penulis
menampilkan usia calon pengantin di bawah umur dan

pasangannya.
Tabel 2
Umur Pasangan Calon Pengantin di Bawah Umur Saat
Menikah
20 A M 2015 2016
o RO PHZ | Wagita | Prial | Wanita | Pria | Wanita
1 | Kurang 16 tahun = O - - 1
2 16-18 tahun b 2 2 2
3 19-21 tahun S Al 2 - -
4 22-25 tahun -z z - - -
5 26-30 tahun - = -
Jumlah e [[IB~] 1] T 4 3 3

QLSRR T AR e

Tabel diI&IﬁﬁuM bahwa dari 15 peristiwa
nikah di_bawah umur dari 2014 - 2016 terdapat 12 calon
pengantilipqa QNEJé\I‘Aa terbanyak masuk
dalam interval usia 16-18 tahun, yaitu 12 orang. Hanya ada
2 calon pengantin pria yang berusia 19-21 tahun.
Sedangkan untuk calon pengantin wanita di bawah umur
ada 4 orang, selainnya ada 8 orang pada usia 16-18 tahun,
tapi masih di bawah 19 tahun.

Selain harus mengikuti sidang dispensasi nikah
karena kurang umur di Pengadilan Agama setempat,
mereka juga termasuk calon pengantin yang dikenai syarat
harus mendapat izin/persetujuan kedua orang tua (Model

N5) karena masih berusia di bawah 21 tahun sebagaimana
diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. I Tahun 1974
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tentang Perkawinan. Berdasarkan profil usia calon
pengantin di bawah umur dan pasangannya, dapat diketahui
bahwa usia mereka masih sangat muda, yang identik
dengan belum siapnya mental dan fisik untuk menanggung
beban hidup yang berat.
b. Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang memiliki peran penting
untuk  mengetahui latar belakang seseorang. Untuk
memfokuskan penelitian, Penulis akan menampilkan data
pendidikan terakhir calon pengantin di bawah umur dan

pasangannya tanpa menPﬂda.kan,i.ﬁnj%kelamin dalam tabel
berikut : %) ShAM

Pendidikan Pasangar in di Bawah Umur

; 549 ¢ Pasangannya
Tingkat Pendidikan ( (Sudah Cukup Umur)
Buta huruf RO AT o -
Tamat SD/sederajat S DIBE I 1

Tamat SLTP/sederajat

10
Tamat SLTA/seler ER S m_s——

| d=| || —

Tamat Akademi/Sarjana N

Jumlah ISLEANA 4

Sumber: Mm N,E&ABantul

Data tabel di atas menunjukkan calon pengantin di
bawah umur berjumlah lebih banyak daripada pasangannya
yang sudah cukup umur karena 1 peristiwa nikah di bawah
umur melibatkan 1 pasang mempelai yang sama-sama di
bawah umur. Sedang 14 peristiwa lainnya hanya salah satu
mempelai yang di bawah umur.

Tingkat pendidikan paling banyak bagi calon
pengantin di bawah umur yang pasangannya sudah cukup
umur adalah SLTP, yaitu 9 orang, kemudian tamatan SD
ada | orang, dan SLTA 4 orang. Hal ini menunjukkan
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bahwa calon pengantin di bawah umur relatif memiliki
pendidikan lebih rendah daripada pasangannya yang sudah
cukup umur.

Selanjutnya apabila dilihat dari tingkat pendidikan,
bagi calon pengantin di bawah umur dan pasangannya,
tingkat pendidikan terbanyak adalah SLTP sebanyak 10
orang, SD 3 orang, dan SLTA 3 orang. Ini menunjukkan
tingkat pendidikan pasangan calon pengantin yang relatif
rendah.

c. Pekerjaan

Sebagaimana tingkat pendidikan, Penulis akan

menampilkan d a ekerjaan alen pengantin di bawah

umur dan pasa gnny anpaz embedakan jenis kelamin
dalam tabel berikut. a 0
|4
Pekerjaan Pa %nga P¢ngantin di Bawah Umur
" : — intin Pasangannya
No. Jenis Pekerjaan J,(U‘mﬁ Flmur | (Sudah Cukup Umu)
1 Petani - -
2 | Buruh J — C 4
oIV ERSITAS —
4 | Wiraswasta A AA .
5 | Swasta -
6 | TNI/POLRI | -
7 | PNS - g b -
8 | Belum bekerja/Pelajar 8 11
Jumlah 15 15

Sumber: Data Laporan KUA Kecamatan Bantul

Pengantin di bawah umur paling banyak bekerja
sebagai buruh, yaitu 4 orang, belum bekerja 8 orang dan 3
orang bekerja di sektor swasta. Sedangkan pasangannya
yang sudah cukup umur terbanyak belum bekerja 11 orang,
dan 2 orang bekerja sebagai buruh
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Data di atas menunjukkan bahwa dari sejumlah 15
peristiwa perkawinan di bawah umur yang telah terlaksana
di KUA Kecamatan Bantul mayoritas pengantin di bawah
umur dan pasangannya belum bekerja sejumlah 19 orang.
Kemudian ada 3 orang yang bekerja sebagai swasta, dan
buruh 8 orang. Banyaknya calon pengantin yang belum
bekerja menunjukkan bahwa secara psikhologis, mental dan
finansial mereka belum mandiri atau belum siap.

d. Alasan Menikah di Bawah Umur

Calon pengantin di bawah umur dapat melaksanakan
pernikahan setelah 2 endapat izin dari
Pengadilan Agama LAN}\’eée apan Permohonan
Dispensasi pelaksanaa mk ifka@bgnaduurang umur..

Alasan calon -.:. Ay .-v'= di bawah umur
dapat diteliti melalui a gisi' man'("j’nctapan Pengadilan

dalam salinan penetap%}@]askan pemmbangan
duduk perkara dan hukumnya sehingga Pengadilan Agama
memberika si nikah di
bawah ummy ER&IA gngadzlan
Agama ISLAM
INDGINESIA

Alasan Menikah di Bawah Umur
Menurut Penetapan Pengadilan Agama

No. Alasan Menikah di Bawah Umur Pria | Wanita
I | Sudah terlanjur hamil - 15
5 Menghamili dan siap bertanggung 5 )
jawab

Alasan tambahan :
Saling mencintai, berhubungan sangat - -
erat, dan khawatir terjadi mudharat

Jumlah 15 15
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Sumber: Data Laporan KUA Kecamatan Bantul
Tabel di atas menunjukkan bahwa 15 wanita di
bawah umur semuanya beralasan sudah terlanjur hamil,
sehingga harus menikah. Sedangkan dari 15 orang pria di
bawah umur, seluruhnya terpaksa menikah karena
menghamili dan siap bertanggung jawab. Adapun yang
bukan karena menghamili, namun karena sudah saling
mencintai, berhubungan sangat erat dan dikhawatirkan
terjadi mudharat bila tidak segera dinikahkan tidak ada.
Secara keseluruhan, alasan mengapa seseorang yang masih
di bawah umur unt&hlmemk adalah faktor terjadinya
kehamilan yanf_tt:dz“ng%l an, baik dari pihak pria
maupun wanita
3. Peran KUA Kec:
Pembinaan Pra Ni
Bawah Umur

Salah sa@ﬁmngM@arus dijalankan oleh Kantor
Urusan Agam wKUA adalah melaksanakan pelayanan
blmbl b nA arga sakinah.'?

Hal ini bukan a esyatu yang mudah, sebab
keluarga sakina Slgth tidak hanya sekedar slogan.
Keluarga pengertian sebagai
keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu
memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan
seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota
keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta
mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-
nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia."”

"> peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 39 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Pasal 2 poin c.

" Keputusan Dircktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan
Haji Nomor D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan
Keluarga Sakinah, Pasal 3.
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Fungsi pelayanan bimbingan keluarga sakinah ini
menurut kebijakan Kementerian Agama yang tertuang dalam
Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
dan Urusan Haji Nomor D/71/1999" meliputi banyak aspek
dalam keluarga dan berlangsung semenjak pra nikah hingga
pascanikah. Namun secara khusus, salah satu tujuannya
adalah membina calon pengantin agar memiliki pengetahuan
dan kesiapan secara fisik dan mental dalam memasuki
jenjang perkawinan, sehingga dapat membangun keluarga
yang sakinah."
kesiapan bagi calon
pengantin sangat penti itk me hadapi kehidupan
berkeluarga. Sayangnya, be i i
Memang saat ini banyak @ muat panduan atau
bekal berumah tangga
pengantin sempat dan baganya. Di sini KUA

Kecamatan  Bantul Y strategis  untuk
memberikan bekal kare:{;ﬂﬂ “ﬂﬁqﬂp}engantin yang akan
menikah pasti V Etp Bantul.
Sebelum memn E@gjc Agtul bisa
memberikan bekal kep onp

KUA Kecamatan selama ini telah melakukan
pembekalan kepallNNEe&alsMepada calon
pengantin di bawah umur beserta pasangannya. Pembekalan
tersebut dilakukan oleh Penghulu dan Penyuluh pada saat
calon pengantin mendaftarkan rencana pelaksanaan nikahnya

di KUA Kecamatan Bantul atau hari lain yang disepakati
oleh calon pengantin'’. Ada dua metode yang digunakan

" Ibid

" Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan
Haji Nomor D/71/1999.

'* Wawancara dengan Drs. Daihari, MSI, Kepala KU.A Kecamatan Bantul,
di Bantul, Rabu, tanggal 17 Mei 2017.

"7 Wawancara dengan Achmad Rois Wizda, SHI, Penghulu Pertama KUA
Kecamatan Bantul, di Bantul, Rabu, tanggal 17 Mei 2017.
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KUA Kecamatan Bantul dalam melakukan pembinaan bagi
calon pengantin di bawah umur dan pasangannya, yaitu :
a. Bimbingan dan Pembekalan Metode Klasikal
Bimbingan dan pembekalan metode klasikal
dilakukan secara berkala. Saat ini di KUA Kecamatan
Bantul untuk bimbingan klasikal dilakukan sebanyak
empat kali dalam setahun (setiap triwulan) selama
setengah hari (dari pagi hingga siang). Kegiatan ini
sekarang dinamai Pembinaan Calon Pengantin atau
dikenal sebagai Kursus Calon Pengantin (Suscatin).
Peserta kegiatan ini adalah para calon pengantin yang

umur. Tuju r : on pengantin memperoleh
bekal yang &n sehingga dapat mengetahui tujuan
pernikahan - syariat’dan peraturan perundangan,
memahami hak setelah menjadi

suami/istri, é‘”’”ﬂiﬁé‘g‘éjﬂ@kntal dan fisik, memiliki

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan Keluarga

B@N!VE %%I ‘ﬁﬁr@ memecahkan

masalah.

DaplSLlurAlMctode ini tidak hanya
dikh m ‘Nﬁ tin di bawah umur,
tetapi'Kep sg % yang mendaftar di
KUA Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul.

Secara terperinci, metode klasikal dapat diurai
dalam beberapa hal berikut :

1) Penyelenggara
Penyelenggara kegiatan bimbingan dan pembekalan
bagi calon pengantin adalah KUA dan Badan
Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan
(BP4) Kecamatan. Hanya saja peran BP4 dirangkap

" Wawancara dengan Drs. Dalhari, MSI, Kepala ....... .
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oleh Kepala KUA dan Penghulu, sebab untuk
melibatkan tokoh masyarakat secara aktif terkendala
kesibukan para tokoh masyarakat."
a) Peserta
Peserta kegiatan pembekalan keluarga sakinah
adalah calon pengantin yang sudah mendaftarkan
pernikahannya di KUA Kecamatan Bantul,
termasuk calon pengantin di bawah umur.
Karena dilaksanakan setiap triwulan, banyak di

antara peserta ketika mengikuti
pembinaan/pe ini sudah
melangsungKan Aﬁh?ﬁ{?f\(ahuklbat rentang waktu
dari  pend ffara aIU menuju  kegiatan

pembekalan
nikah.”’

ibgr ding menuju jadwal

dbkan tujuan awal
menyiapkan @kﬂ}m pengantm menjadi
tidak relevanKarena banyaK peserta yang sudah
Pa E .alan ntin di
LRIV ERSHAS

b) Narasumb !-r M)
Narasumber alam  pembinaan/pembekalan

metoliNNE&l’ wal Pencatat

Nikah/Penghulu, dokter dari Puskesmas Bantul |
maupun II, dan Penyuluh Keluarga Berencana
yang berkedudukan di Kecamatan.”'

c) Materi
Materi pembekalan dan bimbingan keluarga
sakinah di KUA Kecamatan Bantul meliputi dua
kelompok dari tiga kelompok materi yang

19 .

Ibid
*" Wawancara dengan Sri Baryani, Staf KUA Kecamatan Baniul, di
Bantul, Rabu, tanggal 17 Mei 2017.

*' Wawancara dengan Drs. Dalhari, MSI, Kepala .....
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ditentukan dalam Peraturan Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor
DJ.11/542 Tahun 2013.* Dua kelompok tersebut
adalah kelompok dasar dan kelompok inti.
Kelompok dasar meliputi materi Peraturan
Perundangan  tentang  Perkawinan  serta
Pembinaan Keluarga dan Hukum Munakahat.
Sedang kelompok inti meliputi pelaksanaan
fungsi-fungsi keluarga, seperti fungsi reproduksi,
agama, kasih sayang dan afeksi.

73
kelompok bu% diimplementasikan dalam
beberga hatért sebagdai berikut:

an menurut Islam. Materi ini
\an~/nikah, syarat-syarat dan
rukun-rukun nikah, kewajiban dan hak suami-

U NI A el &odarbadtanSebagainya.

(2) R an Pgrundangan
ﬁlﬂé%ﬂ calon  pengantin

IN ®N$ %IATahun 1974 tentang
erkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
sebagai peraturan hukum Islam tertulis di
Indonesia. Materi ini ditekankan pada syarat
dan rukun perkawinan yang berlaku di
Indonesia, pentingnya pencatatan nikah, serta
hak dan kewajiban suami-istri.

(3) Kesehatan Reproduksi dan Keluarga
Materi yang disampaikan narasumber dari

Puskesmas ini  bertujuan  memberikan
pemahaman bagi calon pengantin agar

** pasal 8 ayat (1).
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mengetahui  hak-hak reproduksi  wanita,
persiapan  sebelum  memutuskan  untuk
memiliki anak, bereproduksi secara sehat
tanpa risiko, serta menjaga kehamilan. Di
samping itu, ada pengetahuan tentang
kesehatan keluarga, meliputi pemenuhan gizi
dan gaya hidup sehat.

(4) Manajemen Rumah Tangga dan Keluarga
Berencana
Tujuan materi ini supaya calon pengantin
mendapatkgn—informasi_dan bekal mengenai
manajemé¢m) }ﬁhﬁMtana, meliputi cara

g
mengatur| & memecahkan

permasald han
w

anak seca gtcre
z

Sedangkalc  uyb ateri  penunjang
sebagaim%ﬂw dalam Peraturan
Dirjen di afas'me iputi Pre Test dan Post Test
i jp&se itea karena
U ERSITA
o veode  |S| AN

Metode yang digunakan adalah ceramah atau

u
presenl NE &JaAwnggunakan

alat peraga semisal layar proyektor. Kemudian
dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab.

e) Pembiayaan
Sumber kegiatan pembiayaan ini berasal dari
APBN yang disalurkan dalam bentuk dana Biaya
Operasional  Penyelenggaraan (BOP) KUA.

engatur kelahiran

* Wawancara dengan Sri Baryani, Staf........
* Wawancara dengan Drs. Dalhari, MSI, Kepala, ....... .
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Alokasi biaya meliputi honor narasumber, honor
panitia, hidangan dan alat tulis untuk peserta.”

Penerapan metode klasikal bagi calon pengantin di
bawah umur mengandung beberapa kelebihan dan
kekurangan. Kelebihannya antara lain calon pengantin
mendapat berbagai materi sebagaimana ditentukan dalam
Peraturan Dirjen Bimas Islam dari narasumber yang
kompeten di bidangnya.

Namun, ada beberapa kekurangan dari metode
klasikal, yaitu calon pengantin di bawah umur dengan tingkat
pendidikan terbanyak yang masih rendah (SLTP) kurang
atdfil-Sebagian pengantin di bawah umur
i w adnjalani akad nikah, artinya

kalan pra nikah menjadi tidak
: @fima, sangat umum dan belum
nsikologis, padahal calon

efektif menyerap j

menyentuh  sisi
pengantin di bawalr:
penyebab menikah“td

dengan sisi psikologis.

U SRS T e meode
klasikal, KUA %mmﬁ Bantul juga mengadakan
bimbingan dan Aédsintensif.

b. Bimbingwamqﬁﬁfﬂtensif
Bimbingan dan pembekalan metode intensif di KUA

Kecamatan Bantul hanya diberikan kepada calon pengantin
di bawah umur. Disebut intensif karena dilakukan secara
mendalam kepada tiap pasang calon pengantin. Faktor yang
melatarbelakanginya adalah karena kurang efektifnya metode
klasikal bagi calon pengantin di bawah umur yang relatif
memiliki “kebutuhan khusus”.*® Berikut uraian mengenai
bimbingan dan pembekalan metode intensif.

th=umur yang erat kaitannya

» Wawancara dengan Karsan, Staf KUA Kecamatan Bantul, di Bantul,
Rabu, tanggal 17 Mei 2017.
* Wawancara dengan Drs. Dalhari, MSI, Kepala .........
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Penyelenggara/Narasumber

Pembekalan intensif ini diselenggarakan oleh KUA
Kecamatan Bantul, dalam hal ini Pegawai Pencatat
Nikah (PPN) dan Penghulu sekaligus sebagai
narasumber/pemateri.

Peserta

Calon pengantin di bawah umur beserta pasangannya
dan wali nikah adalah peserta kegiatan ini. Maksud dan
tujuannya agar mereka mendapat bekal yang memadai.
Materi

Materi yang disampaikan bagi calon pengantin di bawah
umur lebih diteka r{SLp%M lateri  yang belum
disampaikan pada pélbe m% de klasxkal Materl

Calon pengantin satan J ] ’lngenai tujuan nikah
men n, pegundangan.
Matﬁﬂlﬁﬁ&iﬂf&)gs calon
pengantin bel tA e punyal tujuan dan
niat yang mantap. Ll- erpaksa menikah akibat
hamil at}N@}@NElslﬂn pengantin
belum merumuskan niat dan tujuan secara jelas.
Mereka sekadar menjalani garis kehidupan yang saat
ini mau tidak mau harus dijalani. Selain itu, tidak
semua calon pengantin di bawah umur ini saling
mencintai pasangannya, karena tidak sedikit di
antara mereka terpaksa menikah karena faktor
kehamilan  yang tidak  diinginkan  setelah
berhubungan intim tanpa dasar saling cinta dan

hanya karena birahi semata.
b) Kesiapan Mental dan Rohani Membangun Keluarga
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Profil calon pengantin di bawah umur beserta
pasangannya yang berusia relatif muda (di bawah 21
tahun) perlu dibekali materi tentang kesiapan
menyandang status dan tanggung jawab baru sebagai
suami-istri. Hal ini dimaksudkan agar calon
pengantin tidak kaget ketika menemukan dunia yang
berbeda ketika memasuki status baru. Sehingga
mereka siap secara mental dan rohani membangun
keluarga yang berkualitas.
¢) Tanggung Jawab Sosial
Materi tanggung jawab sosial ini diberikan karena

setelah nxm}g ST atus baru, mau tidak mau

sosial, le gyayang orang tuanya. Mulai
dari le alf | mereka dituntut  siap
bersosial an Orang tua maupun mertua.
Pada levelm *hadiran keluarga baru mau

tidak maﬁfﬁj ‘@Lta baru masyarakat, meski
di bawah umur. Materi ini membekali calon

Upimbi N/ B o, Stk kage
melaks an wab dan peran mereka di
tengah %Tukﬁ\ H

! {l\’!mm Qmﬁ&!m%\pengantin di bawah

umur adalah wiraswasta, kemudian disusul mereka
yang belum memiliki pekerjaan. Tentu untuk dapat
langsung mandiri secara ekonomi, calon pengantin di
bawah umur masih kesulitan. Materi ini diberikan
dengan tujuan untuk membangun kesadaran dan
mendorong tekad serta optimisme mereka untuk
perlahan mandiri secara ekonomi dengan mencari
pekerjaan bagi yang belum bekerja, maupun mencari
tambahan penghasilan agar ekonomi meningkat.
e) Perencanaan Rumah Tangga
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Banyak hubungan suami-istri berakhir karena hal
sepele, rumah tangga mereka dibangun rapuh tanpa
dasar perencanaan. Materi ini menginformasikan
kepada mereka bahwa perencanaan adalah suatu hal
yang penting, ibarat pondasi sebuah rumah. Mereka
dikenalkan bagaimana merencanakan sesuatu mulai
dari prioritas yang harus dihadapi, semisal setelah
menikah akan tinggal di mana, akan bekerja di sektor
apa, apakah akan melanjutkan pendidikan yang
tertunda, bagalmana caranya agar bisa menabung

f) Komumkasl dan anajemen

KQ flik

1 cndan pasangan ketika
oj\u genting, berkomunikasi

untuk menai w antarpasangan,
berkomunikasi keﬂa sedang emosi, berkomunikasi

b SHEERARI TR, e

materi ini, ﬁMdi bawah umur
dikenalkan bagaimana mengelola konflik menjadi
energi pl) I JN& terjadi tidak
semakin besar dan menyebabkan disharmoni.
g) Kesehatan Ibu dan Anak

Meskipun materi ini sudah disampaikan pada
pembekalan metode klasikal, namun diberikan lagi
dengan penekanan pada aspek ajaran agama dan
psikologis.  Terlebih kepada pasangan calon

meinbahas hal gmn

pengantin dengan problem kehamilan yang tidak
diinginkan. Karena salah satu faktor tingginya angka
kematian ibu dan bayi adalah orang tua bayi enggan
merawat akibat kehamilan tidak diinginkan. Kepada
mereka disarankan untuk menjaga kandungan



92

dengan baik agar persalinannya lancar serta anaknya
lahir dengan kondisi sehat, tidak termasuk Berat
Bayi Lahir Rendah (BBLR) maupun kekurangan
Asam Folat.
Materi ini diberikan oleh PPN/Penghulu berdasarkan
informasi dari dokter Puskesmas.
h) Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Materi ini disampaikan agar calon pengantin di
bawah umur yang masih memiliki emosi relatif labil
mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan
kekerasan terhadap pasangan maupun anaknya, baik
secara ve l,'ﬁs'rﬁ,"ﬁmp al maupun seksual.

;, sedang bertransisi menjadi
ngan luapan emosi dan
. Namun, didorong untuk

e u ng keluarga yang

iklES ﬁrslrsﬁ kesadarannya
agar m a Wa yang lain supaya tidak
menika Wah uiur

i 'VINDONESIA

Metode yang digunakan adalah PPN/Penghulu
bertatap muka lebih duiu dengan pasangan di bawah
umur secara bergantian/bergilir; mulai dari calon pria,
kemudian calon wanita, di ruang yang terjaga
privasinya. Tatap muka ini dimaksudkan agar
PPN/Penghulu mendapat informasi dari masing-
masing calon mengenai perasaan, pemikiran, dan
permasalahan seputar rencana pernikahan mereka.

Tatap muka penggalian informasi ini dilakukan

7 Wawancara dengan Karomatun Nafi’ah, Penyuluh Agama Islam KUA
Kecamatan Bantul, di Bantul, tanggal 17 Mei 2017.
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menyentuh sisi afektif, dari hati ke hati supaya
informasi yang didapat adalah informasi yang valid
dan berangkat dari kejujuran.

Kemudian kedua calon pengantin dipertemukan,
diberikan penasihatan bersumber dari materi-materi
di atas dengan menyentuh sisi afektif mereka disertai
motivasi, agar mereka tidak merasa sedang dinasihati.
Alur penasihatan ini juga dua arah. PPN/Penghulu
sesekali melempar “umpan™ kepada calon pengantin,
baik pria maupun wanita. Ketlka ‘umpan balik™ dari
pria tidak sinkron nita atau sebaliknya,
PPN/Penghulu ZResempatan kepada
keduanya untuk hannya. Pada akhir
sesi, PPN/Pengh gx kesempatan kepada

calon pengantin Dtuk an hal-hal apa saja.
Sesi berikutnya, wali ailg tua dipertemukan
dengan kedua caléu ] ada sesi ini, orang

tua dlmotwasx agar tu eyakmarmya bahwa si
o Mﬁﬁ‘ﬁl LR o
oran <i anak.
k) Pembiayaan ISI_AM
Kegiatan ini tidak dibiayai karena narasumbernya
adalah PlI h?iﬁ miliki tugas
dan fungsi melakukan pelayanan bimbingan keluarga
sakinah. Lokasi kegiatan ini juga dilaksanakan di area
Kantor Urusan Agama dengan memanfaatkan Balai
Nikah ataupun ruang Kepala KUA.

Dari uraian di atas, sangat jelas bahwa KUA Kecamatan
Bantul berusaha melakukan pembinaan pra nikah bagi pasangan
pengantin di bawah umur melalui metode klasikal maupun
metode intensif.
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D. Peran BP4 Kecamatan Bantul dalam Pembinaan Pasangan
Pernikahan di Bawah Umur
1. Pengertian dan Sejarah Singkat BP4

Terbentuknya Departemen Agama di Indonesia
sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Agama pertama, Prof.
H.M. Rayidi dihadapan Konferensi Jawatan Agama se-
Jawa-Madura tanggal 17 sampai dengan 18 Maret 1946,
ialah untuk memenuhi kewajiban pemerintah terhadap
pelaksanaan UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2) yang
berbunyi : “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untu U)mdﬁstel@k/\ag/ nanya masing-masing dan

beribadan menurut agay ya%a kepercayaan itu.”*®
Berdasatkan S eptitusan Presiden Nomor 45 Tahun
k O%nisasi Departemen Agama
pada saat itu adafah “Mdnjaldhkan pemerintah umum dan
i -.r.- ". Dalam pelaksanaan misi
@ , tahap demi tahap

—

Departemen gama\1e

diperlengkapilah dengan peraturan perundang-undangan
yangUN‘V séig‘EA&akan sasaran
Departemen AI; Beﬁzﬂlangkah—langkah tersebut
maka lahirlah $§1—,— ekali sesudah saat-saat
lahirnya W‘ ang-undang Nomor
22 Tahun 1946 tentang Pengawasan dan Pencatatan NTR
(Nikah, Talak dan Rujuk).”’

Tugas Departemen Agama sebagaimana tercantum
dalam undang-undang tersebut hanya mengawasi dan
mencacat peristiwa pernikahan, talak dan rujuk saja, tidak
termasuk bagaimana upaya untuk memelihara dan menjaga

kelestarian pernikahan yang telah dilaksanakan oleh
masyarakat, sehingga hal itu terserah masing-masing

** Amidan, Departemen Agama 36 Tahun, BP4 22 Tohun Semakin Kuat
Ekstistensinya, Nasehat Perkawinan, No. 116, BP4 Pusat, 30 Januari 1982, him. 6.

i, S,

= Ibid, him. 7.
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pasangan bagaimana melakukan hal tersebut. Dengan kata
lain Departemen Agama pada saat itu tidak mempunyai
tugas langsung untuk menangani dan mencarikan
pemecahannya terhadap kasus-kasus krisis keharmonisan
yang terjadi dalam keluarga.

Dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 22
Tahun 1946 dan melalui proses pemantapan pengawasan
pencatatan NTR, lairlah BP4 tanggal 3 Januari 1960. Hal itu
sebagai wadah kerja sama partisipatif antara pemerintah dan
masyarakat yang bertujuan penasehatan NTCR (Nikah,
Talak, Cerai, dan Rujuk), "

Menurut sejara g)elrsulﬁ{%

ya., Badan Penasehat
ercgraian adalah lahir
ng Departemen Agama
yang dlselenggarakan sampai dengan 31
Juni 1955 di Tretes. demi satu daerah-

daerah merasakan pe Wsasi ini, dan atas
prakarsa daerah- daerapfﬂnlg’ sendiri, didirikanlah Badan
Penasehat Rerkawi an cara
yang berlai”m]vmmgﬁngd

Khusus di J EaAeM Badan Penasehat
Perkwinan dan Penyelesaian Perceralan dimulai dari kota
besar BandungIN berdiri P5
singkatan  dari Panma Penasehat Perkawinan dan
Penyelesaian Perceraian. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur
dengan nama BP4. Di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
Nama BKRT singkatan dari Badan Kesejahteraan Rumah
Tangga.*

Selanjutnya berdasarkan hasil musyawarah dari
semua badan-badan penasehat perkawinan/perceraian

Perkawinan Persel isi

* Ibid, him. 7.

"' Djazuli wangsa Saputra, Sejarah Perkembangan BP4, Nasehat
Perkawinan dan Keluarga, No. 23 Tahun ke-3, BP4 Pusat, Februari 1974, him. 4.

* Ibid, him. 4.
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tersebut maka pada tanggal 3 Januari 1960 semuanya telah
menyatukan diri dalam organisasi BP4 (Badan Penasehat
Perkawinan Perselisihan dan Perceraian), suatu badan semi
resmi yang berada di bawah lingkungan Direktorat Urusan
Agama Departemen Agama, dipimpin oleh Pengurus Pusat
dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 1961 3

Memang apabila diteliti kembali awal lahirnya BP4
kita menyaksikan keadaan obyektif yang mengerikan dan
mencekam rumah tangga — rumah tangga masyarakat di
Indonesia. Fungsi-fungsi utama dalam rumah tangga tidak
berjalan sesuai dengan tujuannya. Seperti air yang tidak
an rumah tangga tidak

asi total.**

Keadaan @ rkan di atas diamati secara
: am ketika itu terutama para
pejabat Departenie % g beragama Islam dengan
meiihat kenyataam - Samma sekalitidak sesuai dengan
e yleh ajaran Islam.

Indikasi yang dapat dilihat secara_gamblang adalah
rendﬁwg%ﬁﬁﬁggiwa angka
perceraian. Pe jan yang sbegakibat terlantarnya anak-
anak baik p!ﬁﬁ@% masa depannya serta
terbelakw@@NEgiaAwanita. Pada waktu
itu angka perceraian rata-rata per tahun dari tahun 1950-
1960 mencapai 50%

H.S.M. Nasarudin Latif perna menyatakan,
sebagaimana dikutip kembali oleh H. Amida bahwa :
“Memperhatikan tingginya angka perceraian di Indonesia
jika diadakan perlombaan angka perceraian, maka

Indonesia akan menjadi juara tertinggi di dunia”.*®

¥ Ibid

* Amidan, Departemen Agama, hlm. 8.
** Ibid, him. 6.

** Ibid
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Akibat dari tingginya angka perceraian itu dan
banyak terjadi secara sewenang-sewenang terhadap kaum
wanita (para janda) sehingga hidup tersia-sia dan banyak
anak-anak terlantar, bahkan hal seperti itu dapat
mengguncangkan sendi-sendi kehidupan bngsa, juga secara
nyata menyebabkan runtuhnya kepribadian dan moral, serta
meluasnya pelacuran.

Bahwa dengan memperhatikan hasil konferensi BP4
yang pertama tanggal 3 sampai dengan 12 November 1962
di Cipayung, dan setelah mempertimbangkan pendapat-
pendapat yang hidup dalam ensi BP4 ke 2 tanggal 17
sampai dengan 20 Mei w7bs }I ﬁ'\ﬁar? dan konferensi BP4
ke 3 pada tanggal Zf ) qn 31 Mei 1973 di
Jakarta, dan setelah : g-undang Nomor 1
Tahun 1974 Peraturan ¥eme mor 9 Tahun 1975

konferensi BP4 ke s qmeg ﬂj@}sampal dengan 20
Desember 1976  di " JaKarta ~menanggap  perlu

menyempu g nr Rumah
Tangga QMY§R !b ﬁ$rubahan,
pengurangan dan pen rs an ﬁlMlnya.

Bahwa berdasar keputusan konferensi BP4 ke-4
itulah Anggaral m A Tangga ini
disempurnakan isinya, sesuai dengan irama pembangunan
bangsa dan negara tahap demi tahap, agar dapat menjadi
pedoman bagi setiap petugas BP4 untuk menunjang
pelaksanaan pembangunan.’’

Untuk itu dalam perkembangan selanjutnya setiap
konferensi BP4, maka ditetapkan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman kerja
meningkatkan misi dan visinya.

"' BP4 Pusat, Jakarta, Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No. 58, Januari
1977, him. 45.
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Berdasarkan hasil Munas BP4 XI pada tanggal 30
Juli 1998 di Jakarta sebagai penyempuenaan terhadap
Anggaran Dasar hasil Munas BP4 X pada tanggal 22 Juni
1995 di Jakarta. Maka diputuskan tentang perubahan BP4
yang cukup mendasar. Perubahan tersebut terdapat pada
pasal 1, 7 ayat (3) dan (4), 8 ayat (7) Anggaran Dasar BP4
ialah :
Pasal | : Organisasi ini bernama Badan Penasehatan
Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan disingkat BP4.
Pasal 7 :

bagai berikut :

I. PendidikanZ ke Kinah dan pengembangan
SDM. L

2. Konsultas ﬁu erkawinan.

3. Peneranga

4. Penasehatan perkawinan dan keluarga.

5. Pembinaan-thu
Usah
b) AMNJV{ERSI\TA&M desa masing-

masing tmiﬁ &wMugas korps penasehatan
perkawinan
Pasal 8 : IND @INE/%‘ ntu Pencatat leah)

karena jabatannya menjadi ketua BP4 Desa/ Kelurahan.™®

Dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar
tersebut maka peran BP4 sebatas memberi konsultan dan
berupaya mencegah perceraian meialui  penyuluhan
perkawinan, karena urusan perceraian ini memang telah
langsung ke Pengadilan Agama, pihak KUA hanya
memperoh salinan data Amar Putusan Perceraian dari
Pengadilan Agama setiap bulan.

** Hasil Musda BP4 XI, Informasi Munas BP4 XI. Laporan Tutup Tahun
BP4 Kabupaten Sleman Masa Bakti 1996-1998, him. 4.
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2. Dasar Hukum BP4
Beberapa alasan yang merupakan “background
filsafat” berdirinya BP4 dicantumkan dalam Mukkaddimah
Anggaran Dasar BP4 yaitu ada tiga hal :
Pertama, firman Allah SWT : *

o 22 0 g2 ,-,/-:li’; :lE,, ;,,,.’,g_ sy
Jar3 ) 15808 ) il (o S G Bl Zaslz (a3

‘2 =

-~ 2 ‘s
& u;,iu/}dwﬁ R VST =

1 \\r‘

dari ayat Al-Qur’an
di atas adalah harus diju steh umat Islam bahwa
“Diantara tanda-tanda dan kesempurnaan
segala takdirnya adalah [§ah ia telah menciptakan
manusia terdiri atas dua %nis i-laki dan perempuan agar
saling isi mengisi ke di dunia ini dan

menjadikannya tenteram@@“ﬁ%‘wﬁﬂi rasa kasih sayang

diantara keduanya.*’

Dari @MWER&@Aa@I suatu
pengertian bahwa man dianjurkan membentuk keluarga
dimana Allah SWT Wan wanita dalam
hubungan keketrq Allah  SWT
menumbuhkan keten mgm ng “satu dengan
yang lain. Dengan demikian “perkawinan, ketentraman, dan

rasa kasih sayang” adalah tiga serangkai yang harus tumbuh
dalam suatu perkawinan, dalam hal ini BP4 ingin memelihara

Kesimpulan yan

hidup suburnya nilai-nilai perkawinan tersebut.

Kedua, bahwa terwujudnya rumah tangga sejahtera dan
bahagia diperlukan adanya bimbingan yang terus menerus
dan tiada hentinya dari para korps penaschat perkawinan.

*Q.S. Ar Rum (30) : 21
" H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu
Kuasir, Jilid VI, Cet I (Surabaya : PT Bina I[lmu, 1990), hlm. 232.
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Ketiga, diperlukan korps penasehat perkawinan yang
berakhlaq tinggi, berbudi nurani yang bersih sehingga
mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.
3. Daerah Struktur Organisasi
Daerah Struktur BP4 sesuai denga fungsi bersifat
nasional adalah seluruh wilayah Republik Indonesia dengan
susunan yang menandakan jenjang dan tingkatan, yakni :
Pengurus Pusat di Ibu Kota Negara
Pengurus Tingkat Propinsi
Pengurus Tingkat Kabupaten/ Kotamadya
Pengurus Tingkat Kecamatan
Pengurus Ting at IlSt:sa/AKel/
Organis i ka% husat mempunyai bidang-

ahan?!

LO

aﬁ dan pengembangan sumber
0
>

awinan

Penerangan

Penelitian dan emba
rdubid l\ié §ITAS
Usaha lain *

Sedang‘c§L@ﬁMr\gkat propinsi sampai ke
desa me mml’ imana tersebut pada
ayat (2) di atas Kecuali bidang penelitian dan pengembangan
yang hanya di tingkat pusat saja.

Mulai dari BP4 Pusat sampai tingkat desa /
kelurahan di masing-masing tingkatan memiliki Petugas
Korps Penasehat Perkawinan dan Keluarga. Sedangkan
susunan kepengurusan BP4 sebagaimana tercantum dalam

Anggaran Dasar BP4 yang disyahkan pada Musyawarah
Nasional BP4 XI tanggal 30 Juli 1998 sebagaimana

oy i I

! pasal 7 ayat | Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BP4, (BP4 Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, 1998), hlm. 7.
** Ibid, Pasal 7 ayat 2, him. 8.
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penyempurnaan terhadap Anggaran Rumah Tangga hasil
Musyawarah Nasional BP4 Tahun 1995 Jakarta adalah
sebagai berikut :

I.

11,

Menteri Agama RI sebagai Penasehat BP4 Pusat,
Gubernur KDH TK. I sebagai Penasechat BP3 Propinsi,
Bupati / Walikota Madya sebagai Penasehat Kabupaten /
Kotamadya, Camat sebagai Pelindung BP4 Tingkat
Kecamatan dan Lurah / Kepala Desa sebagai Penasehat
BP4 Desa / Kelurahan.

Dirjen Bimas dan Urusan Haji dan Dirjen Binbaga Islam
sebagai Pembina BP4
Direktur Urusan Ag: malﬁll'a'xa‘n'\/bixfzi Bimas Islam dan
Urusan Haji sebagai Ke
Sekretaris Ditjen Bimds
Ketua | Bidang P E
Pengembangan Sumbiés

Direktur Pembinaan, ,\;BffL @lan Agama Islam
Direktorat Jenderal Pembinaan elembagaan Agama
Islam sew um dan
reie NIV ERSITA'S

Direktur Peneranga gL Mn dan Urusan Haji
sebagai Ketua III Bldang Penerangan.

Kepala Pusal E&Ama sebagai
Ketua IV Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Ketua V Bidang Penasehatan Perkawinan dan Keluarga
dijabat oleh Utusan Pimpinan LSM Agama yang
ditetapkan.

Ketua VI Bidang Pemilihan Ibu Teladan dijabat oleh
Utusan Pimpinan LSM Agama yang ditetapkan.

rusan Haji sebagai
arga Sakinah dan

. Ketua VII Bidang Usaha dijabat oleh orang yang

prfesuibak pada bidangnya yang ditentukan.
Kepala Subdit Pembinaan Perkawinan sebagai Sekretaris
Umum BP4 Pusat.
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12. Kepala Seksi Bantuan Subdit Pembinaan Perkawinan
sebagai Bendahara BP4 Pusat.*”

Adapun Kelanjutan susunan pengurus yang terdapat

dalam Anggaran Dasar BP4 pasal 8 ayat 3 sampai dengan 9
adalah sebagai berikut :

Ayat (3) : “Kepala Kanwil Depag, dan Pengadilan Tinggi

Agama, Kepala Kandepag serta Ketua

Pengadilan ~ Agama  Kabupaten/Kotamadya

karena jabatannya menjadi Pembina BP4 Dati I

dan Dati II. Dalam hal ini yang bersangkutan

tidak (beriigama/ Islam, Kaag Sekretariat dan

U% a atau Eselon setingkat

vangheragaly slam untuk duduk sebagai

Ayat (4) : “Kepgia Bi ) Uan Agama Islam/ Kepala

Wilayah Depa ‘ Pro insi masing-masing karena

U IR ] e s propns an

Ke 5&?& bipaan Perkawinan sebagai
Seklembe B P M

Ayat (5) : NE& Als}am / Kepala Seksi
DS}

Bimas antor Depag
Kabupaten/Kotamadya  karena  jabatannya
menjadi Ketua BP4 Kabupaten/Kotamadya dan
Kasubsi ~ Pembinaan  Perkawinan  menjadi
Sekretaris BP4 Propinsi”

Ayat (6) : “Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena
jabataninya menjadi Ketua BP4 Kecamatan™

Ayat (7) : “Pembantu Pegawai Pencata Nikah (P3N) karena
jabatannya menjadi ketua BP4 Kecamatan™

* Ibid, Pasal 8 ayat 2
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Ayat (8) : “Anggota Pengurus yang lain terdiri dari unsur
organisasi wanit, LSM Agam, tokoh agama dan
cendekiawan dari berbagai disiplin imu dan
profesi yang terkait™

Ayat (9) : “Masa bakti pengurus di semua tingkat adalah tiga
tahun dan anggota pengurus lama dapat diangkat
kembali”**

Dari penjelasan di atas penulis berkesimpulan bahwa
mengenai struktur organisasi dalam BP4 itu bersifat fleksibel
sesuai dengan tuntunan se

Tujuan BP4 seca A skan sebagai berikut
(Anggaran Dasar BP4 P 3
1. Mempertinggi mutu

2. Terwujudnya keluar%ﬁ&iﬁjﬂweka] menurut ajaran
20

Islam

3. Tcrcapal ng maju
mandiri, mMER'StTAﬁasarkan
Pancasila. ISI_AM

Tujuan pertama dapat diartikan bersifat umum vyaitu :
“Agar nilai perk j~<dgngan norma
yang sebenarnya”. Tujuan kedua bersifat lebih praktis dan
individual yaitu setiap perkawinan harus sejahtera sifatnya
dan bukan sebaliknya. Tujuan yang ketiga bersifat kompleks
yaitu apabila tujuan pertama dan kedua BP4 tersebut dapat
dilaksanakan maka seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia
ikut merasakan hasilnya.

Terwujud tujuan BP4 berkaitan erat dengan individu
masing-masing, karena tanpa adanya partisipasi aktif antara
individu tersebut tujua itu hanyalah sebuah teori. Suatu
lembaga keluarga yang berbentuk dari satu, dua, tiga dan

** Ibid, Pasal 8 ayat 3-9
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empat individu/ pribadi (dengan anak) yang masing-masing
sebagai manusia bebas dengan segala sifat dan karakternya
menjadi satu kesatuan. Dalam keadaan demikian tanpa
bimbingan dan suri teladan akan mudah melahirkan sengketa
sebagai akibat masing-masing ingin dominan / berkuasa dan
tidak mengakui pihak lain.

Untuk mencapai tujuan-tujuan sebagaimana tersebut

pada Anggaran Dasar BP4 Pasal 5, BP4 mempunyai usaha-
usaha sebagai berikut :

L.

Memberikan bimbingan dan penasihatan dan penerangan
mengenai nikah, falak, cerai dan rujuk kepada yang
melakukannys mll(sb'éé‘&%n%1 maupun kelompok.

Memberikan (—bl dan  penyuluhan UU
Perkawinan, l@k a%hat, UU Peradilan Agama,

Kompilasi ngm am wan hal-hal lain berkaitan
dengan keluaria

Memberikan ,
perkawinan, ﬁ rga J(JJan ‘
M%IYERﬁJ Irﬁ§raian poligami

yang tidak W, b pernikahan di bawah
umur dan pernikahan d1 bawah tangan.
BekeqNE:&llﬂaoa dan organisasi
yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di
luar negeri.

Menerbitkan majalah perkawinan dan buku keluarga,
brosur dan penerbitan lain yang dianggap perlu.
Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran
diskusi seniman dan kegiatan-kegiatan sejenis yang
berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
Menyelenggarakan  pendidikan ~ keluarga  untuk
peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai
keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam
rangka membina keluarga sakinah.

m  mengatasi masalah
erselisihan rumah tangga
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9. Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang
bertujuan membina keluarga sehat dan sakinah.

10. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.

11. Usaha lain yang dipandang bermanfaat bagi kebahagiaan
dan kesejahteraan keluarga.®

Adapun tujuan umum BP4 (yang dimaksud di sini adalah
tujuan jangka panjang) adalah untuk mewujudkan suatu
masyarakat adil makmur yang merata, materiil dan spiritual
berdasarkan Pancasila dan pembangunan manusia seutuhnya

mencakup pembangunan__se h__masyarakat Indonesia.
Sedangkan tujuan jangk: @eﬁﬁ%%\ |a4h mempetinggi nilai
perkawinan demi ter éud tangga sejahtera
bahagia menurut tuntunapds

Dengan mengingat t sebut baik jangka
panjang maupun jangk maE dirumuskan tugas

pokoknya yang membgrika bingan dan pelayanan
kepada masyarakat meng’é" 1 upan beragama dalam
lingkungan k

Pl I ERSITAS.. o
menjelaskan program- mny, M program-program

pemerintah, dengan tidak meninggalkan asas tuntunan [slam.
Status BP4 adal i@NES u fungsinya
adalah merupakan badan perunjang dari pada tugas-tugas
Departemen Agama, dalam hal ini Direktorat Jendral
Bimbingan Masyarakat Islam. Dengan demikian apa yang
digarap oleh BP4 dan tugas-tugas yang dikerjakan oleh BP4
bukanlah tugas-tugas yang sudah ditangani oleh dinas
pemerintah, tetapi adalah garapan yang mempunyai
kekhususan tersendiri.

* Ibid, Pasal 6

* Djazuli wangsa saputra, KH. Nasehat Perkawinan Keluarga, No 42,
September 1975, him. 4.

" Ibid
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Sasaran pokok BP4 yang berupa sasaran umumnya
adalah masyarakat. Sedangkan sasaran khususnya adalah
rumah tangga, para remaja putra-putri, para ibu dan bapak
yang hendak melaksanakan pernikahan, atau rumah tangga
dan keluarga yang mengalami krisis atau problem-problem
lainnya.

Dari kedua sasaran pokok umum dan khusus tadi
maka pekerjaan yang dipilihnya adalah memberikan
penasechatan  dalam  bidang-bidang  perkawinan  dan
penyelesaian perceraian, ini berrati pula bahwa semua
permasalahan kerumah-tanggaan dan keluarga, baik berupa
probiem sebelum perkawirlzh gl upun sesudah perkawinan

Kemudian| fin cgn sasaran pokok tersebut,
BP4 mengadakan [isaha<fisgha, an ara lain sebagai berikut :
1. Memberi n@lat an :-Dnnerangan kepada yang

2. M er w wman dl ba h umur.
3. gﬁl an kesulitan-
kesulltan peIrSTm_anl&xM(:eralan menurut hukum

agama.*®

A Saf) ten Sleman dalam
usahanya mewujudkan tujuan BP4, maka menempuh melalui
3 bidang kegiatan antara lain :
1. Bidang Penasihatan Perkawinan dan Konsultasi

Keluarga: .

a. Dalam masa bakit 1996-1999 BP4 Kabupaten
Sleman  tidak  secara  langsung  inenangani
penasehatan perkawinan melainkan memantapkan
fungsi dalam melakukan pembinaan dan bimbingan
kepada BP4 Kecamata serta membentuk Korp

*® Ibid, him. 5.
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Penasehatan di semua jenjang dan konsultasi

keluarga.

Korp Penasihatan BP4 ini bertugas :

1) Mengintensifkan  penasehatan/kursus/penataran
bagi calon manten/ manten dan balita nikah.

2) Memberikan penyuluhan tentang pendidikan pra
nikah bagi remaja.

3) Memberikan penasehatan bagi pasangan suami
istri yang mengalami kegoncangan atau masalah.

Pembinaan keluarga sakinah dapat berjalan melalui

jalur Desa Binaan

berpedoman kep

1) Instruksi G
Yogyakarta
Pelaksanaan | ¥ Dﬁ Binaan Keluarga
Sakinah di |&luruhd \wilaydh Propinsi Daerah

Istimewa Yo%ﬂj@]}‘

2) Undang-undaffé’ omor I'0" Tahun 1992 tentang
Per a Pegmbangunan
LRSI ER SRS

3) Keputusan @ie_riuAa aA(KMA) Nomor 3
Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.

Mengintensifkan penasehatan bagi pasangan calon
manten dan manten baru.

Penyaluran buku NKBS bagi pasangan manten baru
dan NPK bagi Korp Penasehatan terutama di
Kecamatan.

Mengusahakan dan menyalurkan buku Pedoman
DBKS sebagai pegangan kader motivtor.
Melaksanakan penyuluhan Undang-undang Nomor |
Tahun 1974, Hukum Munakahat, Kompilasi Hukum
[slam bagi generasi muda Islam
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e. Penasechatan bagi pasangan suami istri yang
bermasalah/ problem keluarga

f. Meningkatkan kemampuan Korp Penasehatan dengan
mengadakan pembinaan

g. Mengadakan pembekalan dan pembinaan kader
motivator DBKS

h. Secara aktif kerja sama dengan instansi/lembaga
terkait.

3. Bidang pemilihan Keluarga Teladan

a. Pemilihan Ibu Teladan tahun 1997/ 1998 berpedoman

pada SK Direktorat Jendral Bimas Islam dan Urusan

Haji No. 7

b. Merekat va yang potensial melalui
program cluarga teladan

c¢. Pemilihan &)u

d. Mengadakan sil Ibu Teladan dengan BP4
Kabupate Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakawﬂlkﬂj‘@ﬁj
Memang apabila dilihat dari usaha-usaha BP4 yang

tersebuNiMERp&quc@h mendamaikan
rumah tangga dj antaga spyami istri mempunyai konflik
dalam rumah tarlmmerjadi perceraian.

5. Tugas daA%QquMESIA

Meskipun Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian
Perkawinan (BP4)
merupakan badan semi resmi, namun bukan berarti segala
usahanya tidak mempunyai dasar hukum. Operasional BP4
bertambah kuat setelah adanya KMA Nomor 30 Tahun 1977
dalam penetapan pertama menegaskan bahwa BP4 adalah
satu-satunya badan yang bergerak di bidang penasehatan

* Hasil Musda BP4 XI, Informasi Munas BP4 XI dalam Laporan Tutup
Tahun BP4 Kabupaten Bantul Periode Tahun 1996 — 1998, hlm 3-4
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perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian di
lingkungan Depag.™

Dalam pasal 28 Peraturan Menteri Agama Nomor 3
Tahun 1975 ayat (3) dan (4) menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (3)
“Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan
tentang maksud talak itu berusaha mendamaikan
kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan
kepada  Badan  Penasehat  Perkawinan  dan

Penyelesaian Perc etempat, agar kepada

suami istri dinas atlls‘llj'rft)‘u'](\hf? p rukun lagi dalam

rumah tangga” é ‘ ()

2 g O

Ayat (4) > 0
“Pengadilan Aggia ah memperhatikan hasil

h
usaha BP4 bahw@%&ﬂ U lyglal J})ihak tidak mungkin
lagi didamaikan ~dan crpendapat adanya alasan

redd M ERRITAS
A

Meskipun dalam ayat (3) tersebut hanya memakai
kata “dapat” i kelemahan
kedudukan atau peranan BP4 dalam kaitannya dengan
pelaksanaan UU Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana yang telah ditegaskan dalam penjelasan umum
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal, jadi masalah perceraian
harus sedapat mungkin dihindarkan.

Dari pembahasan pasal 28 PMA Nomor 3 Tahun 1975
pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) dapat diambil pengertian bahwa
tugas BP4 adalah berupaya memberikan penasehatan agar

** Wawancara dengan Bapak Drs. Dalhari, MSI., Kepala .....,
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sedapat mungkin mencegah timbulnya perceraian bagi

keluarga / rumah tangga suami istri yang bermasalah. Untuk

itu di dalam memberikan penasehatan sejauh mana
wewenang BP4 dapat dilihat pada Instrumen Direktorat

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Inst/D/194a

tanggal 30 November 1978 yang isinya antara lain :

. BP4 Kecamatan bertugas memberikan nasehat dan
penerangan  tentang masalah-masalah  di  sekitar
perkawinan kepada calon suami istri yang akan
melangsungkan perkawinan. Pemberian nasehat dan
penerangan tersebut dilakukan dalam jangka waktu 10
hari  setelah/” ¢aloman me pelai  memberitahukan

kehendaknya angsupgkan perkawinan kepada
Pegawai Penc Eta .
2. BP4 Kabupa emberikan nasehat dan

+apgga dan perceraian kepada
suami istri '\ keadaan konflik dan akan
melan sunikan ierceralan Penasehatan dan penerangan

le&I;TA&I sesudah yang

bersangkuta berit AL: an/, mengajukan permohonan
gugatan kep'llSlgu Ma

D1HD‘ m$lAnderal Bimbingan

Masyarakat [slam “yang tertuli atas memberikan

pengertian bahwa wewenang BP4 adalah memberikan
penasehatan dan penerangan kepada calon suami istri yang
hendak melangsungkan perkawinan dan memberikan nasehat
kepada suami istri atau rumah tangga yang mengalami
perselisihan/ konflik agar tidak terjadi suatu perceraian antara
keduanya.

Adapun salah satu tugas dan misi BP4 yang saat ini
perlu mendapat perhatian dan prioritas utama adalah
mengantisipasi dan menangguiangi kasus yang dapat

! Ibid.
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mengancam keutuhan dan ketahanan keluarga. Dengan
demikian partisipasi utama adalah mengantisipasi dan
menanggulangi kasus yang dapat mengancam keutuhan dan
ketahanan keluarga. Dengan demikian partisipasi aktif BP4
benar-benar dapat memberikan dukungan kongkrit pada
Gerakan Nasional Pembangunan Keluarga Sejahtera yang
dirancangkan oleh pemerintah. Salah satu wujud nyata dari
upaya ke arah itu adalah dengan adanya kegiatan “Pemilihan
Ibu Teladan” yang diselenggarakan BP4 mulai tingkat
kecamatan sampai tingkat nasnonal selama ini. Dlharapkan
dengan kegiatan tersebut
dan penggerak terwuju jahtera yang mampu
memenuhi kebutuhan hi dap |spiritual yang layak,
bertakwa serta memilik @u y:g\g serasi, selaras dan

0

>

seimbang.”
5. Xondisi BP4 Kecamat

Secara obyektif % Bantul merupakan
bagian dari Kantor Urusan m Kecamatan Bantu
berada di :tjwry ﬁsj;te Bantul
dengan no telép E 4) A)S karena
merupakan bagian dari % A n antul maka semua
aktivitas BP4 dilakukan Kecamatan Bantul. Begitu
juga sarana dzl'N NE &llA oleh KUA
Kecamatan Bantul, juga merupakan sarana dan prasarana
yang dimiliki oleh BP4 Kecamatan Bantul.

BP4 Kecamatan Bantul merealisasi kinerja melayani
masyarakat KUA Kecamatan Bantul memiliki kebijakan
umum sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai
dengan ketentuan dan hukum-hukum yang berlaku.

b. Peningkatan kualitas kinerja KUA yang sistematis, efektif,
efesien dan profesional.

2 Musyawarah Nasional BP4 X, Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No
217, BP4 Pusat, Juli 1995, him. 17
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Peningkatan kualitas keluarga sakinah yang bercirikan
pada keimanan, ketaqwaan, kemandirian dan ketahanan
keluarga dalam membangun rumah tangganya menuju
keluarga yang utuh, bahagia dan sejahtera lahir maupun
batin.

Membangun semangat kemitraan dan silaturahmi, baik
dengan instansi lintas sektoral, badan semi resmi KUA,
LSM, Organisasi Sosial Kemasyarakatan/Keagamaan
maupun dengan masyarakat secara langsung.

Adapun strategi yang diterapkan dalam pelayanan kepada
masyarakat adalah :

Paocos

Pendekatan Y
Pendekatan Soks
Pendekatan Je

Salah satuul v @Jg dapat dijadikan indikator
tingkat kemajuan atau keberhasilan suatu organisasi

a&l}NlM ER&SHHAS antara ciri-ciri
organisasi baik ad‘KA adanya kerjasama yang
kompak, tel$lhm$ 18 antara orang-orang yang
terlibat)e fsagh, Sistem yang teratur
dan terencana tersebut merupaa struktur organisasi
yang mempunyai hubungan kerjasama orang-orang yang
sesuai dengan tugasnya masing-masing yang telah
ditetapkan, diatur serta disusun, sehingga merupakan
suatu kerangka atau pola yang stabil, dinamis dan
berkesinambungan.

Struktur organisasi KUA Kecamatan Bantul
bersifat fungsional, pembagian tugas didasarkan pada
adanya fungsi dan pemerataan kerja. Artinya setiap
personil berkewajiban melaksanakan tugas masing-

% Wawancara dengan Bapak Dalhari, MSI, Kepala ...............
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masing sesuai dengan fungsinya dan bertanggung jawab
kepada Kepala KUA. Adapun struktur organisasi KUA
Kecamatan Bantul sebagai berikut :

Bagan 1

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bantul

PENYULUH
Karomatun Nafi'ah, S.Ag

KEPALA
Drs. Dalhari, MSi

PENYULUH
Abdul Gofur, 5.Ag, MSI

PENGHULU PENGHULU MASFWAECE AN mgnu DOKTIK II

A. Mahfuzh, S.Ag | [A.Rois Wizda, SHI Kéisan ﬂnanti Mujiyono
‘:I U

P3N DESA @D O| p3nDEsA
z
L
. = 0
Sebagai lembaga meripakan bagian dari

KUA Kecamatan Bantul{ (make(B
juga memiliki strukturJ'(L)’rgamszisi yang diharapkan dapat

or ren e IR R ST

BP4 ini sebagian

seperti pada

24 Kecamatan Bantul

kan oleh
ganisasi

n@ik_an A]M KUA Kecamatan

Bantul dengan beberapa tambahan dari unsur masyarakat

e besii) N

Bagan 2

ESIA

Struktur Organisasi BP4 Kecamatan Bantul

Ketua BP4
Hj. Siti Rohmah

Sekretaris
Karomatun Nafi'ah, S.Ag

Bendahara
Siti Mahmudah, S.Ag

Bid. Konseling
A. Mahfuzh, S.Ag

Bid Pendidikan
H. Muhyidin

Bid Kemitraan
Sri Windarti

Bid. Humas

Abdul Gafur, S.Ag, MSI

Corp Penasehat
H. Bargen

Corp Penasehat
. Rohadi

Corp Penasehatan
Hj. Siti Roikhana

119
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Kegiatan yang dilakukan BP4 Kecamatan Bantul
apabila terdapat pasangan suami istri yang berkunjung ke
BP4, yaitu memberi nasehat/penasehatan dan penerangan
tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan
perselisihan rumah tangga dan perceraian kepada
pasangan yang dalam keadaan berselisih dan bermaksud
perceraian.

. Fungsi dan Peranan BP4 se Kecamatan Bantul dalam

Memberikan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan
Sebagaimana__ diketahui bahwa jalur yang
digunakan olefy,, BP4 Afatam \melaksanakan fungsi dan
perannya  sebig a gpeningkatan  kesejahteraan
masyarakat a gl&z? dua buah jalur, yaitu
desa binaan keluarga

penasehatan  pétka
Sakinah. Dala¥bab akan menguraikan secara

riil kerja BP4 "

fungsi dan peraﬁﬁﬁﬁ =

1) Peran n Perkawinan
Umslaﬁéssan perkawinan
peran BP hlA' ngya dengan calon manten
maupun sl'ﬁ aru Mga pasangan suami istri.
BP4| N@@NESSIPA‘?’SU“‘% memberikan
penasehatan perkawinan bagi pasangan yang akan
menikah atau yang sudah menikah. Dalam prakteknya
penasehatan perkawinan ini dilaksanakan dengan cara
memberikan pembinaan kepada calon manten oleh
Kepala KUA, Penghulu atau oleh Petugas yang
ditunjuk, baik sebelum melangsungkan pernikahan atau
pada saat melaksanakan ijab qobul dalam perkawinan.

Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap terjadi
peristiwa perkawinan. Selain itu penasehatan ini

ntul dalam melaksanakan
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diberikan kepada suami atau isteri yang datang ke BP4
di Kecamatan apabila mereka berselisih.>*

Materi penasehatan yang diberikan terkait
dengan permasalahan yang diajukan untuk pasangan
vang telah menikah dan berselisih serta materi
Keluarga Sakinah, Keluarga Berencana, Pendidikan
Kesejahteraan Keluarga, Kemasyarakatan.>®

Oleh karena peristiwa perkawinan dilakukan di
Kantor Urusan Agama, maka sebagian besar kegiatan
penasehatan perkawinan juga dilaksanakan di Kantor

Urusan Agama pada apaan ijab qobul dalam
perkawinan. Di safmpi nakan di kantor KUA
Kepala KUA sebagai } tingkat Kecamatan
Jjuga melaksanaka %e grkawinan, teknisnya

ijab qobul di rumah ealdn pasangan tersebut
(mbedol).>® J”M@I

Selaing ye i afan emenjelang
perkawij“&vms erlkA§ sehatan
terhadap pasang| '_l tMu keluarga yang
sedang mengalami perse 151han rumah tangga. Peran
BP4 dalanlﬁ?l i pasangan
suami istri yang bermasalah dalam keluarganya ini
bersifat non aktif yaitu penasehatan ini dilaksanakan di
kantor BP4 Kecamatan dan sifatnya menunggu, apabila
ada masyarakat yang membutuhkan penasehatan, maka
pasangan suami istri yang berselisih tersebut datang
sendiri ke kantor BP4 untuk mendapatkan penasehatan.

* Ibid.

* Ibid.

** Wawancara dengan Ibu Karomatun Nafi’ah, S.Ag, Penyuluh Agama
Islam Kecamatan Bantul, Rabu, tanggal 17 Mei 2017



116

Penasehatan kepada pasangan yang sedang
berselisih, pada umumnya dilakukan setelah pasangan
yang sedang berselisih tidak dapat menemukan jalan
keluar dari perselisihannya di rumah. Pasangan yang
sedang berselisih  tersebut biasanya melakukan
konsultasi ke BP4 tingkat Kecamatan.”’

2) Upaya BP4 dalam mendamaikan pihak-pihak yang
berselisih

BP4 adalah organisasi yang bersifat nirlaba,
sebagai penunjang tugas Departemen Agama dalam
bidang penasehatan dan pelestarian perkawman menuju
keluarga s
Pancasiia uanD ntuk mempemnggl mutu
perkawinan _j kan keluarga sakinah dan
kekal  mengfrut arm [slam untuk mencapai
masyarakat |dan baidsa l@ nesia yang maju, mandiri,
se_iahtera, mater

Sebi s

P4 sebagai badan i resmi yang
m %ﬁ gllfgrngrkawman dan
penguran erce lam rangka menunjang
kelancara E‘RS'aA\ Nomor 1 Tahun 1974
tenti"N@@fN E‘nsqrﬁan Pelaksanaannya
yang bertujuan menjamin cita-cita luhur perkawinan
dengan harapan agar pelaksanaan perkawinan itu dapat
berjalan sesuai dengan ajaran Islam.

Apabila ada konflik dalam rumah tangga dan
kemudian konflik tersebut sampai pada BP4, maka

dalam melakukan penasehatan ada beberapa tugas yang
diperhatikan oleh konsultan BP4 sebagai berikut :

: skan Menteri Agama RI,

57 .
Ibid.
* BP4 DIY, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Pasal 3, 4
dan 5, BP4 Propinsi DIY, 1998.
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a.BP4 mempelajari setiap problem suatu perkawinan
secara cermat, membuat diagnosa setepat mungkin
dan berdasarkan atas kesimpulan (walaupun secara
tentatif), yang diambilnya berkenaan dengz-
persoalan  perkawinan yang dihadapinya itu
ditetapkan atau dilakukan upaya preventif yang
dirasanya sesuai dengan keadaan atau situasi
sesuatu perkawinan, terutama diperhitungkan besar
atau kecilnya kesukaran dan konflik-konfliknya.
Pasangan, baik suami isteri sebagai klien yang
datang kepada BP4 umumnya telah diliputi emosi
yang kadang-adang - 5¢Hlebi an, sehingga klien

tersebut tidak gma enilai sesuatu secara
obyektif. Oleh berusaha meredakan
emosi kliennya :atau - qata lain klien yang
bersangkutan d éaha : rdapat berpikir secara

normal. Sebagai.; ﬂfﬁ,{i\? ablla ada seorang
a

penasehat tldakj ngsung membicarakan
et IS R ST 2
blc;fj II"*/ ai JT@ elihatan
emosinya mefgﬂajﬂnMcarakan persoalan

yang dihadapinya.
Selamuth.@rNE&lquembenkan
nasehatnya, penasehat memberikan pandangan
tentang mafsadat atau akibat buruk dari perpecahan
rumah tangga, terutama apabila sudah dakaruniai
keturunan, misalnya : dengan menceritakan
beberapa kasus akibat kehancuran rumah tangga.
Dalam konteks ini BP4 secara cermat memilih
terapi yang tepat terhadap konflik yang dialami oleh
pasangan yang datang berkonsultasi.

b. BP4 di dalam memberikan penasehatan juga
memakai bahan-bahan bacaan (reading material)

" Wawancara dengan Bapak Drs. Dalhari, MSI, Kepala ....
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yang diberikan kepada kliennya, baik berupa
brosur-brosur atau yang lainnya yang bersifat berisi
tuntunan perkawinan. Tentu saja bahan bacaan yang
diberikan kepada klien BP4 sudah terlebih dahulu
dipelajari dan dipilih oleh BP4 sendiri sebagai
badan yang memiliki kewenangan di bidang itu.*’
Kerja Nyata BP4 Kecamatan Bantul dalam
mendamaikan pihak-pihak berselisih
Perkawinan merupakan satu-satunya jalan yang
sah  untuk  menambah  keturunan  manusia,
kelangsungan dan kelanggengannya hingga hari kiamat

tiba, Allah berfifman_dalam™Surat An Nisa' ayat |

. : 7)) -
scfbagal berikut E %,, o
5l55 300 edir: ST 1555 1,557 2T G

F 2 > m
S LG o Ig & .M I
Lg;\“d\l.\ll).ﬁj % ‘JL..‘M;,;)LPJ)LM

J,JM:”JJJ@

) LM.; ri.lﬁ— uga.Ul U‘ (b)ﬁb =4 QJJ L.-\.:
UNIVERSITAS
Setiap| Seswingh, yAng| dilakukan diharapkan

dapat bertahan seurmur hidup, ini berarti perceraian
terjadi D 1 s Aninggal dunia.
Namun tidak selamanya pasangan suami istri dalam
hubungan perkawinannya tidak mengalami problem
rumah tangga, mungkin saja dalam mengarungi
kehidupan rumah tangga terjadi konflik yang
berkepanjangan yang menjurus ke jurang perceraian.
Ini berarti kehidupan rumah tangga yang sakinah
mawaddah warrahmah tidak tercapai.

0 Ibid.
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E. Pembahasan
1. Pengertian Perkawinan

Melihat pada berbagai macan definisi tentang
Perkawinan di bawah umur, di anataranya menurut Al-Quran
yang mendefinisikan dan mengistilahkan ikatan pernikahan
dengan mitsaqan ghalizhan, yang artinya perjanjian kukuh
atau agung yang diikat dengan sumpah sebagaimana terdapat
dalam QS. An-Nisa’ (4): 21, yaitu akad yang sangat kuat atau
mitsagan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk
mewujudkan kehidupan sakinah, mawaddah
dan rahmah. Dalam U, PakaWinan pasal 1 disebutkan
bahwa perkawinan ialah @at i N antara seorang pria
istri dengan tujuan
membentuk keluarga (ru g bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan , sedang pernikahan
dini atau pernikahan dl% aitu institusi agung
untuk mengikat dua insan awai Jem@ yang masih remaja
dalam satu I dﬁandang
Perkawinan mvaITAt bahwa
perkawinan hanya diiz Jlka ia mencapai umur
19 (sembilan belas) tahun an erempuan sudah
mencapai umur l ési yat 2 dalam
pasal yang sama adalah solusi bila usia para pihak masih
dibawah umur sesuai yang dipersayartkan. Hal yang sama
ditegaskan dalam KHI pasal 15 ayat 1 dan 2. Jadi ada
kesesuaian antara UUP dan KHI, yang agak berbeda adalah
ketetapan batasan umur dewasa adalah 18 tahun, sesuai pasal
26 dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan ~ Anak. Dalam undang-undang tersebut,
perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 tahun. Untuk pengertian
perkawinan kiranya sudah sama makna dan tujuannya.
Perkawinan di bawah umur, sepanjang dilakukan sesuai
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dengan peraturan perundangan yang ada dan berlaku di
Indonesia, maka adalah sah adanya.
. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur

Karena perkawinan di bawah umur dilakukan oleh
anak-anak yang belum dewasa, baik dari segi umur, kesiapan
fisik dan alat reproduksinya, pertimbangan akalnya, sifat
kekanak-kanankannya, maka dapat dipastikan bahwa
perkawinan yang dilakukan oleh crang yang belum berumur
16 tahun bagi wanita dan belum berumur 19 tahun bagi pria,
maka mereka belum siap. Dampaknya dari uraian di atas
dapat dibedakan menjadi 4 macam meliputi: dampak
terhadap hukum, i

dampak  sosial. Sedapg faktor penyebab terjadinya
perkawinan di b3awa anfara lain: keinginan untuk
mendapatkan tam a‘keluarga, faktor adat istiadat

setempat, masalahZzekonadrhi didikan yang rendah dan

akses internet, utamanya da ﬁ{j
berdampak negatif dan permisif.

" PeranWIVER Sim& Pembinaan

Perkawinan An i Bawah Umur

Kantor Lrs MUA) adalah peiaksana
pelayanan JNW%SJW bimbingan keluarga
sakinah. Pckerjaan —ini buKan rupakan sesuatu yang
mudah, sebab keluarga sakinah yang dimaksud tidak hanya
sekedar slogan. Keluarga sakinah sendiri mengandung
pengertian sebagai keluarga yang dibina atas perkawinan
yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan
material secara lavak dan seimbang, diliputi suasana kasih
sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan
selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan
memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak
mulia.
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Fungsi pelayanan bimbingan keluarga sakinah ini
menurut kebijakan Kementerian Agama yang tertuang dalam
Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
dan Urusan Haji Nomor D/71/1999 meliputi banyak aspek
dalam keluarga dan berlangsung semenjak pra nikah hingga
pascanikah. Namun secara khusus, salah satu tujuannya
adalah membina calon pengantin agar memiliki pengetahuan
dan kesiapan secara fisik dan mental dalam memasuki
jenjang perkawinan, sehingga dapat membangun keluarga
yang sakinah

Adapun peran dan_upa Kecamatan Bantul
dalam membina pasangan pe’ﬁ(awm di bawah umur
berdasar pada uraian didids ag menerapkan dua metode
pembinaan, yaitu  seq
klasikal, mereka diberi u;pjeran ateri sesuai dengan
kurikulum kursus caléh pebgantia| oleh narasumber
berkompeten lintas instansi ﬁ akan dengan calon
pengantin lainnya. Adapun At menambah pembinaan
karena calorllier%r}EB Tb khusus™
terhadap pe le.s]n A intensif
dengan materi di luai‘% lkul yesuaxkan dengan
“kebutuhan™ mereka. Pembinaan ini dllakukan oleh Pegawai
Pencatat Nikah nwn@ ESIA

Upaya pencegahan pernikahan di bawah umur akan
semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta dalam
pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada di
sekitar mereka. Kerjasama antara Pemerintah dan
masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk
mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur.
Sehingga ke depannya, diharapkan tidak akan ada lagi anak
yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-
anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa
depannya kelak.
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4. Peran BP4 Kecamatan Bantul dalam Pembinaan
Perkawinan Anak Di Bawah Umur
Adapun peran dan upaya BP4 Kecamatan Bantul
dalam membina pasangan perkawinan di bawah umur
berdasar pada uraian diatas adalah bersinergi dengan KUA
Kecamatan Bantul dalam pelaksanaan pembinaannya.
Dalam melaksanakan penasehatan perkawinan peran
BP4 erat hubungannya dengan calon manten maupun manten
baru dan juga pasangan suami istri. BP4 Kecamatan Bantul
secara langsung memberikan penaschatan perkawinan bagi
pasangan yang akan menikah atau yang sudah menikah.
Dalam prakteknya pepasehatan,perkqwinan ini dilaksanakan

dilakukan secara rutin-—setiéf ;
Selain itu penaschatar“ifij dibéyikan kepada suami atau isteri
yang datang ke BP4 di Kecamatan apabila mereka berselisih.

Vi g oy S, Gt e
permasalahan yang g kan untuk pasangan yang telah
menikah dan bersl LBAM Keluarga Sakinah,
Keluarga Ber B ﬁE fﬁraan Keluarga,
Kemasyarakatmp a $I iwa  perkawinan
dilakukan di Kantor Urusan Agama, maka sebagian besar
kegiatan penasehatan perkawinan juga dilaksanakan di
Kantor Urusan Agama

Sisi lain berupaya agar masyarakat semakin sadar
hukum dan mengerti tentang pentingnya mengetahui dan
mengerti ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UU No. |
Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI dan UU No. 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dapat lebih

melindungi dan memberdayakan remaja usia muda dalam
hal-hal yang bersifat positif.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan mengenai
profil pasangan calon pengantin di bawah umur di KUA

Kecamatan Bantul pada periode 2014-2016 dan pembinaan pra

nikah bagi calon pengantin di bawah umur, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut :

I. Perkawinan ialah ikatan iahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedang pernikahan
dini atau pernikaha U)diSIba'wah/ ur, yaitu: merupakan
institusi agung untu (<_men' at d% insan lawan jenis yang
masih remaja dalam|&at keluarga. Pernikahan dini
atau pernikahan di Et;wa
lahir dari komitmen |moral
sebagai sebuah soluf .
negara kita telah méngattir hath ia perkawinan. Dalam
Undang-Undang Perkawinan Bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan

patwa peki) PrNAET R G T sy e mencapei
umur 19 (sembilan tahyn dan pihak perempuan sudah
mencapai umur 16 m& * Pada prinsipnya, KHI
memiliki ketlﬂqqﬁEﬂgjn U No. 1 Tahun
1974 dalam menenfukan batasan pernikahan di bawah umur,
yaitu pada Pasal 15 ayat (1) Untuk kemaslahatan keluarga
dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon
mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam
Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yakni calon suami
sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri
sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Ketentuan yang ada
dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat umur 16

tahun bagi wanita tidak sesuai dengan Undang-Undang No.
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-

uan yang sangat kuat,
ngkan Undang-undang
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undang tersebut, perumusan seseorang yang dikategorikan
sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,
sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang ini
adalah 18 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak pun
mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia
anak-anak.

2. Dampak adanya perkawinan di bawah umur meliputi:
dampak terhadap hukum, dampak biologis, dampak
psikologis dan dampak sosial. Sedang faktor penyebab
terjadinya perkawinan di bawah umur, antara lain: keinginan

istiadat setempat, mas Qh e ndidikan yang rendakh
dan kemiskinan, se .r ]@ kembangan [T dan
kemudahan akses i %r mya dalam situs-situs

pornografi yang berdangpak i_: i permisif.
3. Langkah yang dilakukag ecamatan Bantul dan

BP4 Kecamatan Bantdﬁﬁ%ﬂ@lna calon pengantin di

bawah umur, menerapkan dua metode pembinaan: klasikal

dan inten{f) NI:MIE(R@(?&rSerangkaian
materi sesuai denga 1tulu2: kursus calon pengantin oleh
narasumber berkomrlg\ Mm tanpa dibedakan
dengan calon gmU$ tuk menambah
pembinaan karmm lkl ‘kebutuhan
khusus” terhadap pembinaan, dilakukan pemblnaan secara
intensif dengan materi di luar kurikulum, menyesuaikan

dengan “kebutuhan” mereka. Pembinaan ini dilakukan oleh
Pegawai Pencatat Nikah maupun Penghulu.

B. Saran
Setelah meneliti profil calon pengantin di bawah umur
dan pembinaannya oleh KUA Kecamatan Bantul, terdapat
beberapa masukan yang ingin disampaikan:
1. Agar masyarakat semakin sadar hukum dan mengerti tentang
pentingnya mengetahui dan mengerti ketentuan-ketentuan
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yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, sehingga dapat lebih melindungi dan
memberdayakan remaja usia muda dalam hal-hal yang
bersifat positif.

. Upaya pencegahan pernikahan di bawah umur akan semakin
maksimal bila anggota masyarakat turut serta dalam
pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada di
sekitar ~mereka. Kerjasama antara Pemerintah dan
masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk
mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur.
difarapkan~tidak akan ada lagi anak

3kiba ernikahan tersebut dan anak-
&5 . O
e mi§| dalam menatap masa
o Z

w m

anak Indonesia bisa

depannya kelak.

. Angka pernikahan d
Bantul adalah wajar—tew@pis ”rung memprihatinkan.
Karena itu, perlu @”E{JJ d @Lg cukup serius dari

Pemerintah setempat sebagai pemegang kebijakan, meliputi

Kantor @NiM‘EeR@hTmsPuskesmas,
Penyuluh KB dan jnstapsi terkait lajnnya. Penanganan ini
bisa berupa upaya EgafAMenerapan sanksi bagi
masyarakat ammﬂ)ﬁ%aln gawah umur.

. Pihak masyarakat] "dala | nior a tan remaja usia
nikah, harus diberikan sosialisasi agar orang tua mampu dan
mau menjaga anak-anaknya dari pengaruh pergaulan bebas
dan arus teknologi informasi yang tanpa filter, serta remaja
mengetahui risike dan kerugian menjalani nikah di bawah
umur.

. KUA yang memiliki peran strategis membimbing dan
membina calon pengantin, diharapkan meningkatkan
frekuensi pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin dari tiga
kali setahun menjadi enam kali dalam setahun (setiap 2 bulan
sekali). Sehingga tidak terjadi peserta mengikuti bimbingan
sesudah melangsungkan akad nikah akibat rentang waktu dari
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pendaftaran nikah menuju kegiatan pembekalan lebih lama
dibanding menuju jadwal nikah. Hal ini supaya tujuan
awalnya menyiapkan bekal bagi calon pengantin menjadi
relevan.

. Pembinaan intensif bagi calon pengantin di bawah umur
hendaknya juga melibatkan narasumber yang kompeten di
bidangnya, seperti psikolog dan dokter.

. Pernikahan di bawah umur atau perkawinan di bawah umur
lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Oleh karena itu,
pernikahan di bawah umur patut ditentang. Orang tua harus
disadarkan agar tidak mengizinkan untuk menikahkan/
bawah umur atau harus

D

menikah di bawah u { yelamatkan diri dari

kubangan dosa dan lwﬂM@‘atan maka menikah

adalah alternatif yang terbaik. Namun, jika dengan menunda

perEikshlaf'n .w I?‘KS ER &qmm sai positif,
maka hal i lebih uta I_AM
INDONESIA



DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, 2011, Faktor Penyebab serta Dampak Pernikahan Dini Di
Desa Sandang Kulon Kecamatan Sandang Kabupaten
Kebumen, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Amidhan, 1982, Departemen Agama 36 Tahun, BP4 22 Tahun
Semakin Kuat Ekstistensinya, Nasehat Perkawinan, No. 116
tanggal 30 Januari 1982, Jakarta: BP4 Pusat.

Amirudin, Zaenal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian
Hukum, Cet. I, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.

Al-Azhar, Dewan Ulama Meéﬁl)_,AMS% Ajaran Islam Tentang
Perawatan Anak, Te'_i;A» Abdurahman, Bandung: Al-

Bayan. 2
m
)

Alhaq (Mahasiswa STIS Jaks muda solusi atasi seks
bebas. Makalah Penﬁtﬁwwfn di Jabodetabek dan

Kota Besar lain.

Anjab, ABK da%l%ﬁal§aln‘|;£g%l§epala KUA
Kecamatan, 2016, EI@I:_KAIMnatan Bantul.

Anjab, ABK dan SKIN@GMEI&:IIAnghUIu, Bantul :

KUA Kecamatan Bantul..

Arfa, Faisar Ananda, 1997, Metodologi Penelitian Hukum Islam,
Jakarta: Raja Grafindo-Persada.

Arikunto, Suharsimi, 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktik, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Azra, Azyumardi , 2004, Menuju Masyarakat Madani . Gagasan
Fakta dan Tantangan, Bandung : Rosda Karya.

127



128

Azwar, Asrul, 2000, pada seminar Pubertas dan Seks: Antara Mitos
dan Fakta. Lihat “ Pendidikan Seks Masuk Kurikulum®,
Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, tanggal 16 Oktober 2000.

Azwar, Cut, 1999, “Hukum Menikahi Di bawah umur” dalam
Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, Problematika
Hukum Islam Kontemporer, Buku Kedua, Jakarta : Pustaka
Firdaus dan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan
(LSIK)

Bahreisy, Salim, H dan H. Said Bahreisy. 1990, Terjemah Singkat
Tafsir Ibnu Kasir, Jili abaya: PT Bina IImu.

Bantul Dalam Angka 2015, l:g S Kabupaten Bantul.

inan Islam, cet. Ke-8,
ukum UII.

Basyir, Ahmad Azhar, 199
Yogyakarta: Perpust

S

Berkas Model NB (Pemeriksaan Nikah Tahun 2014 — 2016, Bantul:

KUAKEIPRAFER SITAS
Bidang Urusan Agama Isl:SLamA(Mterian Agama Provinsi

Daerah lstirlﬁm ﬁltsijmgl KUA Kecamatan
se Provinsi Yogyakarid, [3 . | Kemenag DIY.

BKKBN. Profil Data Kependudukan dan KB Nasional Provinsi
Kalsel. 2014

Damayanti, Ira, 2012, Gambaran Pengetahuan Remaja Putri tentang
Dampak Pernikahan Dini pada Siswi Kelas XI di SMK Batik
11, Naskah KTI STIKES Kusuma Husada Surakarta,

Data Simkah KUA Kecamatan Bantul periode Tahun 2014 — 2016,
Bantul: KUA Kecamatan Bantul.



129

DIY, BP4, 1998, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BP4,
Yogyakarta: BP4 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Djamil, Fathurrahman, 1999, “Pengakuan Anak Luar Nikah dan
Akibat Hukumnya” dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz
Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Buku
Pertama, Jakarta : Pustaka Firdaus dan Lembaga Studi Islam
dan Kemasyarakatan (LSIK).

Djamilah, Reni Kartikawati, 2014, Dampak Perkawinan Anak di
Indonesia, Jurnal STUDI PEMUDA , Vol. 3, No. |, Mei
2014, Jakarta, Pusat an Seksualitas FISIP UI.

Djazuli wangsa saputra, Kl
No 42, edisi Septeni&r

t Perkawinan Keluarga,
: BP4 Pusat.

Gufron, Anik, 2003, Work

Tesis, Yogyakarta: Lﬁﬁﬁjﬁﬂ] >
Hadi, Sutrisno, |9 N*WER@I]’F&@ Yogyakarta:

Yayasan Penerbit Fglltas Psikologi UGM.

Harian Kedaulatan m m $%ubertas dan Seks:
Antara Mit | , 16 Oktober

2000.

an Akselerasi Penulisan

BP4, Hasil Musda BP4 XI, Informasi Munas BP4 X1, 1998, Laporan
Tutup Tahun BP4 Kabupaten Sleman Masa Bakti 1996-1998,
Sleman: BP4 Kabupaten Sleman.

http://macanbanci.wordpress.com/2010/10/15/pernikahan-di __bawah
umur.html. dikutip pada 2 Oktober 2017.




130

http://mahasiswa-adm.blogspot.com/2013/1 | /makalah-pernikahan-
dibawah-umur.html, dikutip pada 2 Oktober 2017.

http://nyna0626.blogspot.com/2008/10/pernikahan-dini-pada-
kalangan-remaja-15.html, dikutip pada 2 Oktober 2017.

http://sosiologihuku.blogspot.co.id/2011/02/tinjauan-sosiologi-
hukum-terhadap-uu-no-1-tahun-1974.html, dikutip pada 2
Oktober 2017.

http://s2hukum. blogspot.co.id/2010/03/kajian-sosiologi-hukum-

terhadap.html, dikuyf‘g pﬁaﬂ/@kt})‘ber 2017.

(<_[ A

hitp://nyna0626.blogspot.com/2 8/ eonikahan-dini-pada-
kalangan-remaja-13h [iku 1da 2 Oktober 2017.

fetodologi Penelitian Hukum

Ibrahim, Johnny, 2006 Teors
i Blishing.

Normatif; Jakarta:

thsan, 2008, Tkl \eAekrts FRlofeh | Thnden Bohagia, dalam
Tuntunan Penase BP;I&:I im, ,Surabaya: BP4 Propinsi
Jatim. ig”l— M

Indonesia, Departelm%glﬁ;%l§ll%b, al-Qur’an dan

Terjemahnya, Semarang : CV. Toha Putra.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum
Islam, Buku I tentang Perkawinan

Jazairi, Abu Bakar Al, 2009, Minhajul Muslim (Terj),Surakarta :
Penerbit Insan Kamil.



131

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan
Urusan Haji Nomor D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

Khallaf, Abd al Wahhab, 1978, llmu Ushul Figh, cet. 12, ttp. : Dar al
Qalam.

Kristy, 2007, Penyesuaian Pernikahan Remaja Putri Yang
Melakukan Pernikahan Dini, dalam Jurnal Psikologi USU,
Medan: USU.

dini pada mas yarakat

Kecamatan Sanggg@%ﬂf@}en Tana Toraja dalam

Jurnal MKMI Volume 5 Nomor 4.

Lany, 2008, Lelengataw %salah Jern/‘r han ~ Dini, dalam

htLQ.//www.—solutI c , dikutip pada Z Oktober

I INDONESIA

Laporan Model A (Data Urusan Agama I[slam) KUA Kecamatan
Bantul untuk Tahun 2014 — 2016, dikutip pada 2 Oktober
2017.

Laporan Model F1 (Daftar Laporan Perincian NTCR) KUA
Kecamatan Bantul untuk Tahun 2014 — 2016, dikutip pada 2
Oktober 2017.



132

Laporan Utama “Hamil sebelum Nikah Makin Gawat” Panji
Masyarakat, Nomor 458 tanggal 11 Februari 1985, Jakarta:

Panjimas.

Laporan Utama : Iseng Awalnva Zina Ujungnya, Suara
Hidayatullah, Edisi 06/XXIII, Oktober 2010, Jakarta:
Hidayatullah.

Lutfiati, Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 tahun),
dalam http://nyna0626.blogspot.com, dikutip pada 2 Oktober
2017

Manuba, 2010, Memaham g(

Mansur, 2009, Psikologi Thu
Jurnal Kesehatan I%edl
Oktober 2009, Jakbirta:-SefémbaXedik

SAELE

Minangkabawi, Qaid, 2011, Makalah: Pernikahan Di bawah umur,

. UNIVERSITAS

Minarni, May, Ari Andzl}S]&'ﬁAMZOM, Gambaran Dampak
Biologis ww g~ yang Menikah Dini  di
DesaMunding Kecam ajﬁgﬁjlpén Semarang, dalam
Jurnal Keperawatan Anak, Vol2 No 2 2014 Nopember 2014,
Semarang: Akper Ngudi Waluyo Ungaran.

Mubarok, 2007, Promosi Kesehatan Sebuah Pengantar Prosese
Belujar Mengajar dalam Pendidikan, Yogyakarta: Graha
[Imu,

Mudhar, M. Atho’, 1998, Membaca Gelombang Ijtihad: antara
Tradisi dan Liberasi, Cet 1, Yogyakarta: Titian Ilahi Press.



133

Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum,
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muslim, Amirul, Fatimah Sari Siregar, dan Dian Hariyanti
(Mahasiswa FKIP UMSU), 2012, Situs porno ancaman bagi
generasi muda ,Makalah Penelitian dilakukan di Medan pada
tahun 2012, tidak diterbitkan.

Mustofa, AF, E, 1987, Islam Membina Keluarga dan Hukum
Perkawinan di Indonesia Yogyakarta: Kota Kembang.

Musyawarah Nasional BX, “ erkawinan dan Keluarga,
No 217, BP4 Pusat,Juli JOUS, Jakarta: BP4 Pusat.

SN

Nadzir, Mohammad, 2005, Metode Penelitian, Cet. IV, Bogor:

G gV ERSITAS
Nata, Abu.ddin, 2001, WLM[GM, cet. Ke-6. Jakarta:
INBONESIA

Nukman, Yang Dimaksud Pernikahan  Dini, dalam http
/lwww..ilhamuddin,co.cc, dikutip pada 28 September 2017

Nurhajati, Lestari, dan Damayanti Wardyaningrum, 2012,
Komunikasi  Keluarga Dalam Pengambilan Keputusan
Perkawinan di Usia Remaja, dalam Jurna! Al-Azhar
Indonesia Seri Pranata Sosial, Volume | Nomor 4, September
2012, jakarta: Al-Azhar Indonesia.



134

Pardiyanto, Hakekat pernikahan di bawah umur dalam pandangan
hukum Indonesia dan Faktor-faktor terjadinya pernikahan di
bawah umur dan Kriminalisasi pernikahan di bawah umur
serta Kontroversi dalam pernikahan di bawah umur pada
tahun 2010, Makalah Mahasiswa Magister Hukum,
Universitas Islam Jakarta Angkatan XI, dalam rangka
penyusunan tugas individual Sosiologi Hukum.

Penelitian Deteksi, 2000, “Seperlima Lakukan Seks Pra Nikah”,
Jawa Post, edisi 18 Maret 2000, Surabaya: Jawa Post.

Peraturan Bersama Mente, Algmmmlan/ epala BKN No. 20 Tahun
gahu 005 %rtang Petunjuk Pelaksanaan
Angka Kreditnya, Jakarta:

ddnesia No. 39 Tahun 2013
Keria/Kantor Urusan Agama.

Profil KUA @NIME Fedbipebnl B 3016, Dokumen
tidak dlterbltkanl S I_ AM

Profil KUA Kecalmmﬂ imewa Yogyakarta,
2013, Yogyakarta: Urais Kemenag ;

Purnawati, Laily, 2016, Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap
Pola Asuh Keluarga, dalam Jurnal Dinamika Kesehatan, Vol
7 No 6, Juni 2016, Banjarmasin: STIKES Sari Mulia

Banjarmasin.

Pusat, BP4, 1977, Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No. 58
tanggal Januari 1977, Jakarta: BP4 Pusat.

Puspitasari, Reproduksi Sehat, Jakarta: EGC, 2009.



135

Pustikasari, Atikah, 2013, Dampak Pernikahan Dini Terhadap
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Isteri, dalam Jurnal
[Imiah Kesehatan.Vol 5, September 2013, Jakarta: Prodi
Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas MH. Thamrin.

Qhaes, Sirojul Umam Al-, 2012, Kajian Sesiologis dan
problematika Nikah Sirri.

Qur’an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-, 2002, Al-Qur’an
dan Terjemahnya, Semarang: Karya Toha Putra.

Rahardjo, Sumardi, dan R
Dini di Kenama,{%l
Volume [V Nomor &

>
z

P13 Determinan Pernikahan
dalam Jurnal Kesehatan

Rahma Khairani dan Dong i, 2008, Kematangan emosi pada

pria dan wanita yaﬁ‘&ﬁ%ﬂj@ﬁa dalam Jurnal Psikologi.

Volume | No 2, Juni 2008, Yogyakarta: ttp.

Rahma, Zulfa I-Ilkﬂrlana %BRQSI 0 paa’a%amaja akibat
Pernikahan Dtml&LﬁAf M« Guru, UAD pada edisi

INDGGNESIA

Redjeki, Rr Dwi Sogi Sri, Nita Hestiyana, Riska Herusanti , 2016,
Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kecamatan
Hampang Kabupaten Kotabaru, dalam Jurnal Dinamika
Kesehatan, Vol 7 No 12, Desember 2016, Banjarmasin:
STIKES Sari Mulia Banjarmasin.

Rofiq, Ahmad, 1997, Hukum Islam di Indonesia, edisi 1, Jakarta :
PT. Raja Grafindo Persada.



136

Samanto, 2013, Panduan Pembuatan Laporan Pernikahan di KUA
ke Dinas Dukcapil Kabupaten Bantul, materi Pembinaan
SDM KUA se-Kabupaten Bantul, dikutip 17 September
2017.

Sandjaja dan Albertus Heriyanto, 2006, Panduan Penelitian, Jakarta:
Prestasi Pustakarya,

Saputra, Djazuli wangsa, 1974, Sejarah Perkembangan BP4 dalam
Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No. 23 Tahun ke-3, edisi
Februari 1974, Jakarta: BP4 Pusat.

Syarifuddin, Amir, 2002, M ‘wt&?lﬁg‘b\é\kw> ljtihad, Isu-Isu Penting

Hukum Islam Konte@)m‘]némesfa , Jakarta: Ciputat
0 (0]

Press. o v >
m m
)

Singarimbun, Masri, 1995, Pandudu@ darisHerubahan, Yogyakarta :

Pustaka Pelajar. %ﬂj&fﬂj@]

Solikhah, Agi Rmm grﬂM at mengenai
Tradisi ikaha a: u Hak Anak
menurut UU Nomol Sl'a_huﬂ]“

Soekanto, SoerjonolNMeSl A’;, Hukum Adat

Indonesia, Jakarta : Rajawali Press.

IVE

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Nikah pada KUA
Kecamatan Bantul Tahun 2014, Dokumen,tidak diterbitkan.

Sunggono, Bambang, 1997, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta:
PT Raja Gratindo.

Surahmad, Winarno, 1989, Pengantar Penelitian llmiah, Bandung:
Tarsito.



137

Suyata, Pujiati, 2003, Diktat Kuliah Metodologi Penelitian,
Yogyakarta: UMY.

Syarifuddin, Amir, 2002, Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting
Hukum Islam Kontemporer di Indonesia, Jakarta: Ciputat
Press.

Taufik, 1995, “Kedudukan Anak Luar Kawin” Mimbar hukum
Islam, Edisi No. 19 Tahun VI/1995.

Undang-Undang Nomor | Ta

Undang-Undang Nomor 23 T temtang Perlindurigan Anak

Z
Widyana, Erni Dwi, 2015, |Pe Ak dan Pernikahan Dini,
dalam Jurnal Pendid n

Malang: Poltekes Ke%ﬁﬁ%ﬁ}@‘
Widyastuti, 201 ]miww‘gwﬂagitramaya.

Yuhendra, Menyoroti kasuIrWWMfa, 2011 dalam dalam
http : //digilib.uin-suka.ac.id/17415/1/BAB 1V, DAFTAR
PUSTAK A phi bkt Cpdd Esertenlbéieo 7.

Yusina, 2014, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini
Pada Primigrafida Di Puskesmas Kasihan [ Kecamatan
Kasihan Bantul Yogyakarta Tahun 2014, Naskah KTI
Akademi Kebidanan Umi Khasanah.



LAMPIRAN

7
0
>
e

UNIVERSITAS
VISINOAN\

SR

UNIVERSITAS
ISLLAM

INDONESIA

138



139

YANNIV
NYMv¥3d| dWS | /vru3x3s| o 000Z 13N 02 ILNLSY IMQ ONLIY| WHYrar [ dws HNyna| 21 6661 19PN §L|  NYMYHANIH N8 9W| €
WN138
VANNIV] SEE}
NYMYY3d| YWS [/vry3vas| G L00Z 1uny" 1| ILNYLSIINYNAN| Woivrar | as NYIMVH| 92 |[6861Jequwesag 62 OINYWNYQ| Z
WN13g Hnung|
YANNIV VANNIYT
NYMYN3d| MWS | /vry3av3a| si 8661 19 9} HYNNNWAYIW| ¥oivrar | dws | /vraasss| st 8661 1Unr €1  OMOBIM ML OLNYAYY| |
Wwn13g wni2g
9102 NNHVL
1N
NYMy¥3d| oS ¥vry13d| 4L | /661 Jequesaq 5z 18VS YANYNY AS3a[ Wv@ar | dws HNyns| 81 | /661 uenigad Ly OSOLNYS IaNg Jiyv| ¢
,_\mﬁ_w YIS HNENg| 6l 9661 LenUer i ILNVLSI wNis| vgefar | vns \ﬂm‘:sm 8L |96l sequadon gi| 1GYALIS HITYO vwnsN| ¢
NYMvy3d] wws | uvrviad] izt 1661 1unr g0 ILYYINNA r| aws | “Wviad] ot 8661 1Unr 20 IGIYNDI| 2
NYMYY3d] VWS |, ool 02 5661 1818 60 ILINVOVAYY ONL3Y VSIY r | wws [==wmnung| st 9661 1UNF 0} WIPVALLZS Y193 1
P g 9102 NNHVL
WDONESIA L4
YANNIVT NIV
NYMyN3d| dWs | /vruavas| o Mom_.__z_. z@m \a1 rf3x3s| £. | seel uenged sz :<>mz<_ﬂ_m%u_mwmwm 8
wN138 n13s
NYMY¥3d] dL1S Hnung| st sgefluen s 1syms| 6! 5661 18I 71 1YAvaIH DAV £
VYANNIV] | y
HYINIW | wyvyad| dws | 7vruasas| oo |eest jadluards SYA aW nune| oz 7661 udy /2 OLNYAI¥ d35Y| 9
wn1383s wn1as - Hva
TIWYH HYaNS
Nva ‘wnwn . LNYMvE3d] dns HNYNg| 8l 3&% AV i lﬂ’< :n_ﬁ__ 1L | 1661 ueniga g0 NIHIT0S avWyHNIW| §
ONVHNY
YNI¥Ys | NYMY¥3d| ows | wvrviad| ol 8661 LENIG34 ¥0|  HISONINVIMLIA YSINY 3 |=——ws aw3a| /1 1661 MdY vL|  1ONI4I NYWHOY ¥NN| ¢
i VANNIVT — e
NYIIQYON3d YNSNH HYASNYIONY,
ISYSN3dSIa | NYMY¥3d| 0S| /vr¥ax3s| st 8661 19G0MO 50 A SR rar | as vms| o1 | 8661 uengeygL o
NIfl NYON3Q NN138 —
HYMINTW VANNIV YANNIVT
NYMv¥3d| as | /vru3xas| i 000Z lunr £4| 1LY1L3S SIT130 YANITY3A| WivEAr | dws | /vryaxas| 1z €661 Lenuer 0| VHLNJ ¥YNNYA YHON3| 2
WN138 Wn13g
VANNIV VANNIV1
NYMY¥3d| dWS | /vry3x3s| el SB6L 19N ZH| IMILSYN IMQ ININVHLY| YAVrar | dWS | /vruan3s| L1 966l seqwesaq 90| WHYOONY ¥SOM HITYO| L
WN138 WN138
¥10Z NAHYL
P zh b ol 6 8 L 3 ] v € z L
NYYIQ | Nyvr Nvdia [ Nvve
NVONYYILIN| SMUVLS | oo | ouo, [¥AWN|  MIHV1I9L YAYN snLVs | aie | yayga [¥NWN| ¥IHYIIOL YINYN -

I41lNd NSLNYW Y1vVa

VilNnd N3LNVYW V1iva

9102 - ¥10Z NNHYL
INLNVE NYLVIAVI3IN YN
HNWN HYMYSE 10 HYXHIN NVONYSYd Yiva




140

Daftar Responden Wawancara pada hari Rabu, tanggal 17 Mei
2017 di KUA Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul :

Ahmad Rois Wizda, SHI, Penghulu Pertama KUA Kecamatan
Bantul

Dalhari, Drs, Kepala KUA Kecamatan Bantul

Karsan , Staf KUA Kecamatan Bantul

Karomatun Nafi’ah, S.A§, Pénguith Yigama Islam Kecamatan
Z
Bantul g ‘ 5
)
o v
Sri Baryani, Staf KUA Ke(4mataniBanti]
= [0
5 >
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PANDUAN WAWANCARA
(Pertanyaan dan Deskripsi Jawaban)

Ahmad Rois Wizda, SHI, Penghulu Pertama KUA Kecamatan

Bantul
Apakah yang dilakukan oleh KUA dalam membina pasangan di
bawah umur ?

1.

Dalhari, Drs, Kepala KUA Kegama

. Bagaimana peran strat M amatan Bantul dalam
membina pasangan calofﬁj’lJ awah umur ?

Jawab : KUA Kecamatan Bantul selama ini telah
melakukan pembekalan kepada calon pengantin. Termasuk
kepada calon pengantin di bawah umur beserta
pasangannya. Pembekalan tersebut dilakukan oleh
Penghulu dan Pen saat calon pengantin
mendaftarkan reng malsllfeﬂ%ana n nikahnya di KUA
Kecamatan Bantul 4fhu in %;1 g disepakati oleh calon

pengantin 2
T
>

Jawab : ﬁmgﬁ:sr] i}&gn bagi calon
pengant kehidupan
berkeluarga. Say ﬁﬂm itu tidak mudah
dicari. Memang saat ini anyak u uyang memuat panduan
atau bekal W@@NE IIxAntu semua calon
pengantin sempat dan mau membacanya. Di sini KUA
Kecamatan Bantul memiliki peran strategis untuk
memberikan bekal karena setiap calon pengantin yang akan
menikah pasti harus dicatat di KUA Kecamatan Bantul.
Sebelum mencatat pernikahan, KUA Kecamatan Bantul
bisa memberikan bekal kepada calon pengantin

2. Bagaimana bentuk dan penerapan Bimbingan klasikai untuk

anak/catin di bawah umur ?
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Jawab : Bimbingan dan pembekalan metode klasikal
dilakukan secara berkala. Saat ini di KUA Kecamatan
Bantul untuk bimbingan klasikal dilakukan sebanyak empat
kali dalam setahun (setiap triwulan) selama setengah hari
(dari pagi hingga siang). Kegiatan ini sekarang dinamai
Pembinaan Calon Pengantin atau dikenal sebagai Kursus
Calon Pengantin (Suscatin). Peserta kegiatan ini adalah para
calon pengantin yang sudah mendaftarkan pernikahannya di
KUA Kecamatan Bantul, termasuk didalamnya calon
pengantin di bawah umur. Tujuannya agar calon pengantin
memperoleh bekal yang memadai, sehingga dapat
mengetahui  tujuarfl péintkahan \ menurut  syariat dan
peraturan perunda ahami kewajiban dan hak

sehatan reproduksi dan
mengerti  bagaimana

memiliki pengetahlth
Keluarga  Bereic

memecahkan masalalt= 7 .- 7/«
SaEDEY

Bagaimana per: tugas BP4 ?
Jawab : th 3 5%’@A&epala KUA
dan Penghulu, sIﬁ ntu ﬁe ibatkan tokoh masyarakat
secara aktif terke rﬂ!!l Ma tokoh masyarakat.
Siapa sajakah !)!ﬂgDyag!iﬂapatE mesnj!lﬁarasumberdalam
pembinaan Catin tersebut ?
Narasumber dalam pembinaan/pembekalan metode klasikal
ini terdiri dari Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu, dokter

dari Puskesmas Bantul [ maupun II, dan Penyuluh Keluarga
Berencana yang berkedudukan di Kecamatan

Apakah materi penunjang yang harus disampaikan pada catin di
Bawah Umur ?
Adakah dasar hukumnya ?
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Jawab : Untuk materi penunjang sebagaimana ditentukan
dalam Peraturan Dirjen di atas meliputi Pre Test dan Post
Test bagi peserta belum dapat diterapkan karena
keterbatasan waktu

6. Apakah ada perbedaan antara metode klasikal dan metode
intensif dalam pembinaan catin di bawah umur ?

Jawab : Bimbingan dan pembekalan metode intensif di

KUA Kecamatan Bantul hanya diberikan kepada calon

pengantin di bawah umur. Disebut intensif karena

dilakukan secara mendalam kepada tiap pasang calon

pengantin. Faktor yang mglafarbelakanginya adalah karena

kurang efektifnya me‘gode sikalzh agi calon pengantin di
bawah umur yang re 5if i 8<ebutuhan khusus™
@ Z
T
m
7. Bagaimanakah tugas dan %mn Kééamatan Bantul ?

U

Jawab : Meskipt hasehatan  Pembinaan

Pelestarian Perkaw&jmfwﬁgﬂ@krupakan badan semi

resmi, namun bukan berarti segala usahanya tidak

mempun@ M‘VERr@IﬁI‘BA@mbah kuat

setelah adanya Ij Nomor 30, Tahun 1977 dalam

penetapan pertam LgaAMava BP4 adalah satu-
satunya ba Q E # bidang penasehatan
perkawinan,mm ﬁ a§gt\éh perceraian di
lingkungan Depag

8. Bagaimanakah kondisi obyektif BP4 Kecamatan Bantul
sekarang ?
Jawab : Secara obyektif BP4 Kecamatan Bantul merupakan
bagian dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Bantul, berada di dusun Bejen Desa Bantul Kecamatan
Bantul dengan nomor telepon (0274) 6462105. Oleh karena
merupakan bagian dari KUA Kecamatan Bantul, maka
semua aktivitas BP4 dilakukan di KUA Kecamatan Bantul.
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Begitu juga sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KUA
Kecamatan Bantul, juga merupakan sarana dan prasarana
yang dimiliki oleh BP4 Kecamatan Bantul.

9. Bagaimanakah program kerja BP4 ?

Jawab : BP4 Kecamatan Bantul merealisasi Kkinerja

melayani masyarakat KUA Kecamatan Bantul memiliki

kebijakan umum sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
sesuai dengan ketentuan dan hukum-hukum yang
berlaku.

b. Peningkatan kugtitag Kinerjaz\KUA yang sistematis,
efektif, efesien dag i

c. Peningkatan kug
pada keimanan, ketaqwaany kémandirian dan ketahanan
keluarga dalam %em y ah tangganya menuju

uh,-behagia-dan sejahtera lahir maupun
batin. SEDIEY
d. Membangun semangat kemitraan dan silaturahmi, baik
deng@NerERosI@'ﬁeSresmi KUA,
LSM, Organisagi, Sosial Kemasyarakatan/Keagamaan
maupun dengaia langsung.

10. Bagaimanakah IMQ%“%§!AMM melayani

masyarakat ?
Jawab : Adapun strategi yang diterapkan dalam pelayanan
kepada masyarakat adalah :
a. Pendekatan Yuridis Normatif
b. Pendekatan Sosiologis-Kemitraan
c. Pendekatan Jemput Bola/Pendekatan Koordinasi Aktif
d. Pendektan Integratif

I1. Bagaimanakah pelaksanaan penasehatan pada calon manten di
bawah umur ?
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Jawab : Dalam melaksanakan penasehatan perkawinan
peran BP4 erat hubungannya dengan calon manten maupun
manten baru dan juga pasangan suami istri. BP4 Kecamatan
Bantul  secara langsung memberikan  penasehatan
perkawinan bagi pasangan yang akan menikah atau yang
sudah menikah. Dalam prakteknya penasehatan perkawinan
ini dilaksanakan dengan cara memberikan pembinaan
kepada calon manten oleh Kepala KUA atau oleh petugas
yang ditunjuk, baik sebelum melangsungkan pernikahan
atau pada saat melaksanakan ijab qobul dalam perkawinan.
Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap terjadi peristiwa
perkawinan. Selain 4 | n ini diberikan kepada
suami atau isteri ya 4 di Kecamatan apabila

mereka berselisih.
12. Apa sajakah materi pem ampaikan pada catin di
bawah umur ?

) @,merlkan terkait dengan
permasalahan yang dnajukan untuk pasangan yang telah

menlkawgﬁ 1 @a Sakinah,
Keluar erencana idikan (esejahteraan Keluarga,

Kemasyarakatan I

13. Bagaimanakah MQME§1Apenasehat BP4

dalam menghadapi pasangan yang akan berkonsultasi ?
Jawab : Pasangan, baik suami isteri sebagai klien yang
datang kepada BP4 umumnya telah diliputi emosi yang
kadang-kadang berlebihan, sehingga klien tersebut tidak
mampu menilai sesuatu secara obyektif. Oleh karena itu
BP4 berusaha meredakan emosi kliennya atau dengan kata
lain klien yang bersangkutan diusahakan agar dapat berpikir
secara normal. Sebagai contoh, apabila ada seorang
penasehat tidak boleh langsung membicarakan persoalan
yang dihadapi oleh klien, tetapi diajak bicara hal-hal yang
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lain. Baru setelah kelihatan emosinya mereda diajak
membicarakan persoalan yang dihadapinya.

14. Bagaimanakah penasehat mengarahkannya ?
Jawab : Selanjutnya sebelum penasehat memberikan
nasehatnya, penasechat memberikan pandangan tentang
mafsadat atau akibat buruk dari perpecahan rumah tangga,
terutama apabila sudah dakaruniai keturunan, misalnya :
dengan menceritakan beberapa kasus akibat kehancuran
rumah tangga. Dalam konteks ini BP4 secara cermat
memilih terapi yang tepat terhadap konflik yang dialami
oleh pasangan yang(d td@-&Mogs Itasi.

15. Apakah ada rujukan bal¥in (pcm aQn yang digunakan untuk
diberikan pada pasanga Ty -‘ donsultasi ?
Jawab : BP4 di (& erikan penasehatan juga
memakai bahan-bahan; {Jeading material) yang
diberikan kepada klié " ’jupa brosur-brosur atau

yang laj ntunagp,, perkawinan.
Tentu s Wﬁ‘gl‘ﬁ& a klien BP4
sudah terlebih dah $ ipilih oleh BP4 sendiri
sebagai badan yan!g1 gl'ﬂlﬁwe angan di bidang itu.
Karsan , Staf KUA K!:Q‘IQBOanm E s I A
I. Darimanakah sumber dana untuk menyelenggarakan kegiatan
pembinaan catin ini ?
Jawab : Sumber kegiatan pembiayaan ini berasal dari
APBN yang disalurkan dalam bentuk dana Biaya
Operasional Penyelenggaraan (BOP) KUA. Alokasi biaya

meliputi honor narasumber, honor panitia, hidangan dan
alat tulis untuk peserta

Karomatun Nafi'ah, S.Ag, Penyuluh Agama Islam Kecamatan
Bantul
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I. Bagaimanakah bentuk pemahaman pada wali, orangtua dan
orangtua catin putri ?

Jawab : Materi ini diberikan kepada wali nikah maupun
orang tua calon pengantin supaya orang tua tidak
membebani anaknya yang sedang bertransisi menjadi
pribadi lebih baik dengan luapan emosi dan kekecewaan
pada anak. Namun, didorong untuk mendukung anaknya
membangun keluarga yang baik. Selain itu, orang tua
dibangun kesadarannya agar menjaga anak-anaknya yang
lain supaya tidak menikah di bawah umur

2. Dimanakah penasehatan Hada<atid'di bawah umur dilaksanakan
Z

?
Dan bagaimanakah tekni ha n@z ?
Jawab : Karena perjsti a\an dllakukan di Kantor

M 0 antor Urusan Agama

pada saat pelaksanaﬁh’ dalam perkawinan. Di
samping d ka r A‘I.Ee ala KUA sebagai
Pemblllmh\g(lgﬁé‘i Jé laksanakan
penasehatan perk As bisa di kantor atau
dengan mendatan!,StTh calon “'mempelai. Penasehatan

perkawinan NE&O di rumah calon

pasangan tersebut (mbedo[).

3. Apakah penasehatan hanya dikhususkan bagi catin di bawah
umur saja, ataukah ada yang lainnya ?
Jawab : Selain memberikan penasehatan menjelang
perkawinan, BP4 juga memberikan penasehatan terhadap
pasangan suami istri atau keluarga yang sedang mengalami
perselisihan rumah tangga. Peran BP4 dalam memberikan
penasehatan bagi pasangan suami istri yang bermasalah
dalam keluarganya ini bersifat non aktif yaitu penasehatan
ini dilaksanakan di kantor BP4 Kecamatan dan sifatnya
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menunggu, apabila ada masyarakat yang membutuhkan
penasehatan, maka pasangan suami istri yang berselisih
tersebut datang sendiri ke kantor BP4 untuk mendapatkan
penasehatan.

4. Dimanakah bila ada pasangan nikah yang berselisih ingin

berkonsultasi ?

Jawab : Penasehatan kepada pasangan yang sedang
berselisih, pada umumnya dilakukan setelah pasangan yang
sedang berselisih tidak dapat menemukan jalan keluar dari
perselisihannya di rumah. Pasangan yang sedang berselisih

tersebut biasanya Wmﬂkep{ultasi ke BP4 tingkat

Kecamatan. :[7 Z

Ty

. . v 0

Sri Baryani, Staf KUA Kecamma Z
1. Siapa sajakah peserta keg %tan bek@ in bagi calun manten di

bawah umur ? 2 >

Dan bagaimanakah pela

Peserta kegiatan pembekalan keluarga sakmah adalah calon
pengantin Nwm h ya di KUA
Kecamatarg;ntu termasuk calon pengantm awah umur.
Karena dllaksanakall trAaMnyak d1 antara peserta
ketika menm Ngg kalan ini  sudah
melangsungka @ g waktu dari
pendaftaran nikah menuju kegiatan pembekalan lebih lama
dibanding menuju jadwal nikah

2. Apakah tujuan dari adanya materi pembinaan catin ini ?

Dan bagaimanakah cara mengatur keluarga ?

Tujuan materi ini supaya calon pengantin mendapatkan
informasi dan bekal mengenai manajemen rumah tangga,
meliputi  cara  mengatur  keuangan,  memecahkan
permasalahan, hingga mengatur kelahiran anak secara
terencana
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Kepala

Drs. DALHARI, MSI
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANTUL

Alamat : Jalan Marsda Adi Sucipto No 10 Bejen Bantul Kode Pos 55711
Telp 0274-6462105; email: Kuakec,bantul@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : B - /Kua.12.01.01/PW.00/12/2017

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Menimndaklanjuti surat permohonan ijin penelitian dari  Piogram Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia nomor : 276/PPs-FIAI/VII/2017
tertanggal, 22 Juli 2017 dalam rangka Penulisan Karya Tulis [lmiah (Tesis), dan
sehubungan dengan telah selesaipfya pasesapenelitidy yang dilakukan, dengan ini

z
Kepala Kantor Urusan Agama Ke:(é:)natan tul Kdfupaten Bantul Daerah Istimewa
e O
Yogyakarta, menerangkan bahwa 7] 0
e v z
Nama © ABDULI A1 H T$ANI HADI SANTOSA
NIM L 14913183 Z a

>
Konsentrasi : HUKUM A i >
- S s an anax
Judul Tesis : PROBLE AN ANAK DI BAWAH

UMUR DAN SOLUSINYA DI KABUPATEN BANTUL)

Telah selesai melunm erEEB§ lulI Al@mber 2017 di
KUA Kecamatan Bantul Kabu[i@ttul ﬂwdala arsip yang ada.

Demikian surat 1jin inijﬁﬁ (6 N ggiag?mma mestinya.

Wassalaamu 'alaikum

1%
4

Bantul, 18 Desember 2017
Kepala

Drs. DALHARI. MSI
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Kepada Yang Terhormat:
Kepala KUA Kec. Bantul
di-

Tempat

Assaiamu’alaikum Wr.Wb

Program Pascasarjana (S-2) Magister llmu Agama Islam Fakultas llmu Agama

Islam Universitas Islam Indo’f Sia ELaEaM mhxa(akan bahwa:

Nama : Abdull Wahfuz ani llaﬁ 3
NIM : 14913 O
Konsentrasi : HUKUM 18!

No Hp : 081804

adalah Mahasiswa Program mu Agama Islam Fakultas

Ilmu Agama Islam Univé ia dan saat im yang
bersangkutan sedang dalam) unan Tesis dengan judul:

“PROBLEMATIKA PERKAWI MUR DAN SOLUSINYA DI
KABUPATEN BANTUL * J/b
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk

memberika IVER s'TA Selman di
lembaga ya akMBu pWhpi
Demikian permohonan ilSLAMtian dan kerjasamanya

diucapkan terima kasih.

\.,,Q,JNDONESIA

A Sanaky, MSI
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Assalamu’alaikum Wr.Wb

Menindaklanjuti surat permohonan ijin penelitian dari Program Pascasarjana
Fakultas [lmu Agama Universitas Islam Indonesia nomor : 276/PPs-FIAI/VII/2017
tertanggal, 22 Juli 2017 dalam ra K
sehubungan dengan telah selesain
Kepala Kantor Urusan Agama K
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Konsentrasi  : HUKUM I@fﬂl&iﬂ]@‘
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KUA Kecamatan Bantul Kabupat i dengan data arsip yang ada.
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SURAT KEPUTUSAN

BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)

KABUPATEN BANTUL
NCMOR : 18/BP4-Btl1/X/2016

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS

BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN BP4

KECAMATAN BANTUL MASA BAKTI 2015 - 2020

BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN BP4

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BANTUL

masa kepengurusan Badan

. Bahwa deng i
Penasihatan, gfnJ§JraMag, Pelestarian Perkawinan (BP4)
Kecamatan Bantul | Balgti| Tahun 2010 - 2015, maka
untuk kelancpran aniddsi perlu menetapkan susunan
Pengurus B c@n ipfitak, | Pembinaan dan Pelestarian
Perkawinan |1 { q a% un Bantul Masa Bakti Tahun
2015 - 2020; [ > o
. Bahwa untukZmere éikarg ebagaimana dimaksud pada
) " menetapkan Keputusan susunan

huruf a, dip 1 Critt
pengurus Sad&?tu’ﬂﬁj @JPembinaan dan Pelestarian
Perkawianan (J tamatan Bantul Masa Bakti Tahun
2015 - 2020; !

[ a m‘Sa!am lampiran
) ind di ng hi syarat untuk

diangkat se i pengurug Badan Penasihatan, Pembinaan dan
Pelestarian fc iinanA‘t amatan Bantul Masa Bakti

hun 2015 -

: I(cp*N@t@NEﬂgl ATahun 1977 tentang

Penegasan Pengakuan Badan Penasihatan, Perselisian dan
Perceraian (BP4 ) ;

. Keputusan Musyawarah hadan Penasihatan, Pembinaan dan

DPelestarian Perkawinan ( BP4 ) XV Tahun 2014 Nomecr - 260 /
2-F / BP4/ VIIi / 2014 tlcfntang Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Badan Perlasihatan, Pembinaan dan Pelestarian
Perkawinan ; i

. Keputusan  Musyawarah  Nasional Badan Penasihatan

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014
Nomor : 261 / 2- Keputusan Musyawarah Nasional Badan
Pcflasihalan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV
Tahun 2014 Nomor : 261 / 2-P / BP4/ VIII / 2014 tentang
Polcok ~ Pokok Program Kerja Badan Penasihatan Pembinaan
dan Pelestarian Perkawinan; s )

- Keputusan  Musyawarah Masional Badan Penasihatan

Pembinaan dan Pelestorian Perkawinan ( BP4 ) XV Tahun 2014
Nomor : 261 / 2-P / BF‘4/!VHI / 2014 tentang Pokok - Pokok
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Program Kerja Badan Pcnlhs:'hatan, Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan; i

5. Feraturan Dircktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor : DJ.Il / 542 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraar. Kursus Pra Nikah;

6. Keputusan Musyawarah Daerah  Badan
Pembinaan dan Pclcstari_lan Perkawinan ( BP4 ) Kabupaten

Bantul tanggal 3 Agustus 2016;

Penasihatan,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN ( BP4 ) KABUPATEN BANTUL
TENTANG SUSUNAN PENGURUS BADAN PENASIHATAN
PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWIANAN ( BP4 )
KECAMATAN BANTUL MASA BAKTI TAHUN 2015 - 2020

ng)rL%LBﬁ'\ﬁecam tan Bantul Masa Bakti Tahun
j dalam Keputusan ini disebut
sonalia sebagaimana tercantum

Pertama : Susunan P
2015 - 207
Pengurus, d
dalam lampi
Kedua : Pengurus m
Anggran Rumaei
Ketiga : Keputusan i

Z tagaimana dimaksud pasal 4

gal ditctapkan.

in di : Bantul
Fangral : 24 Oktober 2016

UNIVER@E&&&?&&W
ISI—AWNBANTUL
INDONESI|A

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :.
1.Camat Kecamatan Bantul ‘

2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul
3.Yang bersangkutan '
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LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN BADAN

PENASIEATAN, PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN ( BP4 )
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 18/BP4-BTL/X/2016

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS BADAN
PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN [ BP4 )
KECAMATAN BANTUL MASA BAKTI TAHUN

2015 - 2020
Pembina 1. Camat Kecamatan Bantul
2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul
Ketua Hj. Siti Rohmah

ISLAQA
Karomatun Nafi'ahl. S.

Sckretaris
Muha a n, Er a.l.

Walkil Sckretaris

A&S

Bendahara Siti M.

BIDANG - BIDANG

A. Bidang konseling, Medinsi, A&Jl‘fmsmwlnuﬂmtan Perkawian dan Keluarga
1. Abdullal Mahfuzh, S.A
 woi BNV ERSITAS
3. Mugiyanto nyar_;o,
4. H. Barqon. ISI_AM
B. Bidang Pendldikan, I’N@NE s I A

1. H. Muhyiddin AG.
2. H. Rohadi.

C. Bidang Kemitraan, Kerjasama dan Wirausaha
1. Sri Windarti
2. Drg. Hj Siti Roikhana, MPH
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D. Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi
i. Abdul Gafur, S.Ag. MSI
2. Drs. H. Syaifudin, MSL.
3. Maryatno.

4. Kusni Ada’l

BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN BP4
KABUPATEN BANTUL

SEKRETARI$ UMUM

O

SR

UNIVERSITAS
ISLLAM
INDONESIA

mmmﬂ'

W’/
J—-g"{ arto Djuwalni, M.

n
r
>

5. A, MSi

UNIVERSITAS
( g
vVISINOAaN&
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PROGRAM PASCASARJANA (582)

MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMO ACAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

e & 7. Hp. 08175425758
: . Dsmangan Ben No. 24 Lantal I, Yogyokara 55281, Tely: [Faks. (0274) 523637, Hp
inbaito; www.mastor.istamic.ull ¢c.1d; email. msi@ull.ac.id den mal_uil@yahoo.com

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa A‘dd/fdlc MM TH#ENIM. : M&

Judul Tesis : pMALFAﬁ:Z‘(M LERIANINAR SR
Ddruay evum & SOLUGNR &) kde- AAWTVC

Konsentrasi . Mlcuny AR

Dosen Pembimbing : AR . L1/ Ton 0, M-ptom

Tanda tangan

Bimbingan |  Tgl.  Materi Bimbingan: Pembimbin
Tad b MV
Ke-1 /1/‘47 73

Ke-3 %"’}

Ke-4 i'%‘/}
Ke-5 /%—/}

b
Ke-2 )%") ﬁ
yal

Ke-6 ( -
|
Ke-7 % /-
Ke-8 -1
e .u/” 7

LRGSR

ONEST
Mengetahui,
Ketua Program

Innovation’
Perlection

BAN-PT
Terakreditas| “A”
K Ko, EVRANPTIAL LSINZIN2

e 1T Whioi_oartra . e



PROGRAM h1AGiSTEi( STUDI ISLAM (S-2)
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA

TRANSKRIP NILAI SEMENTARA

JI. Demangan Baru No. 24 Yogyakaria
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637
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Nama : Abdullah Mahfuzh Tsani Hadi Santosa
Jenis Kelamin - Laki-laki
Tpt & Tgl. Lahir - Blora, 4 Agustus 1969
N.LM : 14913182
Konsentrasi : Hukum Islam
Na MATA KULIAH SMT ] N NH | SKSINA* SKS
A. Dasar
I |Studi Al-Quian dan Al-Hadis I 3.76 A 3 11,28
3 |Pendekatan dalam Pengkajian Islam I N A- 3 (AN E]
4 [Pemikiran dan Peradaban Islam I 3.90 A 3 11,70
B.  Analisis
| |Metodologi Penelitian Hukum Islam / \l .55 A- 3 10.65
2 |Filsafat limu ) ISLAM P L 180 A 2 7,60
3 |Ushul al-Figh '% 1 4.00 A 2 8,00
4 _[Pemikiran Hukum Islam di Indonesia ﬂ =11 3,60 A- 3 10.80
C. Keahlian —
| |Hmu Perbandingan Madzhab g v g | 3.85 A 3 11,55
2 |lim al-.Maqoshid al-Syari'ah w ] 127 | AB 3 9.81
3 |Legal Maxim S M | 350 | amB | 3 9.90
4 |Filsafat Hukum Islam = i 1,77 A 3 11.31
5 |Lembaga dan Pranata Hukum islam z E 1l 4.00 A 3 12.00
6 |Syariah wal qonun 2 1] aso | a3 | o
7_|Sosiologi dan Antropoligi di Indonesia o 2l (L2 f (L 1l 3.77 A 2 7.54
Tesis : /ZL”U»/“"’IJJ, p 7}
Jumlah 39 144,67
IPK = =
Keterangan : I Youyakarta, 4 Desember 2017
1. Nilai I A M Ketua
A =400 B- =275 C/D =150
A-- =375 B/C =2.50 =
ik £ INDONESIA,
B+ =325 C =200 IS v. [IWair AH Sanaky, MS1
B =300 C- =175
2. Yudisium

IPK : 3.75-4.00 Lulus dengan Pujian (cumlaude)
3,50 - 3,74 Lulus Sangat Memuaskan

2.75 - 3.49 Lulus Memuaskan
3. Singkalan
SMT : Semester
NA  Nilai Angka
NH  : Nilai Huruf
SKS : Satuan Kredit Semester
IPK Indek Prestasi Kumulatit
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PENGAJUAN CALON PEMBIMBING TESIS

No. Mhs. : 14913182

Nama : Abdullah Mahfuzh

Alamat : Palihan RT 05, Kel. Sidomulyo, Kec. No. Ujian :
Bambanglipuro, Bantul Yogyakarta
HP.081328228926

Judul Tesis PROBLEMATIKA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DAN

SOLUSINYA DI KABUPATEN BANTUL

Rumusan Masalah |
1. Bagaimanakah perkawinan di bawah umur di

Indonesia? SL
2. Bagaimanakah dampak yang d 'o)bu,kan cfg'u_g\a/r\l adanya perkawinan dibawah umur?

3. Apakah upaya yang dilakukapn<KUA d P4 KegAmatan dalam membina pasangan
t? O
v Yogyakarta, 13 Juni 2017

perkawinan dibawah umur ter
Yang Mengajukan,

ndang dari sistem hukum perkawinan di

VISINO

UNIVERSITAS
L L e —

Catatan :

Pembimbing

y—

(Dr. Sidik Tono, M.Hum)

NB: dibuat rangkap 2
untuk MSI-UIL
untuk yang bersangkutan
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- | COAIRA PRSI,

B T R A (w2
H un.n_r,n.mu (TR LN

il e gzr‘: RS 0BT Yooyt
.—m-llt lnb

REKOMENDASI

Proposal Tesis : PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN
BANTUL

Ditulis oleh  : Abdullah Mahfuzh THS

NIM 1 14913182
K trasi  : Hukum Isl
onsentrasi ukum Islam SLAM

Nilai
VS
Telah / belum dapat dlsctupu sebaped) P

Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas [ﬁnu Apa
(PPs MIAT FIAT Ull) dengan catatan:

da Program Pscasa:jang,

N& %

(Dr. ani, M.Ag.) (Dr Sidik Tonem: M Bhvymle. .. .
Keterangan Nilai ;
A =376-400 B- =251-275 C/D =1,26-1,50
A- =351-375 B/C =226-250 D+ = 101-1,25
A/B =3,26-350 C+ =201-225 D = 0,01-1.00
8+ =301.325 C = 176 - 2,00 E ={
B =276 -3,00 C- =151-1,75

DADATA\AKademik\Tesis\RSPT
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : ABDULLAH MAHFUZH TSANI HADI
SANTOSA
NIM : 14913182
Tempat & Tgl Lahir  : Blora, 04 Agustus 1969
Agama : Islam
Alamat : Palihan RT 05 Sidomulyo Bambanglipuro
Bantul
Pendidikan

1.

SD Negeri | Mcrauk Tamat Tahun
1982
h Tamat Tahun 1985

SMA Negeri | Jeparadawa Tamat Tahun

;SI)SI?MN Sunan Kalua’gii%p Lg:‘% Tamat Tahun
”7 UNIVERSITAS

Pengalaman Bekerja

1.

Pengajar di LPK Ell§a!ﬁa$0gm;1a Tahun 1994 —
1992 INDONESIA

Pengajar di SMA 1001 Takengon Tahun 1995 -
1996
Manager di LPK EI — Rahma Purwokerto Tahun 1996 —
1998
Pegawai Negeri Sipil di Kemenag Bantul Tahun 1998 -
Sekarang
Bantul , 02 Desember 2017
Yang Membuat

Abdullah Mahfuzh Tsani
Hadi Santosa



